MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4),
ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);



Menetapkan

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang
Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
985);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
986);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,
Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan
Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN.

(1)
(2)

Pasal 1

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan

ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Muatan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;

b. Peta Wilayah Perencanaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini;

c. Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini;

d. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat
Permukiman sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;



Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan
Transportasi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Daftar Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal
Sekunder sebagaimana  tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan
Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini;

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan
Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan
Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan
Prasarana Lainnya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Peta Penetapan Kawasan Strategis sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini;

Tabel Indikasi Program Utama Jangka Menengah
Lima Tahunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang
Kawasan Sempadan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang
Kawasan Karst sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang
Kawasan Rawan Bencana sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini;

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang
Kawasan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

r. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang
Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini; dan

s. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang di Kabupaten Pacitan.

Pasal 2

Bupati Pacitan wajib menetapkan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dengan Peraturan Daerah dalam jangka
waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak
Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari
kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
prosedur penetapan Peraturan Daerah Kabupaten
Pacitan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pacitan yang wajib dilakukan meliputi:
a. penyampaian surat permohonan pelaksanaan

konsultasi oleh Gubernur Jawa Timur kepada

menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri dalam rangka
melanjutkan proses evaluasi rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Pacitan; dan
b. pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pacitan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pacitan dalam lembaran daerah oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sesuai dengan substansi Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran
ITII, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran
VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X,
Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran
X1V, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII,
Lampiran XVIII, dan Lampiran XIX Peraturan Menteri
ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten
Pacitan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak
berlaku.



(5) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ditetapkan oleh Bupati Pacitan dan/atau tidak
diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten
Pacitan sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini menjadi acuan
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang.

(6) Bupati Pacitan melakukan peninjauan kembali
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) merekomendasikan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan perlu direvisi,
Bupati Pacitan melakukan penyusunan dan penetapan
rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pacitan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(8) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah
diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:

a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri ini tetap berlaku
sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini,
dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang
dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan
perundang-undangan yang menjadi acuan dalam
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
di Kabupaten Pacitan yang bertentangan dengan Peraturan
Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas)
hari sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2024
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

Kepala Biro Hukum,

I~

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PACITAN

MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan ini yang dimaksud
dengan:

1.

oUulh LN

10.

11.

12.

13.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

Daerah adalah Kabupaten Pacitan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Bupati adalah Bupati Pacitan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah,
tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil
perencanaan tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya
disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari
Wilayah Daerah, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi Penataan Ruang
Wilayah Daerah, rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah, rencana Pola
Ruang Wilayah Daerah, penetapan Kawasan strategis Daerah, arahan
Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah, dan ketentuan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah
yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
Ruang untuk fungsi budi daya.

Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang,
Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan
Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan
penetapan Rencana Tata Ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang
dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
tertib Tata Ruang.

Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan
hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam
Penataan Ruang.

Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja
Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi
daya.

Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam, sumber daya buatan.

Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan
Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau
beberapa kabupaten/kota.

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan
Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau
beberapa kecamatan.

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah
Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
kecamatan atau beberapa desa.

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah
pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar
desa.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di
atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan
jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar
tol;

Sistem Jaringan Prasarana Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang
saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan
Wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu
hubungan hierarkis.



32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan
peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan
semua Wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua
simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan
peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di
dalam Kawasan Perkotaan.

Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama
dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah
jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan
rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah,
dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya
guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional
dengan pusat kegiatan Wilayah.

Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya
guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal,
antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan
pusat kegiatan lokal.

Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya
guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat
kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan
lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta
antarpusat kegiatan lingkungan.

Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan
sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan
sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.

Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan
sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan
perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke
perumahan.

Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah
permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air
tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di
bawah permukaan tanah.

Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air
Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, imbuhan
air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai
air baku untuk air minum.

Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses
pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat
kesehatan dan dapat langsung diminum.

Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan
pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan
dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya
bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk
pelebaran alur/badan/palung sungai.



48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.
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Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan
menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas
air di badan air yang terkait.

Wilayah Sungai adalah kesatuan Wilayah pengelolaan sumber daya air
dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil
yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km?2 (dua ribu
kilometer persegi).

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu
Wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan
anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan
batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh
aktivitas daratan.

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi
untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan,
irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu
jaringan irigasi.

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara
alamiah, maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan
aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam
yang berbentuk padat.

Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat
untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan
secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah
tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang,
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (reduce, reuse dan
recycle), yang selanjutnya disingkat TPS3R, adalah tempat
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang,
dan pendauran ulang skala Kawasan.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST,
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir
sampabh.

Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan
untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan
menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai
cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang penggunaannya hanya
untuk menunjang kegiatan tertentu dan tidak dipergunakan untuk
umum.

Terminal Khusus yaitu terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan
Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan
bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri
sesuai dengan usaha pokoknya.

Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai
hutan tetap.
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Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk
mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah
intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok memproduksi hasil hutan.

Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan
bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk
menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu
agroekosistem.

Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu
lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang
mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan
hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya
pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya
dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan
kedaulatan pangan nasional.

Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi
kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan
peternakan.

Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, lahan
basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan
dan pengembangan tanaman pangan.

Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk
pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara
monokultur maupun tumpang sari berupa komoditas yang berkaitan
dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di
dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai
sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk
dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan
kering untuk komoditas perkebunan.

Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya
termasuk di dalamnya Kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.

Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di
luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal
atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung
perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.

Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di
luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal
atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung
perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang
diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang
Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.
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Kawasan Pertambangan adalah Wilayah yang memiliki potensi sumber
daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan
peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan
kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum,
eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di
Wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan
lahan, baik Kawasan Budi Daya maupun Kawasan Lindung.

Kawasan Pariwisata adalah Kawasan strategis pariwisata yang berada
dalam geografis satu atau lebih Wilayah administrasi desa/kelurahan
yang di dalamnya terdapat potensi DTW, aksesibilitas yang tinggi,
ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial
budaya Masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan
kepariwisataan.

Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah
Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih Wilayah
administrasi yang di dalamnya terdapat memiliki tema tertentu, dengan
komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,
aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi
terwujudnya kepariwisataan.

Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang
dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang
pertahanan dan keamanan seperti instalasi keamanan, termasuk tempat
latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam
lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan
bagi kepentingan tingkat/skala Provinsi.

Kawasan Strategis Kabupaten adalah Kawasan yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam
lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan
bagi kepentingan tingkat/skala kabupaten.

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan adalah
petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu
pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka
mewujudkan ruang Daerah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan penghargaan
terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata
Ruang.

Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk meningkatkan tindakan
pencegahan, pembatasan dan pembatalan kegiatan yang tidak sejalan
dengan Rencana Tata Ruang.

Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang
perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang
melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sehingga tidak sesuai
dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang
bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan
Ruang.

Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan
tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
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Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat
KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang
dengan RTR.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Lingkup Wilayah RTRW meliputi batas yang ditentukan berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan mencakup Wilayah daratan pada 110°90’
— 111°43’ buyjur timur dan 7°92° — 8°29’ lintang selatan dengan luas
sebesar kurang lebih 143.360 (seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus
enam puluh) hektare Wilayah udara, dan Wilayah dalam bumi, meliputi:
Kecamatan Arjosari;
Kecamatan Bandar;
Kecamatan Donorojo;
Kecamatan Kebonagung;
Kecamatan Nawangan;
Kecamatan Ngadirojo;
Kecamatan Pacitan;
Kecamatan Pringkuku;
Kecamatan Punung;
Kecamatan Sudimoro;
Kecamatan Tegalombo; dan
Kecamatan Tulakan.
atas Wilayah Daerah meliputi:
sebelah Utara dengan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dan
Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
sebelah Timur dengan Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten
Ponorogo Provinsi Jawa Timur;
c. sebelah Selatan dengan Samudera Hindia; dan
d. sebelah Barat dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.
Lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta.

PEWrERT TSR o0 A0 o

o

Pasal 3

Ruang lingkup RTRW mencakup:

PR e a0 op

ketentuan umum;

tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang;
rencana struktur ruang;

rencana pola ruang;

Kawasan strategis kabupaten;

arahan Pemanfaatan Ruang;

ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
kelembagaan; dan

hak, kewajiban dan peran masyarakat.
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BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4
Tujuan Penataan Ruang adalah mewujudkan ruang Daerah sebagai pusat
ekonomi skala Wilayah yang tangguh berbasis pariwisata dan pertanian
dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5
(1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 disusun kebijakan Penataan Ruang Daerah.
(2) Kebijakan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pengembangan pusat pelayanan secara merata dan seimbang dengan
peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana Wilayah;
b. pemantapan, pelestarian, pengelolaan, dan perlindungan Kawasan
Lindung;
c. pengembangan Kawasan Permukiman berwawasan lingkungan
dengan memperhatikan aspek kebencanaan;
d. pengembangan Kawasan Pertanian dan pengendalian alih fungsi
lahan pertanian;
pengembangan Kawasan Pariwisata berwawasan lingkungan;
pengembangan fungsi Kawasan kehutanan;
pengembangan potensi perikanan Daerah;
pengembangan fungsi Kawasan Peruntukan Industri;
pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
pengembangan dan pengendalian Kawasan strategis.

TR St

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6
(1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan strategi Penataan Ruang.
(2) Strategi pengembangan pusat pelayanan secara merata dan seimbang
dengan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana Wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

a. memperkuat fungsi dan peran PKW;

b. meningkatkan fungsi dan peran PKL;

c. memperkuat fungsi dan peran PPK;

d. memperkuat fungsi dan peran PPL;

e. menguatkan kegiatan ekonomi di Wilayah perkotaan dengan
perdesaan secara sinergis;

f. meningkatkan pelayanan sistem jaringan transportasi yang
menghubungkan antara simpul-simpul Kawasan produksi dengan
Kawasan pusat pemasaran;

g. meningkatkan pelayanan sistem jaringan energi dan telekomunikasi;

h. meningkatkan pelayanan sistem prasarana sumber daya air; dan
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i.  meningkatkan pelayanan sistem jaringan prasarana lainnya.

Strategi pemantapan, pelestarian, pengelolaan, dan perlindungan

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b

meliputi:

a. mempertahankan fungsi Badan Air;

b. mempertahankan fungsi Kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap Kawasan bawahannya;

c. mempertahankan fungsi Kawasan Perlindungan Setempat dan
pemenuhan RTH publik pada Kawasan Perkotaan seluas 20% (dua
puluh per seratus);

d. mempertahankan fungsi Kawasan Lindung geologi;

e. meningkatkan pengelolaan Kawasan rawan bencana; dan

f.  mempertahankan fungsi Kawasan Cagar Budaya.

Strategi pengembangan Kawasan Permukiman berwawasan lingkungan

dengan memperhatikan aspek kebencanaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf ¢ meliputi:

a. mengembangkan Kawasan permukimaan perkotaan yang produktif;

b. mengembangkan Kawasan Permukiman Perdesaan yang sinergi
dengan pengembangan pertanian;

c. membatasi perkembangan permukiman di Kawasan rawan bencana;
dan

d. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan.

Strategi pengembangan Kawasan Pertanian dan pengendalian alih fungsi

lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d

meliputi:

a. mempertahankan luas lahan pertanian; dan

b. meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian.

Strategi pengembangan Kawasan Pariwisata berwawasan lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:

a. mengembangkan destinasi wisata Daerah;

b. mengembangkan konektivitas antar objek wisata Daerah; dan

c. mengembangkan investasi di bidang pariwisata.

Strategi pengembangan fungsi Kawasan kehutanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f yaitu melestarikan dan

mengendalikan alih fungsi Kawasan Hutan Produksi maupun perkebunan
rakyat di Wilayah Daerah.

Strategi pengembangan potensi perikanan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:

a. mempertahankan luas lahan perikanan; dan

b. mengembangkan industri perikanan yang berkelanjutan.

Strategi  pengembangan fungsi Kawasan Peruntukan Industri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h meliputi:

a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang
memperhatikan kelestarian lingkungan; dan

b. mengembangkan infrastruktur penunjang Kawasan Peruntukan
Industri.

Strategi  pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i yaitu menetapkan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang didukung oleh sarana dan

prasarana Wilayah.

Strategi pengembangan dan pengendalian Kawasan strategis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j meliputi:

a. menetapkan Kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan
kekhususannya;

b. mengembangkan Kawasan Strategis Provinsi yang berada di Daerah;
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c. mengembangkan dan meningkatkan Kawasan strategis kabupaten;
dan
d. meningkatkan sarana dan prasarana Kawasan strategis.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7
Rencana Struktur Ruang disusun dengan memperhatikan potensi dan
kearifan lokal Daerah.
Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sistem pusat permukiman; dan
b. sistem jaringan prasarana.
Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digambarkan dalam peta.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8
Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf a terdiri atas:
a. PKW;
b. PKL; dan
c. pusat-pusat lain.
PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan
Perkotaan Pacitan di Kecamatan Pacitan.
PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan
Perkotaan Ngadirojo di Kecamatan Ngadirojo.
Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
atas:
a. PPK; dan
b. PPL.
PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
Kawasan Perkotaan Punung di Kecamatan Punung;
Kawasan Perkotaan Donorojo di Kecamatan Donorojo;
Kawasan Perkotaan Pringkuku di Kecamatan Pringkuku;
Kawasan Perkotaan Arjosari di Kecamatan Arjosari;
Kawasan Perkotaan Nawangan di Kecamatan Nawangan;
Kawasan Perkotaan Bandar di Kecamatan Bandar;
Kawasan Perkotaan Sudimoro di Kecamatan Sudimoro;
Kawasan Perkotaan Tulakan di Kecamatan Tulakan;
Kawasan Perkotaan Kebonagung di Kecamatan Kebonagung; dan
Kawasan Perkotaan Tegalombo di Kecamatan Tegalombo.
PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
PPL Kayen di Kecamatan Pacitan;
PPL Tambakrejo di Kecamatan Pacitan;
PPL Mlati di Kecamatan Arjosari;
PPL Karanggede di Kecamatan Arjosari;
PPL Kedungbendo di Kecamatan Arjosari;
PPL Penggung di Kecamatan Nawangan;

PR a0 o
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PPL Pakisbaru di Kecamatan Nawangan;

PPL Tokawi di Kecamatan Nawangan;

PPL Gemaharjo di Kecamatan Tegalombo;

PPL Tahunan Baru di Kecamatan Tegalombo;

PPL Jeruk di Kecamatan Bandar;

PPL Watupatok Kecamatan Bandar;

PPL Ketro di Kecamatan Tulakan;

PPL Jetak di Kecamatan Tulakan;

PPL Wonokarto di Kecamatan Ngadirojo;

PPL Hadiwarno di Kecamatan Ngadirojo;

PPL Sukorejo di Kecamatan Sudimoro;

PPL Klepu di Kecamatan Sudimoro;

PPL Ketro di Kecamatan Kebonagung;

PPL Sidomulyo di Kecamatan Kebonagung;

PPL Dadapan di Kecamatan Pringkuku;

PPL Dersono di Kecamatan Pringkuku;

PPL Gondosari di Kecamatan Punung;

PPL Bomo di Kecamatan Punung;

PPL Kalak di Kecamatan Donorojo; dan

PPL Sukodono di Kecamatan Donorojo.

(7) Ketentuan mengenai PKW, PKL, dan PPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur dengan Rencana Detail Tata Ruang.

NS Mg on.000pBE SRS S DM

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 9
Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf b meliputi:
sistem jaringan transportasi;
sistem jaringan energi;
sistem jaringan telekomunikasi;
sistem jaringan sumber daya air; dan
sistem jaringan prasarana lainnya.

P T

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10
Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a
meliputi:
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus.

Pasal 11
Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
a. Jalan Arteri Primer;
b. Jalan Kolektor Primer:
c. Jalan Kolektor Sekunder;
d. Jalan Lokal Primer;
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e. Jalan Lokal Sekunder;
f.  Jalan Lingkungan Sekunder;
g. Jalan Tol; dan
h. Terminal penumpang.
Pasal 12
(1) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a

meliputi:
a. Glonggong — Bts. Kota Pacitan melalui:
1. Kecamatan Donorojo;
2. Kecamatan Punung;
3. Kecamatan Pringkuku; dan
4. Kecamatan Pacitan.
b. Jalan W.R. Supratman (Pacitan) di Kecamatan Pacitan;
(2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b
meliputi:
Jalan Gatot Subroto (Pacitan) di Kecamatan Pacitan;
Jalan Jenderal Sudirman (Pacitan) di Kecamatan Pacitan;
Jalan Manggribi (Pacitan) di Kecamatan Pacitan;
Bts. Kota Pacitan — Bts. Kabupaten Trenggalek melalui:
Kecamatan Pacitan;
Kecamatan Kebonagung;
Kecamatan Tulakan;
Kecamatan Ngadirojo; dan
Kecamatan Sudimoro.
e. Ploso — Pacitan melalui:
1. Kecamatan Pacitan;
2. Kecamatan Kebonagung;
3. Kecamatan Tulakan; dan
4. Kecamatan Ngadirojo.
f.  Lingkar Pacitan di Kecamatan Pacitan.
Bts. Kabupaten Ponorogo — Bts. Kota Pacitan melalui:
1. Kecamatan Tegalombo;
2. Kecamatan Arjosari; dan
3. Kecamatan Pacitan.
h. Jalan Tentara Pelajar di Kecamatan Pacitan;
Jalan Basuki Racmad di Kecamatan Pacitan;
j-  Arjosari — Purwantoro (Bts Provinsi Jawa Tengah) melalui:
1. Kecamatan Arjosari
2. Kecamatan Bandar; dan
3. Kecamatan Nawangan.
k. Wareng — Mukus (Bts Provinsi Jawa Tengah) melalui:
1. Kecamatan Donorojo; dan
2. Kecamatan Punung.
Jalan Ahmad Yani di Kecamatan Pacitan;
m. Bangunsari - Ngadirejan melalui:
1. Kecamatan Pacitan; dan
2. Kecamatan Pringkuku.
n. Jalan Kom. Yos Sudarso di Kecamatan Pacitan.
(3) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c
meliputi:
Jalan A.R. Hakim di Kecamatan Pacitan;
Jalan A. Insp. Sasuit Tubun di Kecamatan Pacitan;
Jalan Buwono Keling di Kecamatan Pacitan;
Jalan Dr. Sutomo di Kecamatan Pacitan;
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Jalan KA. Posong di Kecamatan Pacitan;

Jalan KH. Agus Salim di Kecamatan Pacitan;

Jalan KH. Ahmad Dahlan di Kecamatan Pacitan;

Jalan KH. Wahid Hasyim di Kecamatan Pacitan;

Jalan Letjend. MT. Haryono di Kecamatan Pacitan;

Jalan Letjend. R. Suprapto di Kecamatan Pacitan;

Jalan M.A. Sucipto di Kecamatan Pacitan;

Jalan Marsda. Iswahyudi di Kecamatan Pacitan;

Jalan RM. Suryo di Kecamatan Pacitan,;

Jalan S.A. Tirtoyoso di Kecamatan Pacitan; dan

Jalan Sultan Agung di Kecamatan Pacitan.

Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d
tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e
tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf f tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g meliputi ruas
Jalan Tol Yogyakarta — Pacitan — Trenggalek — Lumajang melalui:
Kecamatan Donorojo;

Kecamatan Punung;

Kecamatan Pringkuku;

Kecamatan Pacitan;

Kecamatan Kebonagung;

Kecamatan Tulakan;

Kecamatan Ngadirojo; dan

. Kecamatan Sudimoro.

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h
meliputi:

a. Terminal penumpang tipe A di Kecamatan Pacitan;

b. Terminal penumpang tipe B di Kecamatan Ngadirojo; dan

c. Terminal penumpang tipe C meliputi:

Kecamatan Bandar;

Kecamatan Punung;

Kecamatan Donorojo;

Kecamatan Pringkuku;

Kecamatan Kebonagung;

Kecamatan Tulakan;

Kecamatan Sudimoro;

Kecamatan Arjosari;

Kecamatan Nawangan; dan

0. Kecamatan Tegalombo.
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Pasal 13
Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf b berupa pelabuhan laut.
Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pelabuhan pengumpan regional;
b. Terminal Khusus; dan
c. pelabuhan perikanan.
Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a berupa Pelabuhan Pacitan di Kecamatan Pacitan yang akan
melayani arus penumpang dan barang antar Wilayah.
Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di
Kecamatan Sudimoro.
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Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
meliputi:

a. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan

b. Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
berupa Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan di Kecamatan Pacitan.
Pangkalan Pendaratan lkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
meliputi:

Pangkalan Pendaratan Ikan Sumberejo di Kecamatan Sudimoro;
Pangkalan Pendaratan Ikan Tawang di Kecamatan Ngadirojo;
Pangkalan Pendaratan Ikan Wawaran di Kecamatan Kebonagung;
Pangkalan Pendaratan Ikan Watukarung di Kecamatan Pringkuku;
Pangkalan Pendaratan Ikan Jetak di Kecamatan Tulakan;

Pangkalan Pendaratan Ikan Klesem di Kecamatan Kebonagung;
Pangkalan Pendaratan Ikan Kalipelus di Kecamatan Kebonagung;
Pangkalan Pendaratan Ikan Katipugal di Kecamatan Kebonagung;
Pangkalan Pendaratan Ikan Karangnongko di Kecamatan
Kebonagung;

Pangkalan Pendaratan Ikan Plumbungan di Kecamatan Kebonagung;
dan

k. Pangkalan Pendaratan Ikan Kembang di Kecamatan Pacitan.

FER 0 a0 o

—.

Pasal 14
Bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf ¢ berupa Bandar Udara Khusus.
Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
Bandar Udara Khusus militer Lapangan Udara TNI AU Pacitan di
Kecamatan Pacitan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 15
Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b
berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung

meliputi:
1. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pacitan di Kecamatan
Sudimoro.

2. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) meliputi:
a. Kecamatan Arjosari; dan
b. Kecamatan Punung.
3. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di seluruh
Wilayah Daerah.
4. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) tersebar di seluruh
Wilayah Daerah.
5. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebar di
seluruh Wilayah Daerah.
6. Pembangkit listrik lainnya meliputi:
a. energi bahan bakar nabati (bio ethanol dan bio diesel)
tersebar di seluruh Wilayah Daerah; dan
b. energi bio mass dari limbah ternak dan sampah tersebar di
seluruh Wilayah Daerah.
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b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung
meliputi:
1. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga
listrik antar sistem meliputi:
a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:
Kecamatan Sudimoro;
Kecamatan Ngadirojo;
Kecamatan Tulakan;
Kecamatan Kebonagung;
Kecamatan Arjosari;
Kecamatan Bandar;
Kecamatan Tegalombo;
Kecamatan Punung;
. Kecamatan Pringkuku; dan
10. Kecamatan Pacitan.
2. jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:
a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) tersebar di
seluruh Wilayah Daerah; dan
b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) tersebar di
seluruh Wilayah Daerah.
3. gardu listrik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
transmisi tenaga listrik meliputi:
a. Kecamatan Pacitan; dan
b. Kecamatan Sudimoro.
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Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16
Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf ¢ meliputi:
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak.
Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di
seluruh Wilayah Daerah.
Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
jaringan bergerak seluler tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
Penataan dan pembangunan jaringan tetap dan jaringan bergerak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17
Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf d meliputi:
a. sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir; dan
c. bangunan sumber daya air.
Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. jaringan irigasi primer;
b. jaringan irigasi sekunder; dan
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c. jaringan irigasi tersier.

Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. jaringan pengendalian banjir; dan

b. bangunan pengendalian banjir.

Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf
a tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf b tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf e meliputi:
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sistem penyediaan air minum (SPAM);

sistem pengelolaan air limbah (SPAL);

sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
sistem jaringan persampahan;

sistem jaringan evakuasi bencana; dan

sistem drainase.

Pasal 19
Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf a meliputi:
a. jaringan perpipaan; dan
b. bukan jaringan perpipaan.
Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
unit air baku,;
jaringan air baku;
unit produksi;
jaringan produksi;
unit distribusi; dan
unit pelayanan.
Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebar di
seluruh Wilayah Daerah.
Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersebar
di seluruh Wilayah Daerah.
Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tersebar di
seluruh Wilayah Daerah.
Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tersebar
di seluruh Wilayah Daerah.
Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tersebar di
seluruh Wilayah Daerah.
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Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tersebar di
seluruh Wilayah Daerah.

Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. Bak Penampungan Air Hujan;

b. Sumur Dangkal; dan

c. Sumur Pompa.

Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf
a tersebar di seluruh Wilayah Daerah;

Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b tersebar di
seluruh Wilayah Daerah; dan

Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c tersebar di
seluruh Wilayah Daerah;

Pasal 20
Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 huruf b meliputi:
a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah nondomestik; dan
b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah nondomestik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
Kecamatan Donorojo;
Kecamatan Punung;
Kecamatan Pacitan;
Kecamatan Ngadirojo;
Kecamatan Sudimoro;
Kecamatan Arjosari;
Kecamatan Tegalombo;
Kecamatan Bandar; dan
Kecamatan Nawangan.
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Pasal 21

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf c tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

(1)

(2)
(3)

(4)

(9)

Pasal 22
Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf d meliputi:

a. TPS3R;
b. TPS;

c. TPA; dan
d. TPST.

TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh
Wilayah Daerah.

TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh
Wilayah Daerah.

TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berada di:

a. Kecamatan Pringkuku; dan

b. Kecamatan Ngadirojo;

TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh
Wilayah Daerah.
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Pasal 23
Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf e terdiri atas:
a. jalur evakuasi bencana; dan
b. tempat evakuasi bencana.
Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. Arjosari - Purwantoro (Bts Provinsi Jawa Tengah) melalui:
1. Kecamatan Arjosari;
2. Kecamatan Bandar; dan
3. Kecamatan Nawangan.
b. Bangunsari — Ngadirejan melalui:
1. Kecamatan Pacitan; dan
2. Kecamatan Pringkuku.
c. Bts Kota Pacitan — Bts Kabupaten Trenggalek melalui:
1. Kecamatan Pacitan;
Kecamatan Kebonagung;
Kecamatan Tulakan;
Kecamatan Ngadirojo; dan
Kecamatan Sudimoro.
ts Kabupaten Ponorogo - Bts Kota Pacitan melalui:
. Kecamatan Tegalombo;
. Kecamatan Arjosari; dan
. Kecamatan Pacitan.
Jalan Buwono Keling di Kecamatan Pacitan;
Glonggong - Bts Kota Pacitan melalui:
1. Kecamatan Donorojo;
2. Kecamatan Punung;
3. Kecamatan Pringkuku; dan
4. Kecamatan Pacitan.
g. Ploso — Pacitan melalui:
1. Kecamatan Pacitan;
2. Kecamatan Kebonagung;
3. Kecamatan Tulakan; dan
4. Kecamatan Ngadirojo.
h. Wareng — Mukus (Bts Provinsi Jawa Tengah) melalui:
1. Kecamatan Donorojo; dan
2. Kecamatan Punung;
Jalan A. Insp. Sasuit Tubun di Kecamatan Pacitan;
Jalan A.R. Hakim di Kecamatan Pacitan;
Jalan Ahmad Yani di Kecamatan Pacitan;
Jalan Basuki Racmad di Kecamatan Pacitan;
Jalan Brigjen Katamso Kecamatan Pacitan;
Jalan Cut Meutea di Kecamatan Pacitan;
Jalan Dr. Wahidin di Kecamatan Pacitan;
Jalan Gajah Mada di Kecamatan Pacitan;
Jalan HS. Cokroaminoto di Kecamatan Pacitan;
Jalan Husein Sastranegara di Kecamatan Pacitan;
Jalan Gatot Subroto (Pacitan) di Kecamatan Pacitan;
Jalan Jend. Sudirman (Pacitan) di Kecamatan Pacitan;
Jalan Kanjeng Jimat di Kecamatan Pacitan;
Jalan Kapt. P. Tendean di Kecamatan Pacitan;
Jalan Kapten Patimura di Kecamatan Pacitan;
Jalan KH. Agus Salim di Kecamatan Pacitan;
Jalan KH. Ahmad Dahlan di Kecamatan Pacitan;
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z. Jalan Manggribi (Pacitan) di Kecamatan Pacitan;

aa. Jalan KH. Wahid Hasyim di Kecamatan Pacitan;

bb. Jalan Kol. Sugiono di Kecamatan Pacitan;

cc. Jalan Kom. Yos Sudarso di Kecamatan Pacitan;

dd. Jalan Letjend. MT. Haryono di Kecamatan Pacitan;

ee. Jalan Letjend. R. Suprapto di Kecamatan Pacitan;

ff. Jalan Letjend. S. Parman di Kecamatan Pacitan;

gg. Jalan Mahakam di Kecamatan Pacitan;

hh. Jalan M.A. Sucipto di Kecamatan Pacitan;

ii. Jalan Marsda. Iswahyudi di Kecamatan Pacitan;

jj-  Jalan R. Saleh di Kecamatan Pacitan;

kk. Jalan RE. Martadinata di Kecamatan Pacitan;

lI. Jalan S.A. Tirtoyoso di Kecamatan Pacitan;

mm. Jalan Safruddin Prawiranegara di Kecamatan Pacitan;
nn. Jalan Sambi Gumelar di Kecamatan Pacitan,;

oo. Jalan Sultan Agung di Kecamatan Pacitan;

pp. Jalan Sultan Hasanudin di Kecamatan Pacitan;

qq. Jalan Sunan Ampel di Kecamatan Pacitan;

rr. Jalan Sunan Bonang di Kecamatan Pacitan;

ss. Jalan Sunan Kalijaga di Kecamatan Pacitan;

tt. Jalan Sunan Maulana Malik Ibrahim di Kecamatan Pacitan;
uu. Jalan T. Imam Bonjol di Kecamatan Pacitan;

vv. Jalan Tentara Pelajar di Kecamatan Pacitan;

ww. Jalan Tumenggung Notopuro di Kecamatan Pacitan;
xx. Jalan Veteran di Kecamatan Pacitan; dan

yy. Jalan W.R. Supratman (Pacitan) di Kecamatan Pacitan.
tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berupa ruang dan/atau bangunan tempat pengungsian bencana tersebar
di seluruh Wilayah Daerah meliputi:

lapangan;

stadion;

taman publik;

bangunan kantor pemerintah;

bangunan fasilitas sosial; dan

bangunan fasilitas umum.
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Pasal 24
Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f meliputi:
a. jaringan drainase primer;
b. jaringan drainase sekunder; dan
c. jaringan drainase tersier.
Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi seluruh Wilayah Daerah.
Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi seluruh Wilayah Daerah.
Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi seluruh Wilayah Daerah.



- 26 -

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25
(1) Rencana Pola Ruang terdiri atas:
a. Kawasan Lindung; dan
b. Kawasan Budi Daya.
(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan

dalam peta.
Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Paragraf 1
Umum
Pasal 26
Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a
meliputi:

a. Badan Air;

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan
bawahannya;

c. Kawasan Perlindungan Setempat; dan

d. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 27
Badan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a seluas kurang lebih
1.103 (seribu seratus tiga) hektare tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Paragraf 3
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 28

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa Kawasan Hutan
Lindung.

(2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas
kurang lebih 268 (dua ratus enam puluh delapan) hektare meliputi:

Kecamatan Arjosari;

Kecamatan Bandar;

Kecamatan Kebonagung;

Kecamatan Nawangan;

Kecamatan Pacitan;

Kecamatan Pringkuku;

Kecamatan Punung; dan

Kecamatan Tegalombo.
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Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 29
Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf c seluas kurang lebih 3.517 (tiga ribu lima ratus tujuh belas) hektare
tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Paragraf 5
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 30
(1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d
meliputi:
a. bangunan cagar budaya;
b. struktur cagar budaya;
c. situs cagar budaya; dan
d. objek yang diduga cagar budaya.
(2) Bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
Song Gde di Kecamatan Punung;
Song Gunung Kendil di Kecamatan Punung;
Gua Ngiriman di Kecamatan Punung;
Situs Song Dasar di Kecamatan Punung;
Song Terus di Kecamatan Punung;
Gua Tabuhan di Kecamatan Punung;
Song Gde di Kecamatan Punung;
Gua Intan di Kecamatan Punung;
Song Kiyut di Kecamatan Punung;
Song Keplek di Kecamatan Punung;
Song Dono di Kecamatan Punung;
Song Agung di Kecamatan Punung;
Song Terus di Kecamatan Punung;
Song Gupuh di Kecamatan Punung;
Song Terus di Kecamatan Punung;
Song Pogog di Kecamatan Punung;
Situs Song Duren di Kecamatan Donorojo;
Song Sumber di Kecamatan Donorojo;
Situs Song Glonggong di Kecamatan Donorojo;
Situs Gua Nglampeng di Kecamatan Donorojo;
Gua Kalak di Kecamatan Donorojo;
Situs Gua Kendil di Kecamatan Pringkuku;
Situs Song Karet di Kecamatan Pringkuku;
Situs Song Tandu di Kecamatan Pringkuku;
Situs Song Jomblang di Kecamatan Pringkuku; dan
Situs Song Terus di Kecamatan Pringkuku.
(3) Struktur cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. Sungai Baksoka di Kecamatan Punung; dan
b. Kali Banjar di Kecamatan Punung.
(4) Situs cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:
a. Situs Ngrijangan di Kecamatan Punung;
b. Situs Ngrijang Sooko di Kecamatan Punung;
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Situs Kedung Menjangan di Kecamatan Punung;
Situs Piton di Kecamatan Punung;

Situs Mrican di Kecamatan Punung;

Situs Dasar di Kecamatan Punung;

Situs Ngrijang Sengon di Kecamatan Punung;
Situs Padangan di Kecamatan Punung;

Situs Klepu di Kecamatan Punung;

Situs Bomo di Kecamatan Punung;

Situs Krajan di Kecamatan Punung;

Situs Tukluk Rijang di Kecamatan Punung;
Situs Blawong di Kecamatan Punung;

Situs Duren di Kecamatan Donorojo;

Situs Melikan di Kecamatan Donorojo;

Situs Koboran Kecamatan Donorojo;

Situs Ngrijang Sekar di Kecamatan Donorojo;
Situs Puger di Kecamatan Donorojo;

Situs Bayem di Kecamatan Donorojo;

Situs Kepek di Kecamatan Donorojo;

Situs Jaten Pelem di Kecamatan Pringkuku;
Situs Doksulur di Kecamatan Pringkuku;
Situs Sungai Maron di Kecamatan Pringkuku;
Situs Gupit di Kecamatan Pringkuku; dan
Situs batu Pelinggih di Kecamatan Pringkuku.

ObJek yang diduga cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi:
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Makam Ki Buwono Keling di Kecamatan Kebonagung;

Makam Mbah Bayi di Kecamatan Ngadirojo;

Makam Ki Ageng Bandung di Kecamatan Ngadirojo;

Makam Mbah Kapyuran di Kecamatan Ngadirojo;

Makam Ki Ageng Minggir di Kecamatan Pacitan;

Makam Syeh Abdul Manan di Kecamatan Pacitan;

Makam Kyai Ngaliman dan Kyai Ahmadyo di Kecamatan Pacitan;
Makam Setro Ketipo di Kecamatan Pacitan;

Makam Ki Ageng Posong di Kecamatan Pacitan;

Makam Kanjeng Marto Noto Negoro (Kanjeng Min) dan Kanjeng
Marto Hadi Negoro (Kanjeng Marto) di Kecamatan Pacitan;
Petilasan Pendopo di Kecamatan Pacitan

Petilasan Pendopo/Sumur di Kecamatan Pacitan

Makam Noto Puro Bupati I di Kecamatan Pacitan

Makam Kyai Santri di Kecamatan Punung;

Petilasan/makam Kendil Wesi di Kecamatan Punung;

Makam Mbah Menir di Kecamatan Punung;

Makam Mbah Senthir di Kecamatan Punung;

Petilasan Watukuro di Kecamatan Bandar; dan

Makam Ki Kasan Raji di Kecamatan Sudimoro.
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Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum
Pasal 31
Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b,
meliputi:
a. Kawasan Hutan Produksi;
b. Kawasan Perkebunan Rakyat;
c. Kawasan Pertanian;
d. Kawasan Perikanan;
e. Kawasan Peruntukan Industri;
f. Kawasan Pariwisata;
g. Kawasan Permukiman; dan
h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(1)

(2)

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 32
Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a
berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
seluas kurang lebih 1.996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam)
hektare tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Paragraf 3
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 33

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b
dengan luas kurang lebih 40.077 (empat puluh ribu tujuh puluh tujuh)
hektare meliputi seluruh Wilayah Daerah.

(1)

(2)

(3)

Paragraf 4
Kawasan Pertanian

Pasal 34
Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c
meliputi:
a. Kawasan Tanaman Pangan;
b. Kawasan Hortikultura; dan
c. Kawasan Perkebunan.
Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dengan luas kurang lebih 20.863 (dua puluh ribu delapan ratus enam
puluh tiga) hektare tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas
kurang lebih 11.015 (sebelas ribu lima belas) hektare tersebar di seluruh
Wilayah Daerah.
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Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
seluas 27.061 (dua puluh tujuh ribu enam puluh satu) hektare tersebar
di seluruh Wilayah Daerah.

Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
seluas 16.420 (enam belas ribu empat ratus dua puluh) hektare meliputi:

a. Kecamatan Arjosari;

b. Kecamatan Bandar;

c. Kecamatan Donorojo;

d. Kecamatan Kebonagung;

e. Kecamatan Nawangan;

f.  Kecamatan Ngadirojo;

g. Kecamatan Pacitan.

h. Kecamatan Pringkuku;

1. Kecamatan Punung;

j-  Kecamatan Sudimoro; dan

k. Kecamatan Tulakan.
Paragraf 5

Kawasan Perikanan

Pasal 35

Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d

meliputi:

a. Kawasan Perikanan Tangkap; dan

b. Kawasan Perikanan Budi Daya.

Kawasan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektare berada di Kecamatan
Pacitan.

Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berupa Kawasan Perikanan air tawar dengan luas kurang lebih
60 (enam puluh) hektare meliputi:

a. Kecamatan Ngadirojo; dan

b. Kecamatan Sudimoro.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e
dengan luas kurang lebih 2.964 (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat)
hektare tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

(1)

(2)

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 37
Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f
termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Destinasi
Pariwisata Provinsi (DPP) Karst Pacitan, Lawu-Kelud-Wilis dan sekitarnya.
Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan
melalui pembentukan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) meliputi:
a. DPKA;
b. DPK B;
c. DPKC; dan
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d. DPKD.

DPK A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan tema
pengembangan Wisata Geopark meliputi:

Pantai Srau di Kecamatan Pringkuku;

Pantai Klayar di Kecamatan Donorojo;

Pantai Karang Bolong/Segoro Bunder di Kecamatan Donorojo;
Pantai Nampu di Kecamatan Donorojo;

Pantai Watu Karung di Kecamatan Pringkuku;

Pantai Buyutan di Kecamatan Donorojo;

Makam Keturunan Raja di Kecamatan Punung;

Bekas Kerajaan Wirati dan Makam Kyai Santri di Kecamatan
Donorojo;

Situs Bak Soko di Kecamatan Punung;

Gua Gong di Kecamatan Punung;

Gua Putri di Kecamatan Punung;

Kali Baksooka di Kecamatan Punung;

Gua Luweng Jaran di Kecamatan Pringkuku;

Gua Luweng Ombo di Kecamatan Donorojo;

Batu Tulis di Kecamatan Donorojo;

Wana Wisata di Kecamatan Pringkuku;

Situs Telaga Guyang Warak di Kecamatan Punung;

Kali Maron di Kecamatan Pringkuku;

Museum Song Terus di Kecamatan Punung;

Gua Tabuhan di Kecamatan Punung;

Petilasan Kyai Mojo di Kecamatan Punung;

Pemandian Air Panas di Kecamatan Punung;

Pantai Nyawiji di Kecamatan Donorojo;

Sentono Gentong di Kecamatan Pringkuku;

Kali Barong di Kecamatan Pringkuku;

Grojokan Nduwur di Kecamatan Pringkuku;

aa. Bendungan Kali Suro di Kecamatan Pringkuku;

bb. Beiji Park di Kecamatan Pringkuku;

cc. Gua Selo Arum di Kecamatan Pringkuku;

dd. Tiara Hill di Kecamatan Pringkuku;

ee. Palagan Tumpak Rinjing di Kecamatan Pringkuku;

ff. Gua Dawung di Kecamatan Punung; dan

gg. Destinasi wisata lainnya.

DPK B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan tema
pengembangan Wisata Mass Tourism meliputi:

Museum dan Galeri Seni SBY*ANI di Kecamatan Pacitan;
Pantai Teleng Ria di Kecamatan Pacitan;

Pantai Pancer Dor di Kecamatan Pacitan;

Pantai Tamperan di Kecamatan Pacitan;

Teluk Pacitan di Kecamatan Pacitan;

Etalase Geopark Gunung Sewu di Kecamatan Pacitan;
Makam Kanjeng Jimat di Kecamatan Pacitan;

Sumber Air Hangat di Kecamatan Arjosari;

Pondok Tremas di Kecamatan Arjosari;

Makam Ki Ageng Petung di Kecamatan Pacitan;

Makam Ki Ageng Notopuro di Kecamatan Pacitan;
Petilasan Setro Ketipo di Kecamatan Pacitan;

Petilasan Notopuro di Kecamatan Pacitan;

Makam Kanjeng Bayat di Kecamatan Pacitan;

Petilasan Buwono Keling Geger Gunung Selurung di Kecamatan
Pacitan;
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Makam Kyai Banteng di Kecamatan Pacitan;

Makam Mbah Jaiman di Kecamatan Arjosari;

Makam Ki Ageng Posong di Kecamatan Pacitan;
Mentari Hill di Kecamatan Pacitan;

Makam Syekh Brubuh di Kecamatan Pacitan;

Tebing Sangen di Kecamatan Pacitan;

Watu Mejo di Kecamatan Pacitan;

Waduk Thukul di Kecamatan Arjosari;

Wisata Air Bendung Sidoluhur di Kecamatan Pacitan; dan
Destinasi wisata lainnya.

DPK C sebagamana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan tema
pengembangan Ecotourism meliputi:

Pantai Tawang di Kecamatan Kebonagung;

Pantai Bakung di Kecamatan Kebonagung;

Pantai Wawaran di Kecamatan Kebonagung;

Pantai Jetak di Kecamatan Tulakan;

Pantai Bawur di Kecamatan Sudimoro;

Pantai Sidomulyo di Kecamatan Ngadirojo;

Pantai Taman di Kecamatan Ngadirojo;

Pantai Soge di Kecamatan Ngadirojo;

Gunung Limo di Kecamatan Kebonagung;

Makam Sutononggo di Kecamatan Tegalombo;

Gua Somopuro di Kecamatan Tulakan;

Gua Papringan di Kecamatan Ngadirojo;

Gua Pentung di Kecamatan Tulakan;

Gua Kambil di Kecamatan Sudimoro;

Markas Jenderal Sudirman di Kecamatan Ngadirojo;
Makam Syekh Yahuda di Kecamatan Ngadirojo;
Makam Ki Ageng Bandung di Kecamatan Ngadirojo;
Pantai Watu Bale di Kecamatan Tulakan;

Pantai Dangkal di Kecamatan Kebonagung;

Pantai Pidakan di Kecamatan Tulakan;

Gununglimo di Kecamatan Kebonagung;

Pantai Daki di Kecamatan Sudimoro;

Gua Beji di Kecamatan Ngadirojo;

Pantai Puring di Kecamatan Ngadirojo;

Makam Mbah Kapyuran di Kecamatan Ngadirojo;
Eks Kawedanan Lorok di Kecamatan Ngadirojo;

aa. Makam Raden Panji Sanjoyo Rangin di Kecamatan Tulakan;
bb. Curug Muning di Kecamatan Ngadirojo;

cc. Pantai Pangasan di Kecamatan Kebonagung;

dd. Makam Tiyoso di Kecamatan Kebonagung;

ee. Pantai Watu Papak di Kecamatan Ngadirojo;

ff. Gunung Lanang di Kecamatan Kebonagung;

gg. Pantai Kali Uluh di Kecamatan Kebonagung;

hh. Wisata Tempoe Doelo Kali Klepu di Kecamatan Kebonagung;
ii. Puncak Ganjuran di Kecamatan Kebonagung;

jj- Bukit Tejo di Kecamatan Kebonagung;

kk. Danau Wah Gebang di Kecamatan Sudimoro;

1. Pantai Tinawu di Kecamatan Sudimoro;

mm. Pantai Nguren di Kecamatan Sudimoro;

nn. Pantai Kunir di Kecamatan Sudimoro;

oo. Jurug Panguripan di Kecamatan Tegalombo;

pp. Air Terjun Jurug Gringsing di Kecamatan Tegalombo;
qq. Telogo Sono dan Kebon Duren di Kecamatan Tulakan;
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rr. Banyu Biru di Kecamatan Ngadirojo;

ss. Pantai Tawang di Kecamatan Ngadirojo;

tt. Makam Waliyulloh Eyang Yahudo di Kecamatan Ngadirojo;
uu. Telaga Klethek di Kecamatan Ngadirojo;

vv. Wisata Cagak Telu di Kecamatan Sudimoro; dan

ww. Destinasi wisata lainnya.

DPK D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan tema
pengembangan Agrowisata meliputi:

Monumen Jenderal Sudirman di Kecamatan Nawangan;
Makam Eyang Putri dan Iro Kombor di Kecamatan Bandar;
Makam Mbah Wager di Kecamatan Bandar;

Agrowisata di Kecamatan Nawangan,;

Grojogan Watusente di Kecamatan Bandar;

Watu Senthe di Kecamatan Bandar;

Agrowisata di Kecamatan Bandar;

Grojokan Curug Sabon di Kecamatan Bandar; dan
Destinasi wisata lainnya.
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Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 38
Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g
terdiri atas:
a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dengan luas kurang lebih 6.519 (enam ribu lima ratus sembilan
belas) hektare tersebar di seluruh Wilayah Daerah.
Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dengan luas kurang lebih 22.434 (dua puluh dua ribu empat
ratus tiga puluh empat) hektare tersebar di seluruh Wilayah Daerah.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39
Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 huruf h dengan luas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hektare
berupa kawasan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. TNI angkatan darat;
b. TNI angkatan laut; dan
c. TNI angkatan udara.
TNI angkatan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
meliputi:
a. Komando Distrik Militer (KODIM) 0801 di Kecamatan Pacitan; dan
b. Komando Rayon Militer (KORAMIL) di seluruh Wilayah Daerah.
TNI angkatan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Pos Keamanan Perikanan dan Kelautan Terpadu (POSKAMLADU) di
Kecamatan Pacitan; dan
b. Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Tipe D di Kecamatan Pacitan.
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TNI angkatan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
meliputi:

Lapangan Udara TNI AU Pacitan di Kecamatan Pacitan;

Lapangan Tembak Tumpak Rinjing di Kecamatan Pringkuku;

Rahlat KOOPSAU II di Kecamatan Pringkuku; dan

Rahlat KOOPSAU II di Kecamatan Pacitan.

oo

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS

Bagian Pertama
Umum

Pasal 40
Kawasan strategis terdiri atas:
a. Kawasan Strategis Provinsi di Daerah; dan
b. kawasan strategis kabupaten.
Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b digambarkan dalam peta.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Provinsi di Daerah

Pasal 41
Kawasan Strategis Provinsi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
dan
b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber
daya alam dan/atau teknologi tinggi.
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Kawasan agropolitan regional berupa Sistem Agropolitan Wilis;
b. Sistem Minapolitan Trenggalek — Pacitan — Tulungagung.
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya
alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berupa kawasan pembangkit PLTU Sudimoro.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 42
Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (1) huruf b meliputi:
a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
dan
b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup.
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kawasan strategis pariwisata meliputi:
1. kawasan strategis pariwisata Kabupaten Klayar dan sekitarnya;
2. kawasan strategis pariwisata Kabupaten Watu Karung dan
sekitarnya;
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3. kawasan strategis pariwisata Kabupaten Kota dan sekitarnya;
4. kawasan strategis pariwisata Kabupaten Taman, Soge dan
sekitarnya; dan
5. kawasan strategis pariwisata Kabupaten Pidakan, Dangkal,
Gununglimo dan sekitarnya.

b. kawasan strategis agropolitan meliputi:

1. Kecamatan Nawangan; dan

2. Kecamatan Bandar.
Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
Kawasan Bentang Alam Karst Gunungsewu yang merupakan bagian dari
KSPN Karst Pacitan dan sekitarnya.
Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
mewujudkan sektor unggulan pariwisata dan pertanian Daerah yang
dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi
dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah mewujudkan kawasan eco-karst Pacitan (geopark) dalam
meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata.
Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
arahan pengembangan sektor unggulan pariwisata dan pertanian Daerah
yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi
dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berupa arahan pengembangan kawasan eco-karst Pacitan (geopark) dalam
meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf f, meliputi:

a.
b.
C.

(1)

(2)

Ketentuan KKPR;
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 44
Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri
atas:
a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
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Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 45

Indikasi Program Utama Jangka Menengah S (lima) Tahunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:

a. indikasi program utama jangka menengah S5 (lima) tahun pertama;
dan

b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua
sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a program utama,

b lokasi;

C sumber pendanaan;

d. instansi pelaksana; dan

e. waktu pelaksanaan.

Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten;

b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten; dan

c. perwujudan rencana kawasan strategis kabupaten.

Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat

dimana usulan program utama akan dilaksanakan;

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berasal

dari:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Masyarakat; dan

sumber pendanaan lainnya yang sah.

nstansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

Pemerintah Pusat;

Pemerintah Provinsi;

Pemerintah Kabupaten;

Pemerintah Desa; dan

e. Masyarakat.

Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi

usulan program utama 5 (lima) tahun pertama (Tahun 2023 - 2027) yang

dirinci ke dalam program utama tahunan.

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai

dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

a. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua
(Tahun 2028 - 2032);

b. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga
(Tahun 2033 - 2037); dan

c. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun keempat
(Tahun 2038 — 2043).
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Pasal 46
Indikasi program utama jangka menengah S (lima) tahun kedua (Tahun
2028 - 2032) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf a
meliputi:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi:
a. mendorong pengembangan PKW meliputi:
1. penyusunan rencana detail tata ruang;
2. peningkatan sarana dan prasarana dasar sebagai pusat
ekonomi dan sosial; dan
3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
b. mendorong pengembangan PKL meliputi:
1. penyusunan rencana detail tata ruang;
2. pengoptimalan sarana dan prasarana dasar; dan
3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
c. mendorong pengembangan PPK meliputi:
1. penyusunan rencana detail tata ruang;
2. peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana dasar:
dan
3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
d. mendorong pengembangan PPL meliputi:
1. penyusunan rencana detail tata ruang;
2. peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana dasar;
dan
3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
e. peningkatan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan
perkotaan secara berjenjang meliputi:
1. penyusunan program pembangunan Wilayah terpadu;
2. penyusunan program pengembangan keterkaitan kota-desa
(urban-rural linkage);
3. peningkatan aksesibilitas antara Kawasan Perkotaan dan
Kawasan Perdesaan;
peningkatan peran dan fungsi Kawasan Perdesaan;
penataan permukiman perdesaan;
mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan;
pengembangan aksesibilitas menuju desa perbatasan; dan
peningkatan sarana dan prasarana dasar Kawasan Perdesaan.
Perquudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
b. perwujudan sistem jaringan energi;
c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a meliputi:
a. pengembangan sistem jaringan jalan;
b. pengembangan sistem jaringan transportasi laut; dan
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c. pengembangan bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus.

Pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf a meliputi:

pengembangan jalan arteri primer;

pengembangan Jalan Kolektor primer;

pengembangan Jalan Kolektor sekunder;

pengembangan jalan lokal primer;

pengembangan jalan lingkungan sekunder;

pengembangan jalan tol;

pembangunan aksesibilitas antar kawasan di Geopark Gunung Sewu

dan KSPN;

pembangunan jalan alternatif Ponorogo-Pacitan;

pengembangan jalan antar PKL, PPK dan PPL;

pengembangan jalan lokal menuju kawasan perbatasan, industri,

pariwisata dan kawasan lainnya;

pengembangan ruas jalan Kembang - Pelabuhan (penghubung jalan

lingkar ke pelabuhan pengumpan regional (Pelabuhan Pacitan);

l. pengembangan terminal penumpang; dan

m. pendukung sistem jaringan jalan.

Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf b meliputi:

a. pengembangan pelabuhan pengumpan regional (Pelabuhan Pacitan);

b. pengembangan terminal khusus;

c. pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai; dan

d. pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pengembangan bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:

a. pembangunan Bandar Udara Pengumpan; dan

b. pengembangan Bandar Udara Khusus militer.

Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf b meliputi:

a. pengembangan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
dan

b. pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pengembangan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:

a. pengembangan Stasiun Pengangkutan Dan Pengisian Bulk Elpiji
(SPPBE);

b. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);

c. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE); dan

d. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi:

a. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana
pendukung meliputi:

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);

pembangkit listrik lainnya:

a) pembangkit listrik tenaga bahan bakar nabati (bio ethanol
dan bio diesel); dan

b) pembangkit listrik tenaga bio mass.
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b. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana
pendukung meliputi:
1. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
2. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
3. pengembangan gardu listrik.
Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf c meliputi:
a. pengembangan jaringan tetap berupa pengembangan sistem kabel,;
dan
b. pengembangan jaringan bergerak berupa pengembangan jaringan
bergerak seluler.
Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf d meliputi:
a. pengembangan jaringan irigasi;
b. pengembangan sistem pengendalian banjir; dan
c. pengembangan bangunan sumber daya air.
Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13)
huruf a meliputi:
a. pengembangan jaringan irigasi primer;
b. pengembangan jaringan irigasi sekunder; dan
c. pengembangan jaringan irigasi tersier.
Pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada
ayat (13) huruf b meliputi:
a. pengembangan jaringan pengendali banjir meliputi:
1. penataan dan pengelolaan daerah aliran sungai; dan
2. normalisasi sungai.
b. pengembangan bangunan pengendali banjir meliputi:
1. pembangunan parapet dan rehabilitasi pengaman tebing sungai
Asemgandok;
pembangunan tanggul penahan banjir;
pembangunan groundsill dan checkdam;
pembangunan perkuatan tebing sungai;
pembangunan kolam pengendali banjir; dan
pembangunan waduk, bendung, embung dan bozem.
Pengembangan bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (13) huruf c meliputi:
a. pengembangan Bendungan Tukul; dan
b. pembangunan Bendungan Wonodadi.
Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf e meliputi:
a. pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM);
b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
c. pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3);
pengembangan sistem jaringan persampahan;
pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
pengembangan sistem drainase.
Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana
dimaksud pada ayat (17) huruf a meliputi:
pengembangan unit air baku;
pengembangan jaringan air baku;
pengembangan unit produksi;
pengembangan jaringan produksi;
pengembangan unit distribusi;
pengembangan unit pelayanan;
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pengembangan bak penampungan air hujan;

pengembangan sumur dangkal;

pengembangan sumur pompa; dan

j.  pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah.

Pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana

dimaksud pada ayat (17) huruf b meliputi:

a. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non
domestik dengan pemantapan dan pengembangan instalasi
pengolahan air limbah industri; dan

b. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah
domestik.

Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

(B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf ¢ meliputi:

a. penyimpanan sementara limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah
B3; dan

b. pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B3
dan/atau pihak lain yang memiliki izin pengelolaan limbah B3.

Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (17) huruf d meliputi:

a. pengembangan TPS3R, TPS dan TPST;

b. pengembangan dan pembangunan TPA; dan

c. pengelolaan sampah skala rumah tangga melalui pendekatan reduce,
reuse, dan recycle.

Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (17) huruf e meliputi:

a. pengembangan jalur evakuasi bencana;

b. pengembangan tempat evakuasi bencana; dan

c. pemasangan tanda jalur evakuasi bencana.

Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (17)

huruf f meliputi:

a. pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan sistem
satuan Wilayah sungai;

b. pengembangan sistem drainase primer;

c. pengembangan sistem drainase sekunder; dan

d. pengembangan sistem drainase tersier.

Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung; dan

b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (24)

huruf a meliputi:

a. Badan Air;

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan
bawahannya;

c. Kawasan Perlindungan Setempat; dan

d. Kawasan Cagar Budaya.

Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a

meliputi:

a. pengaturan Badan Air;

b. penetapan pemanfaatan Badan Air;

c
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pemeliharaan Badan Air;

konservasi dan pemanfaatan embung; dan
e. konservasi dan Pemanfaatan mata air.
Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan
Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b meliputi:
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a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Kawasan Hutan
Lindung;

b. pengamanan dan pengendalian lahan di Kawasan Hutan Lindung;

C pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;

d. percepatan rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung dengan tanaman
yang sesuai dengan fungsi lindung;

e. penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat pemilik lahan
sekitar Kawasan Hutan Lindung; dan

f.  melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat
dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung.

Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud

pada ayat (25) huruf c meliputi:

a. penertiban bangunan diatas Kawasan Perlindungan Setempat;

b. penetapan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perlindungan Setempat;

c. penetapan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan;

d. penanaman mangrove sepanjang pantai; dan

e. menjaga dan melestarikan kawasan ekosistem mangrove.

Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat

(25) huruf d berupa pelestarian bangunan, struktur, situs dan objek yang

diduga cagar budaya.

Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (24)

huruf b meliputi:

Kawasan Hutan Produksi;

Kawasan Perkebunan Rakyat;

Kawasan Pertanian;

Kawasan Perikanan;

Kawasan Peruntukan Industri;

Kawasan Pariwisata;

Kawasan Permukiman; dan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(30) huruf a berupa pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap

meliputi:

a. penetapan kawasan dan strategi penanganan Kawasan Hutan
Produksi Tetap berdasarkan kesesuaian lahan,;

b. pengaturan pola tanam dan pola tebang untuk mempertahankan
tutupan lahan; dan

c. pengembangan kerja sama pengelolaan Kawasan Hutan Produksi
Tetap bersama masyarakat.

Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada

ayat (30) huruf b berupa pengembangan komoditas perkebunan rakyat;

Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (30)

huruf ¢ meliputi:

a. pengembangan tanaman pangan;

b. pengembangan tanaman perkebunan; dan

c. pengembangan tanaman holtikultura.

Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (30)

huruf d meliputi:

a. peningkatan produktivitas perikanan;

b. peningkatan sarana dan prasarana perikanan;

c. pengembangan budi daya perikanan air tawar melalui budi daya di
kolam dan sungai;

d. pengembangan industri pengolahan perikanan yang berkelanjutan;
dan

e. perbaikan pemasaran hasil perikanan.
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Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada

ayat (30) huruf e meliputi:

a. pengendalian dan pengawasan Kawasan Peruntukan Industri;

b. pengembangan RTH di dalam Kawasan Peruntukan Industri; dan

c. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Peruntukan Industri
yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (30)

huruf f meliputi:

a. pengembangan Geopark Gunung Sewu;

b. peningkatan promosi pariwisata;

c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana berstandar
sesuai tingkat layanan destinasi wisata,;

d. pembinaan masyarakat sadar wisata;

e. pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai
potensi destinasi wisata; dan

f.  pembentukan pola jalur wisata intra dan inter Kabupaten.

Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (30)

huruf g meliputi:

a. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan

b. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan.

Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (37) huruf a meliputi:

a. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan
yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;

b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan RTH;

c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu
mendorong perkembangan Kawasan Perkotaan;

d. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan yang terpadu;

e. peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan kawasan kumubh;
dan

f.  pengendalian dan pengawasan Kawasan Permukiman Perkotaan di
kawasan rawan bencana.

Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (37) huruf b meliputi:

a. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perdesaan
yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;

b. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan yang terpadu
dengan tempat usaha pertanian;

c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu
mendorong perkembangan Kawasan Perdesaan;

d. peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan kawasan kumubh;
dan

e. pengendalian dan pengawasan Kawasan Permukiman Perdesaan di
kawasan rawan bencana.

Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (30) huruf h meliputi:

a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan
darat, laut dan udara;

b. pemenuhan syarat-syarat standar kebutuhan militer, pertahanan
dan keamanan darat, laut dan udara bagi permukiman penduduk di
sekitarnya; dan

c. pengembangan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan
darat, laut dan udara.
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(41) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada

(1)

(2)

(3)

(4)

ayat (1) huruf c meliputi:

a. pengembangan infrastruktur penunjang Kawasan Pariwisata;

b. pengembangan infrastruktur penunjang Kawasan agropolitan; dan

c. pengembangan infrastruktur penunjang Kawasan strategis kawasan
bentang alam Karst Gunung Sewu.

Pasal 47
Indikasi program utama jangka menengah S (lima) tahun ketiga (Tahun
2033 - 2037) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf b
meliputi:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi:
a. mendorong pengembangan PKW meliputi:
1. penyusunan rencana detail tata ruang;
2. peningkatan sarana dan prasarana dasar sebagai pusat
ekonomi dan sosial; dan
3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
b. mendorong pengembangan PKL meliputi:
1. penyusunan rencana detail tata ruang;
2. pengoptimalan sarana dan prasarana dasar; dan
3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
c. mendorong pengembangan PPK meliputi:
1. penyusunan rencana detail tata ruang;
2. peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana dasar:
dan
3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
d. mendorong pengembangan PPL meliputi:
1. penyusunan rencana detail tata ruang;
2. peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana dasar;
dan
3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
e. peningkatan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan
perkotaan secara berjenjang meliputi:
1. penyusunan program pembangunan Wilayah terpadu;
2. penyusunan program pengembangan keterkaitan kota-desa
(urban-rural linkage);
3. peningkatan aksesibilitas antara Kawasan Perkotaan dan
Kawasan Perdesaan;
peningkatan peran dan fungsi Kawasan Perdesaan;
penataan permukiman perdesaan;
mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan;
pengembangan aksesibilitas menuju desa perbatasan; dan
peningkatan sarana dan prasarana dasar Kawasan Perdesaan.
Perquudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
b. perwujudan sistem jaringan energi;
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c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a meliputi:
a. pengembangan sistem jaringan jalan;
b. pengembangan sistem jaringan transportasi laut; dan
c. pengembangan bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus.
Pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf a meliputi:
pengembangan jalan arteri primer;
pengembangan Jalan Kolektor primer;
pengembangan Jalan Kolektor sekunder;
pengembangan jalan lokal primer;
pengembangan jalan lingkungan sekunder;
pengembangan jalan tol;
pembangunan aksesibilitas antar kawasan di Geopark Gunung Sewu
dan KSPN;
pembangunan jalan alternatif Ponorogo-Pacitan;
pengembangan jalan antar PKL, PPK dan PPL;
pengembangan jalan lokal menuju kawasan perbatasan, industri,
pariwisata dan kawasan lainnya;
pengembangan ruas jalan Kembang - Pelabuhan (penghubung jalan
lingkar ke pelabuhan pengumpan regional (Pelabuhan Pacitan);
l. pengembangan terminal penumpang; dan
m. pendukung sistem jaringan jalan.
Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf b meliputi:
a. pengembangan pelabuhan pengumpan regional (Pelabuhan Pacitan);
b. pengembangan terminal khusus;
c. pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
d. pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.
Pengembangan bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ meliputi:
c. pembangunan Bandar Udara Pengumpan; dan
d. pengembangan Bandar Udara Khusus militer.
Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b meliputi:
a. pengembangan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi,
dan
b. pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
Pengembangan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:
a. pengembangan Stasiun Pengangkutan Dan Pengisian Bulk Elpiji
(SPPBE);
b. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
c. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE); dan
d. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi:
a. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana
pendukung meliputi:
1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
3. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
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Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
pembangkit listrik lainnya:
a. pembangkit listrik tenaga bahan bakar nabati (bio ethanol
dan bio diesel); dan
b. pembangkit listrik tenaga bio mass.
b. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana
pendukung meliputi:
1. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem,;
2. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
3. pengembangan gardu listrik.
Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf c meliputi:
a. pengembangan jaringan tetap berupa pengembangan sistem kabel,;
dan
b. pengembangan jaringan bergerak berupa pengembangan jaringan
bergerak seluler.
Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf d meliputi:
a. pengembangan jaringan irigasi;
b. pengembangan sistem pengendalian banjir; dan
c. pengembangan bangunan sumber daya air.
Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13)
huruf a meliputi:
a. pengembangan jaringan irigasi primer;
b. pengembangan jaringan irigasi sekunder; dan
c. pengembangan jaringan irigasi tersier.
Pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada
ayat (13) huruf b meliputi:
a. pengembangan jaringan pengendali banjir meliputi:
1. penataan dan pengelolaan daerah aliran sungai; dan
2. normalisasi sungai.
b. pengembangan bangunan pengendali banjir meliputi:
1. pembangunan parapet dan rehabilitasi pengaman tebing sungai
Asemgandok;
pembangunan tanggul penahan banjir;
pembangunan groundsill dan checkdam;
pembangunan perkuatan tebing sungai;
pembangunan kolam pengendali banjir; dan
pembangunan waduk, bendung, embung dan bozem.
Pengembangan bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (13) huruf ¢ meliputi:
a. pengembangan Bendungan Tukul; dan
b. pembangunan Bendungan Wonodadi.
Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf e meliputi:
a. pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM);
b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
c. pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3);
d. pengembangan sistem jaringan persampahan;
pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
pengembangan sistem drainase.
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Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana

dimaksud pada ayat (17) huruf a meliputi:

pengembangan unit air baku;

pengembangan jaringan air baku;

pengembangan unit produksi;

pengembangan jaringan produksi;

pengembangan unit distribusi;

pengembangan unit pelayanan;

pengembangan bak penampungan air hujan;

pengembangan sumur dangkal;

pengembangan sumur pompa; dan

j- pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah.

Pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana

dimaksud pada ayat (17) huruf b meliputi:

a. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non
domestik dengan pemantapan dan pengembangan instalasi
pengolahan air limbah industri; dan

b. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah
domestik.

Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

(B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf ¢ meliputi:

a. penyimpanan sementara limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah
B3; dan

b. pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B3
dan/atau pihak lain yang memiliki izin pengelolaan limbah B3.

Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (17) huruf d meliputi:

a. pengembangan TPS3R, TPS dan TPST;

b. pengembangan dan pembangunan TPA; dan

c. pengelolaan sampah skala rumah tangga melalui pendekatan reduce,
reuse, dan recycle.

Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (17) huruf e meliputi:

a. pengembangan jalur evakuasi bencana;

b. pengembangan tempat evakuasi bencana; dan

c. pemasangan tanda jalur evakuasi bencana.

Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (17)

huruf f meliputi:

a. pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan sistem
satuan Wilayah sungai;

b. pengembangan sistem drainase primer;

c. pengembangan sistem drainase sekunder; dan

d. pengembangan sistem drainase tersier.

Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung; dan

b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (24)

huruf a meliputi:

a. Badan Air;

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan
bawahannya;

c. Kawasan Perlindungan Setempat; dan

d. Kawasan Cagar Budaya.
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Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a

meliputi:

a. pengaturan Badan Air;

b. penetapan pemanfaatan Badan Air;

C pemeliharaan Badan Air;

d. konservasi dan pemanfaatan embung; dan

e. konservasi dan Pemanfaatan mata air.

Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan

bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b meliputi:

a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Kawasan Hutan
Lindung;

b. pengamanan dan pengendalian lahan di Kawasan Hutan Lindung;

c. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;

d. percepatan rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung dengan tanaman
yang sesuai dengan fungsi lindung;

e. penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat pemilik lahan
sekitar Kawasan Hutan Lindung; dan

f.  melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat
dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung.

Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud

pada ayat (25) huruf c meliputi:

a. penertiban bangunan diatas Kawasan Perlindungan Setempat;

b. penetapan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perlindungan Setempat;

c. penetapan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan;

d. penanaman mangrove sepanjang pantai; dan

e. menjaga dan melestarikan kawasan ekosistem mangrove.

Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat

(25) huruf d berupa pelestarian bangunan, struktur, situs dan objek yang

diduga cagar budaya.

Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (24)

huruf b meliputi:

Kawasan Hutan Produksi;

Kawasan Perkebunan Rakyat;

Kawasan Pertanian;

Kawasan Perikanan;

Kawasan Peruntukan Industri;

Kawasan Pariwisata,;

Kawasan Permukiman; dan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(30) huruf a berupa pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap

meliputi:

a. penetapan kawasan dan strategi penanganan Kawasan Hutan
Produksi Tetap berdasarkan kesesuaian lahan;

b. pengaturan pola tanam dan pola tebang untuk mempertahankan
tutupan lahan; dan

c. pengembangan kerja sama pengelolaan Kawasan Hutan Produksi
Tetap bersama masyarakat.

Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada

ayat (30) huruf b berupa pengembangan komoditas perkebunan rakyat;

Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (30)

huruf c meliputi:

a. pengembangan tanaman pangan;

b. pengembangan tanaman perkebunan; dan

c. pengembangan tanaman holtikultura.
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Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (30)

huruf d meliputi:

a. peningkatan produktivitas perikanan;

b. peningkatan sarana dan prasarana perikanan;

c. pengembangan budi daya perikanan air tawar melalui budi daya di
kolam dan sungai;

d. pengembangan industri pengolahan perikanan yang berkelanjutan;
dan

e. perbaikan pemasaran hasil perikanan.

Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada

ayat (30) huruf e meliputi:

a. pengendalian dan pengawasan Kawasan Peruntukan Industri;

b. pengembangan RTH di dalam Kawasan Peruntukan Industri; dan

c. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Peruntukan Industri
yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (30)

huruf f meliputi:

a. pengembangan Geopark Gunung Sewu,

b. peningkatan promosi pariwisata;

c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana berstandar
sesuai tingkat layanan destinasi wisata;

d. pembinaan masyarakat sadar wisata;

e. pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai
potensi destinasi wisata; dan

f.  pembentukan pola jalur wisata intra dan inter Kabupaten.

Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (30)

huruf g meliputi:

a. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan

b. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan.

Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (37) huruf a meliputi:

a. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan
yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;

b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan RTH;

c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu
mendorong perkembangan Kawasan Perkotaan;

d. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan yang terpadu;

e. peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan kawasan kumubh;
dan

f. pengendalian dan pengawasan Kawasan Permukiman Perkotaan di
kawasan rawan bencana.

Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (37) huruf b meliputi:

a. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perdesaan
yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;

b. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan yang terpadu
dengan tempat usaha pertanian;

c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu
mendorong perkembangan Kawasan Perdesaan;

d. peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan kawasan kumubh;
dan

e. pengendalian dan pengawasan Kawasan Permukiman Perdesaan di
kawasan rawan bencana.
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Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (30) huruf h meliputi:

a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan
darat, laut dan udara;

b. pemenuhan syarat-syarat standar kebutuhan militer, pertahanan
dan keamanan darat, laut dan udara bagi permukiman penduduk di
sekitarnya; dan

c. pengembangan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan
darat, laut dan udara.

Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c meliputi:

a. pengembangan infrastruktur penunjang Kawasan Pariwisata;

b. pengembangan infrastruktur penunjang Kawasan agropolitan; dan

c. pengembangan infrastruktur penunjang Kawasan strategis Kawasan
bentang alam Karst Gunung Sewu.

Pasal 48
Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun keempat (Tahun
2038 - 2043) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (8) huruf c
meliputi:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi:
a. mendorong pengembangan PKW meliputi:
1. penyusunan rencana detail Tata Ruang;
2. peningkatan sarana dan prasarana dasar sebagai pusat
ekonomi dan sosial; dan
3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
b. mendorong pengembangan PKL meliputi:
1. penyusunan rencana detail Tata Ruang;
2. pengoptimalan sarana dan prasarana dasar; dan
3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
c. mendorong pengembangan PPK meliputi:
1. penyusunan rencana detail tata ruang;
2. peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana dasar:
dan
3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
d. mendorong pengembangan PPL meliputi:
1. penyusunan rencana detail Tata Ruang;
2. peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana dasar;
dan
3. sosialisasi Rencana Tata Ruang.
e. peningkatan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan
perkotaan secara berjenjang meliputi:
1. penyusunan program pembangunan Wilayah terpadu,;
2. penyusunan program pengembangan keterkaitan kota-desa
(urban-rural linkage);
3. peningkatan aksesibilitas antara Kawasan Perkotaan dan
Kawasan Perdesaan;
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peningkatan peran dan fungsi Kawasan Perdesaan;

penataan permukiman perdesaan,;

mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan;

pengembangan aksesibilitas menuju desa perbatasan; dan

peningkatan sarana dan prasarana dasar Kawasan Perdesaan.

Perquudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b meliputi:

a. perwujudan sistem jaringan transportasi;

b. perwujudan sistem jaringan energi;

c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;

d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan

e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf a meliputi:

a. pengembangan sistem jaringan jalan;

b. pengembangan sistem jaringan transportasi laut; dan

c. pengembangan bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus.

Pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf a meliputi:

pengembangan jalan arteri primer;

pengembangan Jalan Kolektor primer;

pengembangan Jalan Kolektor sekunder;

pengembangan jalan lokal primer;

pengembangan jalan lingkungan sekunder;

pengembangan jalan tol;

pembangunan aksesibilitas antar Kawasan di Geopark Gunung Sewu

dan KSPN;

pembangunan jalan alternatif Ponorogo-Pacitan;

pengembangan jalan antar PKL, PPK dan PPL;

pengembangan jalan lokal menuju Kawasan perbatasan, industri,

pariwisata dan Kawasan lainnya;

pengembangan ruas jalan Kembang - Pelabuhan (penghubung jalan

lingkar ke pelabuhan pengumpan regional (Pelabuhan Pacitan);

l. pengembangan terminal penumpang; dan

m. pendukung sistem jaringan jalan.

Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf b meliputi:

a. pengembangan pelabuhan pengumpan regional (Pelabuhan Pacitan);

b. pengembangan terminal khusus;

c. pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai; dan

d. pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pengembangan bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ meliputi:

a. pembangunan Bandar Udara Pengumpan; dan

b. pengembangan Bandar Udara Khusus militer.

Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf b meliputi:

a. pengembangan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
dan

b. pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pengembangan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:

a. pengembangan Stasiun Pengangkutan Dan Pengisian Bulk Elpiji
(SPPBE);

b. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
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c. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE); dan
d. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi:
a. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana
pendukung meliputi:
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
pembangkit listrik lainnya:
a) pembangkit listrik tenaga bahan bakar nabati (bio ethanol
dan bio diesel); dan
b) pembangkit listrik tenaga bio mass.
b. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana
pendukung meliputi:
1. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
2. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
3. pengembangan gardu listrik.
Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf c meliputi:
a. pengembangan jaringan tetap berupa pengembangan sistem kabel;
dan
b. pengembangan jaringan bergerak berupa pengembangan jaringan
bergerak seluler.
Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf d meliputi:
a. pengembangan jaringan irigasi,
b. pengembangan sistem pengendalian banjir; dan
c. pengembangan bangunan sumber daya air.
Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13)
huruf a meliputi:
a. pengembangan jaringan irigasi primer;
b. pengembangan jaringan irigasi sekunder; dan
c. pengembangan jaringan irigasi tersier.
Pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada
ayat (13) huruf b meliputi:
a. pengembangan jaringan pengendali banjir meliputi:
1. penataan dan pengelolaan daerah aliran sungai; dan
2. normalisasi sungai.
b. pengembangan bangunan pengendali banjir meliputi:
1. pembangunan parapet dan rehabilitasi pengaman tebing sungai
Asemgandok;
pembangunan tanggul penahan banjir;
pembangunan groundsill dan checkdam;
pembangunan perkuatan tebing sungai;
pembangunan kolam pengendali banjir; dan
pembangunan waduk, bendung, embung dan bozem.
Pengembangan bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (13) huruf c meliputi:
a. pengembangan Bendungan Tukul; dan
b. pembangunan Bendungan Wonodadi.
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Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf e meliputi:

a. pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM);

b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);

c. pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan

beracun (B3);

pengembangan sistem jaringan persampahan;

pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana; dan

pengembangan sistem drainase.

Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana

dimaksud pada ayat (17) huruf a meliputi:

pengembangan unit air baku;

pengembangan jaringan air baku;

pengembangan unit produksi;

pengembangan jaringan produksi;

pengembangan unit distribusi;

pengembangan unit pelayanan;

pengembangan bak penampungan air hujan;

pengembangan sumur dangkal;

pengembangan sumur pompa; dan

j-  pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah.

Pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana

dimaksud pada ayat (17) huruf b meliputi:

a. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non
domestik dengan pemantapan dan pengembangan instalasi
pengolahan air limbah industri; dan

b. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah
domestik.

Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

(B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf ¢ meliputi:

a. penyimpanan sementara limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah
B3; dan

b. pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B3
dan/atau pihak lain yang memiliki izin pengelolaan limbah B3.

Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (17) huruf d meliputi:

a. pengembangan TPS3R, TPS dan TPST;

b. pengembangan dan pembangunan TPA; dan

c. pengelolaan sampah skala rumah tangga melalui pendekatan reduce,
reuse, dan recycle.

Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (17) huruf e meliputi:

a. pengembangan jalur evakuasi bencana;

b. pengembangan tempat evakuasi bencana; dan

c. pemasangan tanda jalur evakuasi bencana.

Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (17)

huruf f meliputi:

a. pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan sistem
satuan Wilayah sungai;

b. pengembangan sistem drainase primer;

C pengembangan sistem drainase sekunder; dan

d. pengembangan sistem drainase tersier.
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Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung; dan

b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (24)

huruf a meliputi:

a. Badan Air;

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan
bawahannya;

c. Kawasan Perlindungan Setempat; dan

d. Kawasan Cagar Budaya.

Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a

meliputi:

a. pengaturan Badan Air;

b. penetapan pemanfaatan Badan Air;

C pemeliharaan Badan Air;

d. konservasi dan pemanfaatan embung; dan

e. konservasi dan Pemanfaatan mata air.

Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan

bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b meliputi:

a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian Kawasan Hutan
Lindung;

b. pengamanan dan pengendalian lahan di Kawasan Hutan Lindung;

c. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;

d. percepatan rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung dengan tanaman
yang sesuai dengan fungsi lindung;

e. penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat pemilik lahan
sekitar Kawasan Hutan Lindung; dan

f.  melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat
dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung.

Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud

pada ayat (25) huruf ¢ meliputi:

a. penertiban bangunan diatas Kawasan Perlindungan Setempat;

b. penetapan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perlindungan Setempat;

c. penetapan Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan;

d. penanaman mangrove sepanjang pantai; dan

e. menjaga dan melestarikan Kawasan ekosistem mangrove.

Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat

(25) huruf d berupa pelestarian bangunan, struktur, situs dan objek yang

diduga cagar budaya.

Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (24)

huruf b meliputi:

Kawasan Hutan Produksi;

Kawasan Perkebunan Rakyat;

Kawasan Pertanian;

Kawasan Perikanan;

Kawasan Peruntukan Industri;

Kawasan Pariwisata;

Kawasan Permukiman; dan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

SR MO A0 o
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Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(30) huruf a berupa pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap

meliputi:

a. penetapan Kawasan dan strategi penanganan Kawasan Hutan
Produksi Tetap berdasarkan kesesuaian lahan;

b. pengaturan pola tanam dan pola tebang untuk mempertahankan
tutupan lahan; dan

c. pengembangan kerja sama pengelolaan Kawasan Hutan Produksi
Tetap bersama masyarakat.

Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada

ayat (30) huruf b berupa pengembangan komoditas perkebunan rakyat;

Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (30)

huruf ¢ meliputi:

a. pengembangan tanaman pangan;

b. pengembangan tanaman perkebunan; dan

c. pengembangan tanaman holtikultura.

Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (30)

huruf d meliputi:

a. peningkatan produktivitas perikanan;

b. peningkatan sarana dan prasarana perikanan;

c. pengembangan budi daya perikanan air tawar melalui budi daya di
kolam dan sungaij;

d. pengembangan industri pengolahan perikanan yang berkelanjutan;
dan

e. perbaikan pemasaran hasil perikanan.

Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada

ayat (30) huruf e meliputi:

a. pengendalian dan pengawasan Kawasan Peruntukan Industri;

b. pengembangan RTH di dalam Kawasan Peruntukan Industri; dan

c. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Peruntukan Industri
yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (30)

huruf f meliputi:

a. pengembangan Geopark Gunung Sewu;

b. peningkatan promosi pariwisata;

c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana berstandar
sesuai tingkat layanan destinasi wisata;

d. pembinaan masyarakat sadar wisata;

e. pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai
potensi destinasi wisata; dan

f.  pembentukan pola jalur wisata intra dan inter Kabupaten.

Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (30)

huruf g meliputi:

a. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan

b. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan.

Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (37) huruf a meliputi:

a. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan
yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;

b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan RTH;

c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu
mendorong perkembangan Kawasan Perkotaan;

d. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan yang terpadu;

e. peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan Kawasan
kumuh; dan
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f.  pengendalian dan pengawasan Kawasan Permukiman Perkotaan di
Kawasan rawan bencana.

Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (37) huruf b meliputi:

a. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perdesaan
yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;

b. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan yang terpadu
dengan tempat usaha pertanian;

c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu
mendorong perkembangan Kawasan Perdesaan;

d. peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan Kawasan
kumuh; dan

e. pengendalian dan pengawasan Kawasan Permukiman Perdesaan di
Kawasan rawan bencana.

Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (30) huruf h meliputi:

a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan
darat, laut dan udara;

b. pemenuhan syarat-syarat standar kebutuhan militer, pertahanan
dan keamanan darat, laut dan udara bagi permukiman penduduk di
sekitarnya; dan

c. pengembangan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan
darat, laut dan udara.

Perwujudan Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c meliputi:

a. pengembangan infrastruktur penunjang Kawasan Pariwisata;

b. pengembangan infrastruktur penunjang Kawasan agropolitan; dan

c. pengembangan infrastruktur penunjang Kawasan strategis Kawasan
bentang alam Karst Gunung Sewu.

Bagian Keempat
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Pasal 49

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, menghasilkan dokumen:
a. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima)

tahunan; dan
b. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu)

tahunan.
Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana
pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi
RTR.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 50
Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah digunakan sebagai
acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.
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Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah meliputi:
ketentuan umum zonasi;

penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;

ketentuan insentif dan disinsentif; dan

arahan sanksi.

oo

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 51
Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2)
huruf a terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi struktur ruang;
b. ketentuan umum zonasi pola ruang; dan
c. ketentuan khusus.
Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
d. intensitas Pemanfaatan Ruang.
Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan
zonasi.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang
Pasal 52

Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 ayat (1) huruf a meliputi:

a.
b.

(1)

(2)

ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana, meliputi:
ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;

ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

bk

Pasal 53
Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:
a. ketentuan umum zonasi PKW;
b. ketentuan umum zonasi PKL;
c. ketentuan umum zonasi PPK; dan
d. ketentuan umum zonasi PPL.
Ketentuan umum zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:.
a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
1. pengembangan kegiatan berskala Wilayah (provinsi atau
beberapa kabupaten/kota); dan
2. pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan Wilayah
yang dilayani.
b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
1. kegiatan Kawasan Lindung dengan memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan; dan
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2. kegiatan Kawasan Budi Daya dengan memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan.
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi PKW.
Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b meliputi:
a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
1. pengembangan kegiatan berskala lokal (kabupaten atau
beberapa kecamatan); dan
2. pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan Wilayah
yang dilayani.
b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
1. kegiatan Kawasan Lindung dengan memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan; dan
2. kegiatan Kawasan Budi Daya dengan memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan.
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi PKL.
Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ meliputi:
a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
1. pengembangan kegiatan berskala Kawasan (kecamatan atau
beberapa desa); dan
2. pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan Wilayah
yang dilayani.
b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
1. kegiatan Kawasan Lindung dengan memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan; dan
2. kegiatan Kawasan Budi Daya dengan memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan.
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi PPK.
Ketentuan umum zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d meliputi:
a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
1. pengembangan kegiatan berskala lingkungan (antar desa); dan
2. pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan Wilayah
yang dilayani.
b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
1. kegiatan Kawasan Lindung dengan memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan; dan
2. kegiatan Kawasan Budi Daya dengan memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan.
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi PPL.

Pasal 54

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 huruf b angka 1 meliputi:

a.
b.
C.

(1)

ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan;
ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus.

Pasal 55
Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 huruf a meliputi:
a. ketentuan umum zonasi jalan arteri primer;
b. ketentuan umum zonasi Jalan Kolektor primer;
c. ketentuan umum zonasi Jalan Kolektor sekunder;
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ketentuan umum zonasi jalan lokal primer;

ketentuan umum zonasi jalan lokal sekunder;

ketentuan umum zonasi jalan jalan lingkungan sekunder;
ketentuan umum zonasi jalan jalan tol;

ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe A;
ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe B; dan
ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe C.

Ketentuan umum zonasi jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:

a.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan; dan

2. pengembangan ruang terbuka hijau, jalur dan pulau jalan.
diperbolehkan bersyarat pengembangan lahan terbangun di ruang
milik jalan; dan

tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik
jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin
penyelenggara jalan.

Ketentuan umum zonasi Jalan Kolektor primer sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan; dan

2. pengembangan ruang terbuka hijau, jalur dan pulau jalan.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada jalan
kabupaten, jalan desa atau jalan kota; dan

2. pengembangan lahan terbangun di ruang milik jalan.

tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik

jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin

penyelenggara jalan.

Ketentuan umum zonasi Jalan Kolektor sekunder sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan; dan

2. pengembangan ruang terbuka hijau, jalur dan pulau jalan.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada jalan
kabupaten, jalan desa atau jalan kota; dan

2. pengembangan lahan terbangun di ruang milik jalan.

tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik

jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin

penyelenggara jalan.

Ketentuan umum zonasi jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d meliputi:

a.

b.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan; dan

2. pengembangan ruang terbuka hijau, jalur dan pulau jalan.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada jalan
kabupaten, jalan desa atau jalan kota;

2. pengembangan lahan terbangun di ruang milik jalan; dan

3. kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan
intensitas sedang di ruang milik jalan dengan izin penyelenggara
jalan.
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c. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik
jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin
penyelenggara jalan.

ketentuan umum zonasi jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan; dan
2. pengembangan ruang terbuka hijau, jalur dan pulau jalan.

b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada jalan
kabupaten, jalan desa atau jalan kota;

2. pengembangan lahan terbangun di ruang milik jalan; dan

3. kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan
intensitas sedang di ruang milik jalan dengan izin penyelenggara
jalan.

c. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik
jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin
penyelenggara jalan.

ketentuan umum zonasi jalan lingkungan sekunder sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan; dan
2. pengembangan ruang terbuka hijau.

b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada jalan
kabupaten, jalan desa atau jalan kota;

2. pengembangan lahan terbangun di ruang milik jalan; dan

3. kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan
intensitas sedang di ruang milik jalan dengan izin penyelenggara
jalan.

c. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik
jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin
penyelenggara jalan.

ketentuan umum zonasi jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf g meliputi:

a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan prasarana pelengkap dan utilitas jalan; dan
2. pengembangan ruang terbuka hijau, jalur dan pulau jalan.

b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pembangunan tempat istirahat dan pelayanan untuk
kepentingan pengguna jalan tol; dan

2. pembangunan jalan masuk dan jalan keluar ke dan dari jalan
tol.

c. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik
jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin
penyelenggara jalan.

Ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe A sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:

a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan kegiatan operasional, fasilitas utama dan
fasilitas penunjang terminal penumpang tipe A; dan

2. pengembangan terminal tipe A yang terpadu dengan
permukiman, pariwisata dan perdagangan barang dan jasa.
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diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan area parkir kendaraan barang; dan

3. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu
fungsi terminal penumpang tipe A.

tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan dan

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal tipe

A.

(10) Ketentuan umum 2zonasi terminal penumpang tipe B sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:

a.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan kegiatan operasional, fasilitas utama dan
fasilitas penunjang terminal penumpang tipe B; dan

2. pengembangan terminal tipe B yang terpadu dengan
permukiman, pariwisata dan perdagangan barang dan jasa.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan area parkir kendaraan barang; dan

3. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu
fungsi terminal penumpang tipe B.

tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan dan

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal tipe

B.

(11) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe C sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:

a.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan kegiatan operasional, fasilitas utama dan
fasilitas penunjang terminal penumpang tipe C; dan

2. pengembangan terminal tipe C yang terpadu dengan
permukiman, pariwisata dan perdagangan barang dan jasa.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan area parkir kendaraan barang; dan

3. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu
fungsi terminal penumpang tipe B.

tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan dan

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal tipe

C.

Pasal 56

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi:

a.
b.
C.
d.

ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan regional,;
ketentuan umum zonasi terminal khusus;

ketentuan umum zonasi Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
ketentuan umum zonasi Pangkalan Pendaratan Ikan.

(2) Ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan regional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

diperbolehkan pengembangan kegiatan operasional, fasilitas utama

dan fasilitas penunjang pelabuhan pengumpan regional termasuk

alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal;

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan area parkir kendaraan barang;

3. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu
fungsi pelabuhan pengumpan regional; dan
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4. kegiatan yang mendukung fungsi pelabuhan pengumpan
regional.

c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu jalur kapal; dan
2. kegiatan yang mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.

Ketentuan umum zonasi terminal khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi:

a. diperbolehkan pengembangan kegiatan operasional, fasilitas utama
dan fasilitas penunjang terminal khusus termasuk alat penanda
sebagai informasi pergerakan kapal,

b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;
2. pengembangan area parkir kendaraan barang;
3. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu
fungsi terminal khusus; dan
4. kegiatan yang mendukung fungsi terminal khusus.
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu jalur kapal; dan
2. kegiatan yang mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.

Ketentuan umum zonasi Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. diperbolehkan pengembangan kegiatan operasional, fasilitas utama
dan fasilitas penunjang Pelabuhan Perikanan Pantai termasuk alat
penanda sebagai informasi pergerakan kapal;

b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan area parkir kendaraan barang;

3. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu

fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai; dan

4. kegiatan yang mendukung fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai.
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu jalur kapal; dan

2. kegiatan yang mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.

Ketentuan umum zonasi Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. diperbolehkan pengembangan kegiatan operasional, fasilitas utama
dan fasilitas penunjang Pangkalan Pendaratan lkan termasuk alat
penanda sebagai informasi pergerakan kapal,;

b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;
2. pengembangan area parkir kendaraan barang;
3. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu
fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
4. kegiatan yang mendukung fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan.
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu jalur kapal; dan
2. kegiatan yang mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.

Pasal 57
Ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf ¢ berupa ketentuan umum
zonasi Bandar Udara Khusus.

Ketentuan umum zonasi Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
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a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang untuk operasional dan pengembangan
transportasi udara guna pemantapan sistem pertahanan dan
keamanan negara;

2. Pemanfaatan Ruang untuk operasional dan pengembangan
transportasi udara guna memperlancar hasil komoditas; dan

3. Pemanfaatan Ruang untuk operasional dan pengembangan
transportasi udara guna memperlancar kepentingan wisata,
pertanian, dan sektor lainnya.

b. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan di Kawasan sekitar
fasilitas pendaratan dan lepas landas helikopter dan pesawat udara;
dan

c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan dengan ketinggian di luar
dari ketentuan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan
(KKOP) yang ditetapkan.

Pasal 58
Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 huruf b angka 2 meliputi ketentuan umum zonasi
jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
Ketentuan wumum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
b. ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
(PLTP);
ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
(PLTMH);
ketentuan umum zonasi pembangkit listrik lainnya;
ketentuan umum zonasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
ketentuan umum zonasi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
ketentuan umum zonasi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
dan
j-  ketentuan umum zonasi gardu listrik.
Ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
1. bangunan dan peralatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
dan
2. operasional, fasilitas utama dan fasilitas penunjang Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU).
b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
1. pengembangan ruang terbuka hijau;
2. pengembangan jaringan transmisi, distribusi listrik dan fasilitas
pendukungnya;
3. kegiatan lindung dan budi daya dengan memperhatikan radius
keselamatan; dan
4. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu
fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu
fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
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1. bangunan dan peralatan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
(PLTP); dan

2. operasional, fasilitas utama dan fasilitas penunjang Pembangkit
Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan jaringan transmisi, distribusi listrik dan fasilitas
pendukungnya,;

3. kegiatan lindung dan budi daya dengan memperhatikan radius
keselamatan; dan

4. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu
fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);

tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ meliputi:

a.

C.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. bangunan dan peralatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS); dan

2. operasional, fasilitas utama dan fasilitas penunjang Pembangkit
Listrik Tenaga Surya (PLTS).

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan jaringan transmisi, distribusi listrik dan fasilitas
pendukungnya;

3. kegiatan lindung dan budi daya dengan memperhatikan radius
keselamatan; dan

4. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu
fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);

tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

a.

C.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. bangunan dan peralatan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
(PLTB); dan

2. operasional, fasilitas utama dan fasilitas penunjang Pembangkit
Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan jaringan transmisi, distribusi listrik dan fasilitas
pendukungnya;

3. kegiatan lindung dan budi daya dengan memperhatikan radius
keselamatan; dan

4. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu
fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);

tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

Ketentuan umum zonasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:

a.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. bangunan dan peralatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
(PLTMH); dan

2. operasional, fasilitas utama dan fasilitas penunjang Pembangkit
Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
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b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan jaringan transmisi, distribusi listrik dan fasilitas
pendukungnya;

3. kegiatan lindung dan budi daya dengan memperhatikan radius
keselamatan; dan

4. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu
fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Ketentuan umum zonasi pembangkit listrik lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa energi bahan bakar nabati (bio

ethanol dan bio diesel) dan energi bio mass dari limbah ternak dan
sampah meliputi:

a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. bangunan dan peralatan energi bahan bakar nabati (bio ethanol
dan bio diesel) dan energi bio mass dari limbah ternak dan
sampah; dan

2. operasional, fasilitas utama dan fasilitas penunjang energi
bahan bakar nabati (bio ethanol dan bio diesel) dan energi bio
mass dari limbah ternak dan sampabh.

b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan jaringan transmisi, distribusi listrik dan fasilitas
pendukungnya;

3. kegiatan lindung dan budi daya dengan memperhatikan radius
keselamatan; dan

4. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu
fungsi energi bahan bakar nabati (bio ethanol dan bio diesel) dan
energi bio mass dari limbah ternak dan sampah;

c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi
energi bahan bakar nabati (bio ethanol dan bio diesel) dan energi bio
mass dari limbah ternak dan sampah.

Ketentuan umum 2zonasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:

a. diperbolehkan kegiatan pengembangan, pengoperasian dan
pemeliharaan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik
antar sistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan

2. kegiatan lindung dan budi daya dengan memperhatikan radius
keselamatan dan ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi
(SUTT).

c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

Ketentuan umum zonasi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:

a. diperbolehkan kegiatan pengembangan, pengoperasian dan
pemeliharaan prasarana dan sarana jaringan distribusi tenaga listrik
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).

b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara
Tegangan Rendah (SUTR);
2. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
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3. kegiatan lindung dan budi daya dengan memperhatikan radius
keselamatan dan ruang bebas Saluran Udara Tegangan
Menengah (SUTM).

tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).

(11) Ketentuan umum zonasi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi:

a.

C.

diperbolehkan kegiatan pengembangan, pengoperasian dan

pemeliharaan prasarana dan sarana jaringan distribusi tenaga listrik

Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara
Tegangan Menengah (SUTM);

2. pengembangan ruang terbuka hijau; dan

3. kegiatan lindung dan budi daya dengan memperhatikan radius
keselamatan dan ruang bebas Saluran Udara Tegangan
Menengah (SUTM).

tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi

Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).

(12) Ketentuan umum zonasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf j meliputi:

a.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. bangunan dan peralatan gardu induk; dan

2. operasional, fasilitas utama dan fasilitas penunjang gardu
induk.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan jaringan transmisi, distribusi listrik dan fasilitas
pendukungnya;

3. kegiatan lindung dan budi daya dengan memperhatikan radius
keselamatan; dan

4. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu
fungsi gardu induk.

tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi

gardu induk.

Pasal 59

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf b angka 3 meliputi:

a.
b.

ketentuan umum zonasi jaringan tetap; dan
ketentuan umum zonasi jaringan bergerak seluler.

(2) Ketentuan umum zonasi jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:

a.
b.

C.

diperbolehkan pengembangan jaringan tetap.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan menara telekomunikasi dengan memperhatikan
pola penggunaan lahan, kepadatan penduduk/bangunan,
bentuk menara telekomunikasi dan jarak antar menara
telekomunikasi, perkembangan teknologi telekomunikasi dan
pemenuhan kebutuhan telekomunikasi khusus; dan

2. pengembangan menara telekomunikasi pada bangunan.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi

jaringan tetap.

(3) Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
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diperbolehkan pengembangan jaringan bergerak seluler.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan jaringan tetap;

2. pengembangan menara telekomunikasi dengan memperhatikan
pola penggunaan lahan, kepadatan penduduk/bangunan,
bentuk menara telekomunikasi dan jarak antar menara
telekomunikasi, perkembangan teknologi telekomunikasi dan
pemenuhan kebutuhan telekomunikasi khusus; dan

3. pengembangan menara telekomunikasi pada bangunan.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi

jaringan bergerak seluler.

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf b angka 4 meliputi:

O Q0o

ketentuan umum zonasi jaringan irigasi primer;

ketentuan umum zonasi jaringan irigasi sekunder;
ketentuan umum zonasi jaringan irigasi tersier.

ketentuan umum zonasi jaringan pengendalian banjir;
ketentuan umum zonasi bangunan pengendalian banjir; dan
ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.

Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

C.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan sarana dan prasarana jaringan irigasi primer;
dan

2. pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengendalian daya rusak air;

2. pengembangan infrastruktur, pariwisata dan pertanian; dan

3. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi jaringan irigasi primer.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi

jaringan irigasi primer.

Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

C.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan sarana dan prasarana jaringan irigasi sekunder;
dan

2. pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengendalian daya rusak air;

2. pengembangan infrastruktur, pariwisata dan pertanian; dan

3. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi jaringan irigasi sekunder.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi

jaringan irigasi sekunder.

Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c meliputi:

a.

b.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan sarana dan prasarana jaringan irigasi tersier;
dan

2. pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
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1. pengendalian daya rusak air;
2. pengembangan infrastruktur, pariwisata dan pertanian; dan
3. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi jaringan irigasi tersier.
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi
jaringan irigasi tersier.
Ketentuan umum zonasi jaringan pengendalian banjir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
1. pengembangan sarana dan prasarana jaringan pengendalian
banjir; dan
2. pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum.
b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
1. pengendalian daya rusak air;
2. pengembangan infrastruktur, pariwisata dan pertanian; dan
3. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi jaringan pengendalian banjir.
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi
jaringan pengendalian banjir.
Ketentuan umum zonasi bangunan pengendalian banjir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
1. pengembangan sarana dan prasarana bangunan pengendalian
banjir; dan
2. pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum.
b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
1. pengendalian daya rusak air;
2. pengembangan infrastruktur, pariwisata dan pertanian; dan
3. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi bangunan pengendalian banjir.
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi
bangunan pengendalian banjir.
Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
1. pengembangan sarana dan prasarana bangunan sumber daya
air; dan
2. pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum.
b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:
1. pengendalian daya rusak air;
2. pengembangan infrastruktur, pariwisata dan pertanian; dan
3. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi bangunan sumber daya air.
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi
bangunan sumber daya air.

Pasal 61
Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf b angka 5 meliputi:
a. ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM);
b. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
c. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya
dan beracun (B3);
d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
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ketentuan umum zonasi sistem jaringan drainase.

Ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

SR S0 a0 T

1.

ketentuan umum zonasi unit air baku;

ketentuan umum zonasi jaringan air baku;

ketentuan umum zonasi unit produksi;

ketentuan umum zonasi jaringan produksi;
ketentuan umum zonasi unit distribusi;

ketentuan umum zonasi unit pelayanan;

ketentuan umum zonasi bak penampungan air hujan;
ketentuan umum zonasi sumur dangkal; dan
ketentuan umum zonasi sumur pompa.

Ketentuan umum zonasi unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi:

a.

C.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan bangunan pengambilan air;

2. pengembangan sarana dan prasarana unit air baku; dan

3. pemanfaatan air untuk kebutuhan air minum.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

pengembangan infrastruktur; dan

kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi unit air baku.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi unit air
baku.

B

Ketentuan umum zonasi jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi:

a.

C.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan bangunan pengambilan air;

2. pengembangan sarana dan prasarana jaringan air baku; dan

3. pemanfaatan air untuk kebutuhan air minum.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

3. pengembangan infrastruktur; dan

4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi jaringan air baku.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi

jaringan air baku.

Ketentuan umum zonasi unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf ¢ meliputi:

a.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan bangunan pengambilan air;

2. pengembangan sarana dan prasarana unit produksi; dan

3. pemanfaatan air untuk kebutuhan air minum.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

3. pengembangan infrastruktur; dan

4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi unit produksi.
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tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi unit
produksi.

Ketentuan umum zonasi jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d meliputi:

a.

C.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan bangunan pengambilan air;

2. pengembangan sarana dan prasarana jaringan produksi; dan

3. pemanfaatan air untuk kebutuhan air minum.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

3. pengembangan infrastruktur; dan

4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi jaringan produksi.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi

jaringan produksi.

Ketentuan umum zonasi unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf e meliputi:

a.

C.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan bangunan pengambilan air;

2. pengembangan sarana dan prasarana unit distribusi; dan

3. pemanfaatan air untuk kebutuhan air minum.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

3. pengembangan infrastruktur; dan

4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi unit distribusi.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi unit

distribusi.

Ketentuan umum 2zonasi unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f meliputi:

a.

C.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan bangunan pengambilan air;

2. pengembangan sarana dan prasarana unit pelayanan; dan

3. pemanfaatan air untuk kebutuhan air minum.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

3. pengembangan infrastruktur; dan

4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi unit pelayanan.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi unit

pelayanan.

Ketentuan umum zonasi bak penampungan air hujan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:

a.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan bangunan pengambilan air;

2. pengembangan sarana dan prasarana bak penampungan air
hujan; dan

3. pemanfaatan air untuk kebutuhan air minum.
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diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

3. pengembangan infrastruktur; dan

4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi bak penampungan air hujan.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bak

penampungan air hujan.

(10) Ketentuan umum zonasi sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf h meliputi:

a.

C.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan bangunan pengambilan air;

2. pengembangan sarana dan prasarana sumur dangkal; dan

3. pemanfaatan air untuk kebutuhan air minum.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

3. pengembangan infrastruktur; dan

4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi sumur dangkal.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sumur

dangkal.

(11) Ketentuan umum zonasi sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf i meliputi:

a.

C.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan bangunan pengambilan air;

2. pengembangan sarana dan prasarana sumur pompa; dan

3. pemanfaatan air untuk kebutuhan air minum.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

3. pengembangan infrastruktur; dan

4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi sumur pompa.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sumur

pompa.

(12) Ketentuan wumum zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

b.

ketentuan umum zonasi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah
non domestik; dan

ketentuan umum zonasi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah
domestik.

(13) Ketentuan umum zonasi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non
domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a meliputi:

a.

b.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan sarana dan prasarana sistem pengelolaan air
limbah non domestik; dan

2. pengembangan pengolah limbah kegiatan industri.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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3. pengembangan infrastruktur; dan

4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi sistem pengelolaan air limbah non domestik.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem

pengelolaan air limbah non domestik.

(14) Ketentuan umum zonasi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah
domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b meliputi:

a.

b.

C.

diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana sistem

pengelolaan air limbah domestik.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

3. pengembangan infrastruktur; dan

4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi sistem pengelolaan air limbah domestik.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem

pengelolaan air limbah domestik.

(15) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a.

b.

diperbolehkan kegiatan pengembangan prasarana dan sarana sistem

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun
(B3) bagi kegiatan yang menghasilkan limbah berbahaya dan
beracun (B3); dan

3. pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bagi
kegiatan yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun
(B3).

tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pembuangan langsung limbah bahan berbahaya dan beracun
(B3); dan

2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

(16) Ketentuan umum 2zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a.
b.
C.
d.

ketentuan umum zonasi TPS3R,;
ketentuan umum zonasi TPS;
ketentuan umum zonasi TPA: dan
ketentuan umum zonasi TPST.

(17) Ketentuan umum zonasi TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (16)
huruf a meliputi:

a.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan sarana dan prasarana TPS3R; dan

2. pengembangan penunjang operasional TPS3R.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

3. pengembangan infrastruktur; dan

4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi TPS3R.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi TPS3R.
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(18) Ketentuan umum zonasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (16)
huruf b meliputi:

a.

C.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan sarana dan prasarana TPS; dan

2. pengembangan penunjang operasional TPS.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

3. pengembangan infrastruktur; dan

4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi TPS.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi TPS.

(19) Ketentuan umum zonasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (16)
huruf ¢ meliputi:

a.

C.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan sarana dan prasarana TPA; dan

2. pengembangan penunjang operasional TPA.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT);

2. pengembangan ruang terbuka hijau;

3. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

4. pengembangan infrastruktur; dan

S. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi TPA.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi TPA.

(20) Ketentuan umum zonasi TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (16)
huruf d meliputi:

a.

C.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan sarana dan prasarana TPST; dan

2. pengembangan penunjang operasional TPST.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT);

2. pengembangan ruang terbuka hijau;

3. pengembangan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

4. pengembangan infrastruktur; dan

5. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi TPST.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi TPST.

(21) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a.
b.

ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana; dan
ketentuan umum zonasi tempat evakuasi bencana.

(22) Ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (21) huruf a meliputi:

a.

b.

diperbolehkan kegiatan pemasangan rambu dan papan peringatan
bencana;

diperbolehkan bersyarat kegiatan pengembangan jalur evakuasi
bencana diatas jaringan prasarana lainnya; dan

tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan jalur evakuasi yang dapat
mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana.
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(23) Ketentuan umum zonasi tempat evakuasi bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (21) huruf b meliputi:

a.

b.

C.

diperbolehkan kegiatan pengembangan fasilitas pendukung kegiatan
evakuasi bencana;

diperbolehkan bersyarat kegiatan mendirikan bangunan pada tempat
evakuasi bencana; dan

tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang dapat menganggu
fungsi tempat evakuasi bencana.

(24) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f meliputi:

a.
b.
C.

ketentuan umum zonasi jaringan drainase primer;
ketentuan umum zonasi jaringan drainase sekunder; dan
ketentuan umum zonasi jaringan drainase tersier.

(25) Ketentuan umum zonasi jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud
pada ayat (24) huruf a meliputi:

a.

C.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan sarana dan prasarana jaringan drainase primer;
dan

2. pengembangan penunjang operasional jaringan drainase primer.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT);

2. pembangunan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

3. pengembangan infrastruktur; dan

4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi jaringan drainase primer.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi

jaringan drainase primer.

(26) Ketentuan umum zonasi jaringan drainase sekunder sebagaimana
dimaksud pada ayat (24) huruf b meliputi:

a.

C.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan sarana dan prasarana jaringan drainase
sekunder; dan

2. pengembangan penunjang operasional jaringan drainase
sekunder.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT);

2. pembangunan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

3. pengembangan infrastruktur; dan

4. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi jaringan drainase sekunder.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi

jaringan drainase sekunder.

(27) Ketentuan umum zonasi jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud
pada ayat (24) huruf c meliputi:

a.

b.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan sarana dan prasarana jaringan drainase tersier;
dan

2. pengembangan penunjang operasional jaringan drainase tersier.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pembangunan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2. pengembangan infrastruktur; dan
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3. kegiatan lindung dan budi daya lain yang tidak mengganggu
fungsi jaringan drainase tersier.
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi
jaringan drainase tersier.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang
Pasal 62

Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Pasal 63
Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 huruf a meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan
terhadap Kawasan bawahannya;
c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat; dan
d. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya.
Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. diperbolehkan kegiatan yang mampu meningkatkan resapan air ke
dalam tanabh;
b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. kegiatan pariwisata alam, pendidikan dan penelitian tanpa
mengubah bentang alam,;

2. pertanian, perikanan, pertahanan dan keamanan dan
pertambangan yang tidak menyebabkan terganggunya
produktivitas Badan Air dan kerusakan lingkungan;

3. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air,
dan jaringan prasarana lainnya dengan tidak menurunkan
kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan; dan

4. kegiatan pemanfaatan air dilaksanakan berdasarkan rencana
perlindungan dan pengelolaan mutu air.

c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air;

2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan merusak fungsi
Badan Air; dan

3. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian
flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

d. intensitas Pemanfaatan Ruang: rendah.

Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung

meliputi:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan
konservasi dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat
meliputi:

1. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Lindung
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
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2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak
dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Lindung; dan

3. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat
keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan
keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna,
serta kelestarian lingkungan hidup; dan

2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

intensitas Pemanfaatan Ruang: rendah.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a.

ketentuan umum zonasi Kawasan sempadan pantai disusun dengan
ketentuan semua kegiatan di sempadan pantai wajib memiliki izin
dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi
perlindungan sempadan pantai dengan intensitas Pemanfaatan
Ruang: sedang;

ketentuan umum zonasi Kawasan sempadan sungai disusun dengan
ketentuan semua kegiatan di sempadan sungai wajib memiliki izin
dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi
perlindungan sempadan sungai dengan intensitas Pemanfaatan
Ruang: sedang; dan

ketentuan umum zonasi Kawasan sempadan danau atau waduk
disusun dengan ketentuan semua kegiatan di sempadan danau atau
waduk wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan
memperhatikan fungsi perlindungan sempadan danau atau waduk
dengan intensitas Pemanfaatan Ruang: sedang.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d meliputi:

a.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. kegiatan penelitian dan pendidikan; dan

2. kegiatan pelestarian cagar budaya

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air,
dan jaringan prasarana lainnya, kegiatan permukiman dan
pertanian dengan tidak mengganggu kelestarian dan
mengurangi fungsi Kawasan Cagar Budaya; dan

2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan,
teknologi, kebudayaan dan pariwisata dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pertambangan;

2. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar
cagar budaya; dan

3. kegiatan yang mengganggu Kawasan Cagar Budaya dan adat
budaya Masyarakat.

intensitas Pemanfaatan Ruang: tinggi.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 huruf b meliputi:

a.
b.
C.

ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat;
ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
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ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;

ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;

ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;

ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman; dan

ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan

Hutan Produksi Tetap meliputi:

a. diperbolehkan kegiatan reboisasi secara berkelanjutan, pemanfaatan
hutan dan pemanfaatan hasil hutan;

b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan memperhatikan
fungsi Kawasan dan bentang alam sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

2. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat
keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan
keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna,
serta kelestarian lingkungan hidup; dan

2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

d. intensitas Pemanfaatan Ruang: rendah.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. kegiatan yang mendukung pengembangan Kawasan Perkebunan
Rakyat;

2. kegiatan yang  meningkatkan produktivitas Kawasan
Perkebunan Rakyat; dan

3. kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat.

b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air,
dan jaringan prasarana lainnya, kegiatan permukiman dan budi
daya lain yang tidak mengurangi fungsi dan tidak menimbulkan
dampak negatif terhadap Kawasan Perkebunan Rakyat;

2. peternakan, perikanan, industri kecil dan industri yang
memiliki bahan baku khusus dan proses khusus, pariwisata,
pertahanan dan keamanan, pergaraman dan pertambangan
yang tidak menyebabkan = terganggunya = produktivitas
perkebunan rakyat dan kerusakan lingkungan;

3. pendirian bangunan dengan tetap mempertimbangkan daya
dukung lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

4. pengembangan prasarana dan prasarana dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan
estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang
alam dan fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat.

d. intensitas Pemanfaatan Ruang: sedang.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan meliputi:

1. diperbolehkan kegiatan tanaman pangan dan fasilitas
pendukungnya;

SR o a
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2. diperbolehkan bersyarat kegiatan budi daya lainnya pada
Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan tidak
beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan
Tanaman Pangan yang produktif dan beririgasi teknis sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. intensitas Pemanfaatan Ruang: rendah.

b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura meliputi:

1. diperbolehkan kegiatan tanaman pangan, holtikultura dan
fasilitas pendukungnya;

2. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

a. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya
air, dan jaringan prasarana lainnya;

b. ruang terbuka hijau, cagar budaya, ekosistem mangrove;
dan

c. pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, perkebunan,
peternakan, perikanan, industri kecil dan industri yang
memiliki bahan baku khusus dan proses Kkhusus,
pariwisata, permukiman, pertahanan dan keamanan,
pergaraman dan pertambangan yang tidak menyebabkan
terganggunya produktivitas holtikultura dan kerusakan
lingkungan.

3. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis
dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak
bentang alam dan fungsi Kawasan Hortikultura.

4. intensitas Pemanfaatan Ruang: sedang.

c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan meliputi:

1. diperbolehkan kegiatan tanaman pangan, holtikultura,
perkebunan dan fasilitas pendukungnya;

2. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

a. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya
air, dan jaringan prasarana lainnya;

b. ruang terbuka hijau, cagar budaya, ekosistem mangrove;
dan

c. pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, peternakan,
perikanan, industri kecil dan industri yang memiliki bahan
baku khusus dan proses khusus, pariwisata, permukiman,
pertahanan dan keamanan, pergaraman dan pertambangan
yang tidak menyebabkan terganggunya produktivitas
perkebunan dan kerusakan lingkungan.

3. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis
dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak
bentang alam dan fungsi Kawasan Perkebunan.

4. intensitas Pemanfaatan Ruang: sedang.

(5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Tangkap meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:
a. kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
b. kegiatan peningkatan produktivitas Kawasan Perikanan
Tangkap; dan
c. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan
Kawasan Perikanan Tangkap.
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diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

a. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya
air, dan jaringan prasarana lainnya; dan

b. pengembangan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

a. pertambangan; dan

b. kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika
Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang
alam dan fungsi Kawasan Perikanan Tangkap.

intensitas Pemanfaatan Ruang tinggi.

ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:

1.

4.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

a. kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata;

b. kegiatan peningkatan produktivitas Kawasan Perikanan
Budi Daya; dan

c. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan
Kawasan Perikanan Budi Daya.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

a. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya
air, dan jaringan prasarana lainnya;

b. penggunaan air irigasi untuk perikanan dengan tidak
menurunkan kualitas dan tidak mengurangi pasokan air
untuk pertanian; dan

c. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

a. pertambangan; dan

b. kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika
Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang
alam dan fungsi Kawasan Perikanan Budi Daya.

intensitas Pemanfaatan Ruang: sedang.

(6) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

a.

1.

2.

kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan
Peruntukan Industri;
pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1.
2.

3.
4.

5.

permukiman penunjang industri;

jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air,
dan jaringan prasarana lainnya;

cagar budaya, ekosistem mangrove;

pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian,
peternakan, perikanan, pariwisata, pertahanan dan keamanan,
pergaraman dan pertambangan yang tidak menyebabkan
terganggunya produktivitas Kawasan Peruntukan Industri dan
kerusakan lingkungan; dan

pengembangan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1.

2.

kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan
menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan

kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan
pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.
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d. intensitas Pemanfaatan Ruang: tinggi.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. diperbolehkan kegiatan pariwisata dan fasilitas pendukungnya;

b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pemanfaatan potensi alam sesuai daya dukung dan daya
tampung lingkungan;

2. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air,
dan jaringan prasarana lainnya;

3. penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan
kelestarian ekosistem dan fungsi lindung lingkungan; dan

4. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. pertambangan;

2. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan
menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan

3. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan
pengembangan Kawasan Pariwisata.

d. intensitas Pemanfaatan Ruang: tinggi.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf g meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

a. pengembangan perumahan, prasarana, sarana dan utilitas
yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
dan

b. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk
menjaga keseimbangan neraca air.

2. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

a. kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan industri kecil dan industri yang memiliki bahan
baku khusus dan proses khusus sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
cagar budaya, ekosistem mangrove;
pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian,
peternakan, perikanan, pariwisata, pertahanan dan
keamanan, pergaraman dan pertambangan yang tidak
menyebabkan  terganggunya = produktivitas Kawasan
Permukiman Perkotaan dan kerusakan lingkungan;

e. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya
air, dan jaringan prasarana lainnya dengan tidak
mengganggu  keselamatan dan tidak  mencemari
lingkungan;

f.  kegiatan kepentingan umum, proyek strategis nasional dan
penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan luas paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan
Perkotaan yang terdiri dari Ruang Terbuka Hijau publik
sebesar 20% (dua puluh persen) dan Ruang Terbuka Hijau
privat sebesar 10% (sepuluh persen);

e
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a.

3.

4.

1.

3.

4.

1.
2.

3.
4.
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kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman
Pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

pengembangan prasarana, sarana dan utilitas
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi
Kawasan Permukiman Perkotaan.

intensitas Pemanfaatan Ruang: tinggi.

ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman Perdesaan
meliputi:

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

a.

b.

pengembangan perumahan, prasarana, sarana dan utilitas
yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan;
dan

pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk
menjaga keseimbangan neraca air.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

a.

b.

e

kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
kegiatan industri kecil dan industri yang memiliki bahan
baku khusus dan proses khusus sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

ruang terbuka hijau, cagar budaya, ekosistem mangrove;
pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian,
peternakan, perikanan, pariwisata, pertahanan dan
keamanan, pergaraman dan pertambangan yang tidak
menyebabkan  terganggunya = produktivitas Kawasan
Permukiman Perdesaan dan kerusakan lingkungan;
jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya
air, dan jaringan prasarana lainnya dengan tidak
mengganggu  keselamatan dan tidak  mencemari
lingkungan;

kegiatan kepentingan umum, proyek strategis nasional dan
penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman
Pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis
sesusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

pengembangan prasarana, sarana dan utilitas
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi

Kawasan Permukiman Perdesaan.

intensitas Pemanfaatan Ruang: tinggi.

(9) Ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan

Pertahanan dan Keamanan;

pengembangan jalan dan/atau jembatan keluar masuk;

pengembangan saluran listrik mandiri;

umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan
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(2)

-81 -

5. pengembangan jaringan air mandiri; dan

6. pengembangan jaringan telekomunikasi mandiri.

diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. kegiatan perdagangan dan jasa dan bangunan yang menunjang
fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air,
dan jaringan prasarana lainnya; dan

3. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi Kawasan
Pertahanan dan Keamanan;

2. kegiatan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase; dan

3. bebas dari Kawasan industri bahan peledak.

intensitas Pemanfaatan Ruang: sedang.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus
Pasal 65

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf
c merupakan Kawasan pertampalan yang terdiri atas:

oo

f.

ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan;
ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan karst;

ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana;
ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (KP2B);

ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan
mineral dan batubara; dan

ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan (KKOP).

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

ketentuan khusus rencana Pola Ruang sempadan pantai meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

a. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat
perlindungan Kawasan sempadan pantai dari abrasi,
intrusi air laut dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;

b. ruang terbuka hijau, vegetasi pantai; dan

c. ekosistem mangrove.

2. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

a. tempat pelelangan ikan, bangunan pengendali air, sarana
bantu navigasi pelayaran, pertahanan dan keamanan,
pelabuhan/dermaga dan sarana prasarana pendukungnya,
tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota
masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat
tinggal di tempat tersebut, jaringan transportasi, energi,
telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana
lainnya dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi
di tepi pantai; dan

b. pendidikan, penelitian, pemanfaatan hasil hutan,
perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, pariwisata,
pergaraman dengan memperhatikan fungsi sempadan
pantai.
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3. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

a. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
(B3);

b. industri, pertambangan; dan

c. kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika
Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang
alam dan kelestarian fungsi Kawasan sempadan pantai.

b. ketentuan khusus rencana Pola Ruang sempadan sungai meliputi:

1. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

a. pengembangan ruang terbuka hijau; dan

b. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat
perlindungan Kawasan sempadan sungai.

2. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

a. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya
air, dan jaringan prasarana lainnya dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pendidikan, dan penelitian dengan memperhatikan fungsi
sempadan sungai; dan

c. pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian,
perikanan, pariwisata, permukiman masyarakat hukum
adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun
sudah bertempat tinggal di tempat tersebut, sarana bantu
navigasi pelayaran, pertahanan dan keamanan,
pergaraman dan pertambangan.

3. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

a. industri; dan

b. kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika
Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang
alam dan kelestarian fungsi Kawasan sempadan sungai.

c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang sempadan
waduk/danau/embung meliputi:

1. diperbolehkan kegiatan penghijauan, ruang terbuka hijau dan
pelestarian sumber mata air;

2. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

a. pendidikan, penelitian, pemanfaatan hasil hutan,
perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, pariwisata,
permukiman masyarakat hukum adat atau anggota
masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat
tinggal di tempat tersebut dan pertahanan dan keamanan
dengan memperhatikan fungsi sempadan situ, danau,
embung dan waduk serta daerah penyangganya;

b. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya
air, dan jaringan prasarana lainnya dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. bangunan untuk pengelolaan Badan Air dan/atau
pemanfaatan air.

3. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu bentang alam,
mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi,
kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup dan
kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air, kondisi
fisik Kawasan sekitar sempadan situ, danau, embung dan
waduk serta mengganggu debit air.

(3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan karst sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
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a. diperbolehkan kegiatan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan
satwa beserta ekosistemnya di dalam Kawasan karst.
b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang meliputi:

1. pengembangan ruang terbuka hijau, cagar budaya, ekosistem
mangrove;

2. jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air,
dan jaringan prasarana lainnya dengan memperhatikan fungsi
Kawasan karst; dan

3. pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian,
perikanan, industri kecil, pariwisata, permukiman, pertahanan
dan keamanan dan pergaraman.

c. tidak diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

1. persampahan (Tempat Pemrosesan Akhir (TPA));

2. pertambangan; dan

3. kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis dan estetika
Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam
dan fungsi Kawasan karst.

(4) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a. ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana
tanah longsor meliputi:

1. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

a. pelestarian, pembangunan dan pemeliharaan yang
menunjang fungsi lindung Kawasan rawan bencana tanah

longsor;

b. peringatan dini Kawasan rawan bencana tanah longsor;
dan

c. jalur dan tempat evakuasi Kawasan rawan bencana tanah
longsor.

2. diperbolehkan bersyarat dengan tetap memperhatikan upaya
mitigasi struktural dan non struktural, menerapkan standar
konstruksi dan tetap memperhatikan fungsi Kawasan rawan
bencana tanah longsor, kegiatan yang meliputi:

a. jaringan jalan, kereta api, sungai danau dan
penyeberangan, transportasi laut, bandar udara, energi,
telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL),
sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
(B3), persampahan dan drainase;

b. ruang terbuka hijau, cagar budaya, ekosistem mangrove;
dan

c. pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian,
perikanan, industri, pariwisata, permukiman, pertahanan
dan keamanan, pergaraman dan pertambangan yang tidak
menyebabkan kerusakan lingkungan serta dilakukan
kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

3. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis
dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak
bentang alam dan fungsi Kawasan rawan bencana tanah
longsor.

b. ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana
tsunami meliputi:
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diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

a. pelestarian, pembangunan dan pemeliharaan yang
menunjang fungsi lindung Kawasan rawan bencana
tsunami;

b. peringatan dini Kawasan rawan bencana tsunami; dan

c. jalur dan tempat evakuasi Kawasan rawan bencana
tsunami.

diperbolehkan bersyarat dengan tetap memperhatikan upaya

mitigasi struktural dan non struktural, menerapkan standar

konstruksi dan tetap memperhatikan fungsi Kawasan rawan
bencana tsunami, kegiatan yang meliputi:

a. jaringan jalan, kereta api, sungai danau dan
penyeberangan, transportasi laut, bandar udara, energi,
telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL),
sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
(B3), persampahan dan drainase;

b. ruang terbuka hijau, cagar budaya, ekosistem mangrove;
dan

c. pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian,
perikanan, industri, pariwisata, permukiman, pertahanan
dan keamanan, pergaraman dan pertambangan yang tidak
menyebabkan kerusakan lingkungan serta dilakukan
kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis

dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak

bentang alam dan fungsi Kawasan rawan bencana tsunami.

c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana
banjir meliputi:

1.

diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

a. pelestarian, pembangunan dan pemeliharaan yang
menunjang fungsi lindung Kawasan rawan bencana banjir;

b. peringatan dini Kawasan rawan bencana banjir; dan

c. jalur dan tempat evakuasi Kawasan rawan bencana banjir.

diperbolehkan bersyarat dengan tetap memperhatikan upaya

mitigasi struktural dan non struktural, menerapkan standar
konstruksi dan tetap memperhatikan fungsi Kawasan rawan
bencana banjir, kegiatan yang meliputi:

a. jaringan jalan, kereta api, sungai danau dan
penyeberangan, transportasi laut, bandar udara, energi,
telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL),
sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
(B3), persampahan dan drainase;

b. ruang terbuka hijau, cagar budaya, ekosistem mangrove;
dan

c. pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian,
perikanan, industri, pariwisata, permukiman, pertahanan
dan keamanan, pergaraman dan pertambangan yang tidak
menyebabkan kerusakan lingkungan serta dilakukan
kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis

dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak

bentang alam dan fungsi Kawasan rawan bencana banjir.
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ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana
gempa bumi meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

a.

b.
c.

pelestarian, pembangunan dan pemeliharaan yang
menunjang fungsi lindung Kawasan rawan bencana gempa
bumi;

peringatan dini kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
jalur dan tempat evakuasi Kawasan rawan bencana gempa
bumi.

2. diperbolehkan bersyarat dengan tetap memperhatikan upaya
mitigasi struktural dan non struktural, menerapkan standar
konstruksi dan tetap memperhatikan fungsi Kawasan rawan
bencana gempa bumi, kegiatan yang meliputi:

a.

jaringan  jalan, kereta api, sungai danau dan
penyeberangan, transportasi laut, bandar udara, energi,
telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL),
sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
(B3), persampahan dan drainase;

ruang terbuka hijau, cagar budaya, ekosistem mangrove;
dan

pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian,
perikanan, industri, pariwisata, permukiman, pertahanan
dan keamanan, pergaraman dan pertambangan yang tidak
menyebabkan kerusakan lingkungan serta dilakukan
kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

3. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis
dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak
bentang alam dan fungsi Kawasan rawan bencana gempa bumi.

ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana

kekeringan meliputi:

1. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

a.

b.
C.

pelestarian, pembangunan dan pemeliharaan yang
menunjang fungsi lindung Kawasan rawan bencana
kekeringan;

peringatan dini Kawasan rawan bencana kekeringan; dan
jalur dan tempat evakuasi Kawasan rawan bencana
kekeringan.

2. diperbolehkan bersyarat dengan tetap memperhatikan upaya
mitigasi struktural dan non struktural, menerapkan standar
konstruksi dan tetap memperhatikan fungsi Kawasan rawan
bencana kekeringan, kegiatan yang meliputi:

a.

jaringan jalan, kereta api, sungai danau dan
penyeberangan, transportasi laut, bandar udara, energi,
telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL),
sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
(B3), persampahan dan drainase;

ruang terbuka hijau, cagar budaya, ekosistem mangrove;
dan

pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian,
perikanan, industri, pariwisata, permukiman, pertahanan
dan keamanan, pergaraman dan pertambangan yang tidak
menyebabkan kerusakan lingkungan serta dilakukan
kegiatan reklamasi dan pasca tambang.
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3. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis
dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak
bentang alam dan fungsi Kawasan rawan bencana kekeringan.

f.  ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana
cuaca ekstrim meliputi:

1. diperbolehkan kegiatan yang meliputi:

a. pelestarian, pembangunan dan pemeliharaan yang
menunjang fungsi lindung Kawasan rawan bencana cuaca
ekstrim;

b. peringatan dini Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim;

c. jalur dan tempat evakuasi Kawasan rawan bencana cuaca
ekstrim;

2. diperbolehkan bersyarat dengan tetap memperhatikan upaya
mitigasi struktural dan non struktural, menerapkan standar
konstruksi dan tetap memperhatikan fungsi Kawasan rawan
bencana cuaca ekstrim, kegiatan yang meliputi:

a. jaringan jalan, kereta api, sungai danau dan
penyeberangan, transportasi laut, bandar udara, energi,
telekomunikasi, sumber daya air, Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL),
sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
(B3), persampahan dan drainase;

b. ruang terbuka hijau, cagar budaya, ekosistem mangrove;
dan

c. pemanfaatan hasil hutan, perkebunan rakyat, pertanian,
perikanan, industri, pariwisata, permukiman, pertahanan
dan keamanan, pergaraman dan pertambangan yang tidak
menyebabkan kerusakan lingkungan serta dilakukan
kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

3. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis
dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak
bentang alam dan fungsi Kawasan rawan bencana cuaca
ekstrim.

ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:

a. diperbolehkan kegiatan tanaman pangan dan fasilitas
pendukungnya;

b. diperbolehkan bersyarat kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak produktif dan tidak
beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

c. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang produktif dan beririgasi teknis
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral
dan batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi:
a. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan yang meliputi:

1. lokasi pertambangan mineral dan batu bara memenuhi
ketentuan radius minimum terhadap Kawasan Permukiman
sesuai peraturan perundang-undangan;

2. menerapkan teknologi pertambangan yang ramah lingkungan;
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3. tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, dilakukan kegiatan
reklamasi dan pasca tambang serta memiliki kajian lingkungan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. memperhitungkan keseimbangan antara biaya dan manfaat
serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;

5. mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi,
geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan; dan

b. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan pada Kawasan

Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu
tidak diperbolehkan ada bangunan atau benda tumbuh yang tingginya
melebihi batas ketinggian masing-masing Kawasan meliputi Wilayah
udara dan darat/air sampai pada radius 15.810 (lima belas ribu delapan
ratus sepuluh) meter dari titik tengah landasan.

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 66
Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui:
a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
b. penilaian perwujudan RTR.
Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a untuk memastikan:
a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
Penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana
Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR
dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penilaian
perwujudan RTR dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 67
Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (2) huruf ¢ merupakan upaya untuk memberikan imbalan terhadap
pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang, dan
upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi
kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
a. insentif fiskal; dan
b. insentif non fiskal.
Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
b. keringanan retribusi.
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Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat

berupa:

pemberian kompensasi;

subsidi silang;

kemudahan perizinan;

imbalan;

sewa ruang;

urun saham;

penyediaan prasarana dan sarana;

penghargaan; dan/atau

publikasi atau promosi.

emberian insentif meliputi:

insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat

dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata

Ruang; dan

b. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa
dalam Wilayah Daerah atau kepada pemerintah daerah lain dalam
pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.

Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dalam

pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
pembangunan serta pengadaan infrastruktur;

kemudahan prosedur perizinan;

kompensasi;

subsidi silang;

imbalan;

sewa ruang;

kontribusi saham; dan/atau

pemberian penghargaan.

Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa

dalam Wilayah Daerah atau kepada pemerintah daerah lain dalam

pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa pemberian
penghargaan.

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

a. disinsentif fiskal; dan

b. disinsentif non fiskal.

Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat

berupa pengenaan pajak/retribusi yang tinggi.

Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat

berupa:

a. kewajiban memberi kompensasi;

b. pensyaratan khusus dalam perizinan;

c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau

d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pemberian disinsentif meliputi:

a. disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata
Ruang; dan

b. disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah
Desa dalam Wilayah Daerah atau kepada pemerintah daerah lain
dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata
Ruang.
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Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dalam
pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a dapat berupa:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan
besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang
ditimbulkan akibat Pemanfaatan Ruang;

b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan

c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.

Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa

dalam Wilayah Daerah atau kepada pemerintah daerah lain dalam

pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang
sebagaimana dimaksud ayat (11) huruf b dapat berupa teguran tertulis
dan/atau pernyataan keberatan.

Pasal 68
Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang berwenang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dan
Disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 69
Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang Penataan Ruang
dikenakan sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
peringatan tertulis;
penghentian sementara kegiatan;
penghentian sementara pelayanan umum,;
penutupan lokasi;
pencabutan izin dan/atau KKPR;
pembatalan izin dan/atau KKPR;
pembongkaran pembangunan;
pemulihan fungsi ruang; dan/atau;
. denda administratif.
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian
sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

PR e 00 o

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 70

Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk:

a.

b.

mengetahui RTRW dan rencana rinci;

memperoleh manfaat pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan
Ruang di Daerah;

memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata
Ruang di Daerah;
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mengajukan  keberatan  kepada  pejabat berwenang  terhadap
pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di
Wilayahnya;

mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan
yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat
berwenang;

mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan
Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian; dan

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan
Tata Usaha Negara yang terkait dengan sengketa tata ruang Daerah.

Pasal 71

Masyarakat dapat mengetahui RTRW dan rencana rinci yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a melalui
pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.

Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan = melalui
penempelan/pemasangan peta Rencana Tata Ruang yang bersangkutan
pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui
pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 72
Hak untuk memperoleh manfaat pertambahan nilai ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Manfaat pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa manfaat ekonomi, sosial, dan/atau lingkungan.

Pasal 73

Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap
perubahan status semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c
yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW
diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang
berkepentingan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 74

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

a. mentaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR
dan pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
Pemanfaatan Ruang/KKPR; dan

d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Dalam Penataan Ruang setiap Orang wajib memelihara kualitas ruang.
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Pasal 75

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, baku mutu,
dan aturan-aturan penataan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dipraktikkan masyarakat
secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan
faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan
struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang
yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 76
Peran masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
a. proses perencanaan Tata Ruang;
b. Pemanfaatan Ruang; dan
c. pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 77
Bentuk Peran masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dapat berbentuk:
a. memberi masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau
Kawasan;
4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
S. penetapan Rencana Tata Ruang.
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama
unsur masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 78

Bentuk peran masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 77 huruf b dapat berupa:

a. pemberian masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;

b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan
Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan
Ruang daratan, ruang lautan, ruang udara, dan ruang di dalam bumi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan
sumber daya alam; dan

f.  kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 79
(1) Tata cara peran serta masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang di Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penataan
Ruang.

Pasal 80

Bentuk peran masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dapat berbentuk:

a.

b.

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan,
pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana
Tata Ruang yang telah ditetapkan;

pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal
menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah
ditetapkan; dan

pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang
terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata
Ruang.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 81
Dalam rangka koordinasi Penataan Ruang dan kerjasama antar Wilayah
dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah.
Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 82
Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan
berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya
penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara RTRW dengan rencana
pembangunan Nasional dan Provinsi, maka pelaksanaan program
Pemanfaatan Ruang mendasarkan pada ketentuan Pemerintah Pusat.
RTRW berlaku 20 tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam waktu 5
(lima) tahun.
Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun apabila
terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan;
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b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;

c. perubahan batas Wilayah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

Kepala Biro Hukum,

i~

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PACITAN

PETA WILAYAH PERENCANAAN

i s PETA WILAYAH PERENCANAAN

SAMUDRA HINDIA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

i~

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PACITAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

Provinsi Jawa Timur

DIAGRAM LOKAS

uuuuuuu

Provinsi Jawa Tangah

Kabupsten
Tranggalek

$AMUDRA4 HEIXNDIT A

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
HADI TUAHJANTO
Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PACITAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

A i
e —
=

SAMUDRA4 UINDI A4

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
HADI TUAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

i~

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PACITAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

SAMUDRA4 UINDI A4

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
HADI TUAHJANTO
Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

i~

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

PACITAN

JALAN LOKAL PRIMER

O NGk b=
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19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

Jalan Arjosari-Gondosari di Kecamatan Arjosari.

Jalan Arjosari-Jatimalang di Kecamatan Arjosari.

Jalan Bandar-Ngagik di Kecamatan Bandar.

Jalan Bandar-Tugu Ngunut di Kecamatan Bandar.
Jalan Bandar-Watupatok di Kecamatan Bandar.

Jalan Bangunsari-Batas Ponorogo di Kecamatan Bandar.
Jalan Bangunsari-Dayakan di Kecamatan Bandar.
Jalan Bangunsari-Gondanglegi di Kecamatan Bandar.
Bangunsari-Lemahbang di Kecamatan Bandar.

Jalan Bangunsari-Sidoharjo di Kecamatan Pacitan.
Jalan Bangunsari-Tumpuk di Kecamatan Bandar.
Jalan Bangunsari-Watupatok di Kecamatan Bandar.
Jalan Banyon-Sundang di Kecamatan Sudimoro.

Jalan Bawur-Pantai Daki di Kecamatan Sudimoro.
Jalan Belah-Gendaran di Kecamatan Donorojo.

Jalan Belah-Sekar di Kecamatan Donorojo.

Jalan Belah-Sukodono di Kecamatan Donorojo.

Jalan Bolosingo-Tamanasri, melalui:

a. Kecamatan Pacitan; dan

b. Kecamatan Pringkuku.

Jalan Bomo-Klepu, melalui:

a. Kecamatan Donorojo; dan

b. Kecamatan Punung.

Jalan Bomo-Sekar, melalui:

a. Kecamatan Donorojo; dan

b. Kecamatan Punung.

Jalan Bonsiak-Sepang-Wonoanti di Kecamatan Tulakan.
Jalan Bubakan-Kasihan di Kecamatan Tegalombo.
Jalan Bubakan-Losari-Ngumbul di Kecamatan Tulakan.
Jalan Bulu-Jodok di Kecamatan Pringkuku.

Jalan Candi-Srau di Kecamatan Pringkuku.



26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

44.
45,
46.

47.
48.

49.
50.
51.
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Jalan Cangkring-Sembowo-Baosan Lor melalui:
a. Kecamatan Ngadirojo; dan
b. Kecamatan Sudimoro.

Jalan Cemeng-Widoro di Kecamatan Donorojo.

Jalan Cokrokembang-Hadiwarno di Kecamatan Ngadirojo.

Jalan Dadapan-Watukarung-Dersono di Kecamatan Pringkuku.

Jalan Dersono-Kalak melalui:

a. Kecamatan Donorojo; dan

b. Kecamatan Pringkuku.

Jalan Donorojo-Gedongrejo di Kecamatan Donorojo.
Jalan Donorojo-Jeblogan di Kecamatan Donorojo.
Jalan Donorojo-Mantren-Ploso melalui:

a. Kecamatan Punung; dan

b. Kecamatan Pringkuku.

Jalan Donorojo-Sekar di Kecamatan Donorojo.
Jalan Gawang-Gembuk di Kecamatan Kebonagung.
Jalan Gawang-Sidomulyo di Kecamatan Kebonagung.
Jalan Gayam-Bulusari di Kecamatan Tegalombo.
Jalan Gayuhan-Sedayu-Mlati di Kecamatan Arjosari.
Jalan Gedangan-Ngile melalui:

a. Kecamatan Tegalombo; dan

b. Kecamatan Tulakan.

Jalan Gegeran-Kalikuning di Kecamatan Donorojo.
Jalan Gemaharjo-Binade di Kecamatan Tegalombo.
Jalan Gemaharjo-Pagergunung di Kecamatan Sudimoro.
Jalan Gemaharjo-Watupatok melalui:

a. Kecamatan Bandar; dan

b. Kecamatan Tegalombo.

Jalan Gembong-Kalikuning di Kecamatan Arjosari
Jalan Gendaran-Sukodono di Kecamatan Donorojo
Jalan Genting-Sidomulyo melalui:

a. Kecamatan Ngadirojo; dan

b. Kecamatan Tulakan.

Jalan Gesingan-Losari di Kecamatan Tulakan

Jalan Glinggangan-Mendolo Kidul melalui:

a. Kecamatan Pringkuku; dan

b. Kecamatan Punung.

Jalan Glinggangan-Sambong di Kecamatan Pacitan.
Jalan Glinggangan-Tamanasri di Kecamatan Pringkuku.

Jalan Glonggong-Cemeng di Kecamatan Donorojo.
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Jalan Godeg Kulon-Pantai Pidakan di Kecamatan Tulakan.
Jalan Godeg Wetan-Pantai Kowang di Kecamatan Tulakan.
Jalan Gondang-Petungsinarang melalui:

a. Kecamatan Arjosari;

b. Kecamatan Bandar; dan

c. Kecamatan Nawangan.

Jalan Gondosari-Kebonsari-Tenggar di Kecamatan Punung.
Jalan Gondosari-Ploso-Jeblogan di Kecamatan Punung.
Jalan Gunungpegat-Kebonagung di Kecamatan Kebonagung.
Jalan Hadiluwih-Pagerejo di Kecamatan Ngadirojo.

Jalan Hadiluwih-Sidomulyo di Kecamatan Ngadirojo.

Jalan Hadiwarno-Pantai Taman di Kecamatan Ngadirojo.
Jalan Hadiwarno-Wonodadi Wetan di Kecamatan Ngadirojo.
Jalan Jatigunung-Gasang di Kecamatan Tulakan.

Jalan Jatimalang-Karanggede-Purwoharjo di Kecamatan Arjosari.
Jalan Jetislor-Penggung di Kecamatan Nawangan.

Jalan Jelok-Tileng-Wonogondo melalui:

a. Kecamatan Kebonagung; dan

b. Kecamatan Pacitan.

Jalan Jeruk-Bandar di Kecamatan Bandar.

Jalan Jetak-Worawari di Kecamatan Kebonagung.

Jalan Jetislor-Pakisbaru di Kecamatan Nawangan.

Jalan Jetislor-Ngromo di Kecamatan Nawangan.

Jalan Jlubang-Dersono di Kecamatan Pringkuku.

Jalan Joho-Tenggar di Kecamatan Sudimoro.

Jalan Kalak-Batas Jateng di Kecamatan Donorojo.

Jalan Kalak-Bomo melalui:

a. Kecamatan Donorojo; dan

b. Kecamatan Punung.

Jalan Kalak-Pantai Piser di Kecamatan Donorojo.

Jalan Kalak-Sawahan di Kecamatan Donorojo.

Jalan Kalikuning-Kalitengi di Kecamatan Tulakan.

Jalan Kalipelus-Pantai Pangasan di Kecamatan Kebonagung.
Jalan Kalipelus-Pantai Srengit di Kecamatan Kebonagung.
Jalan Karanganyar-Katipugal di Kecamatan Kebonagung.
Jalan Karanggede-Gondang di Kecamatan Arjosari.

Jalan Karanggede-Purwoharjo di Kecamatan Arjosari.

Jalan Karanggede-Tokawi di Kecamatan Arjosari.

Jalan Karangnongko-Pantai Bakung di Kecamatan Kebonagung.
Jalan Karangrejo-Tinatar di Kecamatan Kebonagung.

Jalan Karangturi-Ngobyok di Kecamatan Sudimoro.
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86. Jalan Kasihan-Kerto melalui:
a. Kecamatan Tegalombo; dan
b. Kecamatan Tulakan.
87. Jalan Katipugal-Pantai Tawang di Kecamatan Kebonagung.
88. Jalan Kebonagung-Sanggrahan di Kecamatan Kebonagung.
89. Jalan Kebondalem-Bandar melalui:
a. Kecamatan Bandar; dan
b. Kecamatan Tegalombo.
90. Jalan Kebondalem-Kalikuning melalui:
a. Kecamatan Tegalombo; dan
b. Kecamatan Tulakan.
91. Jalan Kebonsari-Ngambarsari di Kecamatan Punung.
92. Jalan Kedungbendo-Jetis Kidul-Temon di Kecamatan Arjosari.
93. Jalan Kembang-Pelabuhan di Kecamatan Pacitan.
94. Jalan Kembang-Purwoasri melalui:
a. Kecamatan Kebonagungl; dan
b. Kecamatan Pacitan.
95. Jalan Kemuning-Ngreco di Kecamatan Tegalombo.
96. Jalan Kemuning-Tegalombo di Kecamatan Tegalombo.
97. Jalan Kendal-Gondanglegi di Kecamatan Bandar.
98. Jalan Kendal-Wareng di Kecamatan Punung.
99. Jalan Ketanggung-Klepu di Kecamatan Sudimoro.
100. Jalan Ketanggung-Sembowo di Kecamatan Sudimoro.
101.Jalan Ketanggung-Wonodadi Wetan di Kecamatan Ngadirojo.
102. Jalan Ketepung-Tambakrejo di Kecamatan Arjosari.
103. Jalan Ketepung-Wonogondo di Kecamatan Kebonagung.
104. Jalan Ketro-Baosan Lor di Kecamatan Tulakan.
105. Jalan Ketro-Kasihan melalui:
a. Kecamatan Tegalombo; dan
b. Kecamatan Tulakan.
106. Jalan Ketro-Slahung di Kecamatan Tulakan.
107.Jalan Ketrowonojoyo-Kalikuning melalui:
a. Kecamatan Tulakan;
b. Kecamatan Arjosari; dan
c. Kecamatan Kebonagung.
108. Jalan Ketrowonojoyo-Klepu-Jatigunung melalui:
a. Kecamatan Kebonagung; dan
b. Kecamatan Tulakan.
109. Jalan Ketrowonojoyo-Pagutan melalui:

a. Kecamatan Arjosari; dan
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b. Kecamatan Kebonagung.

Jalan Ketrowonojoyo-Sidomulyo di Kecamatan Kebonagung.
Jalan Kledung-Gemaharjo melalui:

a. Kecamatan Bandar; dan

b. Kecamatan Tegalombo.

Jalan Kledung-Ploso di Kecamatan Bandar.

Jalan Klepu-Gedompol di Kecamatan Donorojo.

Jalan Klepu-Sawahan di Kecamatan Donorojo.

Jalan Klepu-Sekar di Kecamatan Donorojo.

Jalan Klesem-Pantai Kaliuluh di Kecamatan Kebonagung.
Jalan Kluwih-Cokrokembang melalui:

a. Kecamatan Ngadirojo; dan

b. Kecamatan Tulakan.

Jalan Kluwih-Ngumbul di Kecamatan Tulakan.

Jalan Kluwih-Padi di Kecamatan Tulakan.

Jalan Komplang-Bandarangin melalui:

a. Kecamatan Ngadirojo; dan

b. Kecamatan Tulakan.

Jalan Krajan-Kaligoro di Kecamatan Kebonagung.

Jalan Krajan-Mando Gembuk di Kecamatan Kebonagung.
Jalan Lingkar Bandar-Panjing di Kecamatan Bandar.
Jalan Lingkar Panjing-Saput di Kecamatan Bandar.
Jalan Mangunharjo-Petungsinarang melalui:

a. Kecamatan Bandar;

b. Kecamatan Arjosari; dan

c. Kecamatan Tegalombo.

Jalan Mantren-Gembuk di Kecamatan Kebonagung.
Jalan Mantren-Ngamban Donorojo di Kecamatan Donorojo.
Jalan Mbawur-Pantai Daki di Kecamatan Sudimoro.
Jalan Mendolo Lor-Mendolo Kidul di Kecamatan Punung.
Jalan Mentoro-Arjosari di Kecamatan Arjosari.

Jalan Mlati-Tinatar melalui:

a. Kecamatan Arjosari; dan

b. Kecamatan Punung.

Jalan Mloko-Janti Pringkuku di Kecamatan Pringkuku.
Jalan Muyjing-Sempu di Kecamatan Nawangan.

Jalan Nalangan-Jeruk di Kecamatan Bandar.

Jalan Nawangan-Ngunut melalui:

a. Kecamatan Bandar; dan

b. Kecamatan Nawangan.

Jalan Nawangan-Pagergunung di Kecamatan Nawangan.
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Jalan Nawangan-Petungsinarang di Kecamatan Bandar.
Jalan Ngadirejan-Pringkuku di Kecamatan Pringkuku.
Jalan Ngadirejan-Tamansari di Kecamatan Pringkuku.
Jalan Ngadirojo-Sudimoro melalui:

a. Kecamatan Ngadirojo; dan

b. Kecamatan Sudimoro.

Jalan Ngadirojo-Wonokarto di Kecamatan Ngadirojo.
Jalan Nglaran-Padi di Kecamatan Tulakan.

Jalan Nglumpang-Pantai Kunir di Kecamatan Sudimoro.
Jalan Ngreco-Kasihan di Kecamatan Tegalombo.

Jalan Ngromo-Bugelan di Kecamatan Nawangan.

Jalan Ngromo-Padarangin di Kecamatan Nawangan.
Jalan Ngromo-Pakisbaru di Kecamatan Nawangan.
Jalan Ngunut-Muyjing di Kecamatan Bandar.

Jalan Padi-Kluwih di Kecamatan Tulakan.

Jalan Pagah-Sebrok di Kecamatan Pringkuku.

Jalan Pagerejo-Padi melalui:

a. Kecamatan Tulakan; dan

b. Kecamatan Ngadirojo.

Jalan Pagerlor-Crabak di Kecamatan Sudimoro.

Jalan Pagerlor-Ngampo Dadapan di Kecamatan Sudimoro.
Jalan Pagerlor-Pagerkidul di Kecamatan Sudimoro.
Jalan Pagotan-Gegeran di Kecamatan Arjosari.

Jalan Pakisbaru-Brenggolo di Kecamatan Nawangan.
Jalan Pakisbaru-Sempu di Kecamatan Nawangan.
Jalan Pakis-Ngumbul di Kecamatan Tulakan.

Jalan Pakisbaru-Sobo di Kecamatan Nawangan.

Jalan Palimo-Bero di Kecamatan Pringkuku.

Jalan Penggung-Hargosari di Kecamatan Nawangan.
Jalan Penggung-Brenggolo di Kecamatan Nawangan.
Jalan Penggung-Pakisbaru di Kecamatan Nawangan.
Jalan Penggung-Sidorejo di Kecamatan Nawangan.
Jalan Pentung-Ngile-Bubakan di Kecamatan Tulakan.
Jalan Pentung-Jetak di Kecamatan Tulakan.

Jalan Petungsinarang-Kemuning melalui:

a. Kecamatan Bandar; dan

b. Kecamatan Tegalombo.

Jalan Ploso-Kebonsari di Kecamatan Punung.

Jalan Ploso-Tahunan Baru di Kecamatan Tegalombo.
Jalan Plumbungan-Mercusuar di Kecamatan Kebonagung.

Jalan Pringkuku-Dersono di Kecamatan Pringkuku.
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172.Jalan Pringkuku-Pindul-Sobo di Kecamatan Pringkuku.
173. Jalan Pringkuku-Poko di Kecamatan Pringkuku.
174. Jalan Pucangombo-Binade di Kecamatan Tegalombo.
175. Jalan Pucangombo-Kasihan di Kecamatan Tegalombo.
176.Jalan Punung-Gondosari di Kecamatan Pringkuku.
177.Jalan Punung-Jatisari-Ploso di Kecamatan Punung.
178. Jalan Punung-Kalak melalui:

a. Kecamatan Punung; dan

b. Kecamatan Donorjo.
179. Jalan Punung-Kendal melalui:

a. Kecamatan Punung; dan

b. Kecamatan Donorjo.
180.Jalan Punung-Mantren di Kecamatan Punung
181.Jalan Punung-Ploso melalui:

a. Kecamatan Pringkuku; dan

b. Kecamatan Punung.
182.Jalan Purwoasri-Karangnongko di Kecamatan Kebonagung.
183. Jalan Sambong-Bogoharjo di Kecamatan Ngadirojo.
184. Jalan Sambong-Ponggok di Kecamatan Pacitan.
185. Jalan Sanggrahan-Gembuk di Kecamatan Kebonagung.
186.Jalan Sanggrahan-Wonoanti melalui:

a. Kecamatan Tulakan; dan

b. Kecamtaan Kebonagung.
187.Jalan Sawahan-Widoro di Kecamatan Sudimoro.
188. Jalan Sedayu-Tamanasri melalui:

a. Kecamatan Arjosari;

b. Kecamatan Pacitan; dan

c. Kecamatan Pringkuku.
189. Jalan Sedayu-Tinatar di Kecamatan Arjosari.
190. Jalan Sedeng-Glinggangan melalui:

a. Kecamatan Pacitan; dan

b. Kecamatan Pringkuku.
191.Jalan Sedeng-Jambu Bangunsari di Kecamatan Pacitan.
192. Jalan Sekar-Kendal melalui:

a. Kecamatan Punung; dan

b. Kecamatan Donorojo.
193. Jalan Sekar-Klepu di Kecamatan Donorojo.
194. Jalan Sekar-Piton melalui:

a. Kecamatan Donorojo; dan

b. Kecamatan Punung.
195. Jalan Semanten-Ponggok-Tamanasri melalui:

a. Kecamatan Pacitan; dan
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b. Kecamatan Pringkuku.
Jalan Sembowo-Klepu di Kecamatan Sudimoro.
Jalan Sembowo-Ngrayun di Kecamatan Sudimoro.

Jalan Sempu-Ngromo di Kecamatan Nawangan.

.Jalan Sempu-Jeruk melalui:

a. Kecamatan Bandar; dan

b. Kecamatan Nawangan.

Jalan Sendang-Kalak di Kecamatan Donorojo.

Jalan Sendang-Ngiroboyo di Kecamatan Donorojo.
Jalan Sendang-Pantai Klayar di Kecamatan Donorojo.
Jalan Sidem-Kodo di Kecamatan Ngadirojo.

Jalan Sidoharjo-Sedeng di Kecamatan Pacitan.

Jalan Sidomulyo-Jetak melalui:

a. Kecamatan Kebonagung; dan

b. Kecamatan Tulakan.

Jalan Sidomulyo-Plumbungan di Kecamatan Kebonagung.
Jalan Sidomulyo-Wawaran di Kecamatan Kebonagung.
Jalan Sidomulyo-Worawari di Kecamatan Kebonagung.
Jalan Sirnoboyo-Plumbungan melalui:

a. Kecamatan Kebonagung; dan

b. Kecamatan Pacitan.

Jalan Sirnoboyo-Sukoharjo di Kecamatan Pacitan.
Jalan Soko-Kendal di Kecamatan Punung.

Jalan Soko-Piton di Kecamatan Punung.

Jalan Soko-Sambi di Kecamatan Ngadirojo.

Jalan Soko-Sobo-Pringkuku di Kecamatan Pringkuku.
Jalan Soko-Sugihwaras di Kecamatan Pringkuku.
Jalan Srau-Watukarung di Kecamatan Pringkuku.
Jalan Sudimoro-Gunungrejo di Kecamatan Sudimoro.
Jalan Sudimoro-Karangmulyo di Kecamatan Sudimoro.
Jalan Sukodono-Kalak di Kecamatan Donorojo.

Jalan Sukodono-Sekar di Kecamatan Donorojo.

Jalan Sukoharjo-Buyutan di Kecamatan Donorojo.
Jalan Sukorejo-Klepu di Kecamatan Sudimoro.

Jalan Sumberejo-Sudimoro di Kecamatan Sudimoro.
Jalan Tahunan Baru-Ngilo-Ilo di Kecamatan Tegalombo.
Jalan Tahunan-Watupatok di Kecamatan Bandar.
Jalan Tanjunglor-Ngumbul di Kecamatan Ngadirojo.
Jalan Tegalombo-Bandar di Kecamatan Tegalombo.
Jalan Tegalombo-Kemuning-Bandar di Kecamatan Tegalombo.

Jalan Tegalombo-Ploso di Kecamatan Tegalombo.
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230. Jalan Temon-Gembong di Kecamatan Arjosari.
231.Jalan Temon-Jetiskidul di Kecamatan Arjosari.
232.Jalan Temon-Karanggede melalui:

a. Kecamatan Arjosari; dan

b. Kecamatan Pringkuku.
233. Jalan Tinatar-Gading melalui:

a. Kecamatan Arjosari; dan

b. Kecamatan Punung.
234.Jalan Tokawi-Batas Jateng melalui:

a. Kecamatan Arjosari; dan

b. Kecamatan Nawangan.
235. Jalan Tokawi-Hargosari di Kecamatan Nawangan.
236.Jalan Tokawi-Penggung di Kecamatan Nawangan.
237.Jalan Tulakan-Tegalombo melalui:

a. Kecamatan Tegalombo; dan

b. Kecamatan Tulakan.
238. Jalan Tulakan-Wonokarto melalui:

a. Kecamatan Ngadirojo; dan

b. Kecamatan Tulakan.
239. Jalan Tumpuk-Badegan di Kecamatan Bandar.
240. Jalan Tumpuk-Kledung di Kecamatan Bandar.
241.Jalan Tumpuk-Watupatok di Kecamatan Bandar.
242.Jalan Wareng-Sekar melalui:

a. Kecamatan Donorojo; dan

b. Kecamatan Punung.
243.Jalan Watupatok-Dayakan di Kecamatan Bandar.
244.Jalan Widoro-Banyu Tibo di Kecamatan Donorojo.
245. Jalan Wiyoro-Cokrokembang di Kecamatan Ngadirojo.
246.Jalan Wiyoro-Pagerejo di Kecamatan Ngadirojo.
247.Jalan Wonoanti-Gembuk melalui:

a. Kecamatan Kebonagung; dan

b. Kecamatan Tulakan.
248.Jalan Wonoanti-Ketro di Kecamatan Tulakan.
249.Jalan Wonoanti-Krajan Jatigunung di Kecamatan Tulakan.
250. Jalan Wonogondo-Punjung di Kecamatan Kebonagung.
251.Jalan Wonogondo-Punjung-Banjarjo di Kecamatan Kebonagung.
252.Jalan Wonokarto-Mrayan di Kecamatan Ngadirojo.
253. Jalan Wonokarto-Nogosari di Kecamatan Ngadirojo.
254. Jalan Wonosidi-Nogosari di Kecamatan Ngadirojo.

255. Jalan Wonosidi-Tengul di Kecamatan Tulakan.
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256.Jalan Worawari-Pantai Padi Dangkal di Kecamatan Kebonagung.

257.Jalan Dadapan - Watukarung - Punung (jalan strategis
penghubung antar kawasan Geopark Gunungsewu dan KSPN)
melalui:

a. Kecamatan Pringkuku; dan

b. Kecamatan Punung.

JALAN LOKAL SEKUNDER

1. Jalan Abiyasa di Kecamatan Pacitan.

2. Jalan AES Nasution di Kecamatan Pacitan.

3. Jalan Barito di Kecamatan Pacitan.

4. Jalan Batu Bintang di Kecamatan Pacitan.

5. Jalan Batu Intan di Kecamatan Pacitan.

6. Jalan Batu Permata di Kecamatan Pacitan.

7. Jalan Brigjen Katamso di Kecamatan Pacitan.

8. Jalan Bima di Kecamatan Pacitan.

9. Jalan Brawijaya di Kecamatan Pacitan.

10. Jalan Candi Borobudur di Kecamatan Pacitan.
11. Jalan Candi Gunung Wukir di Kecamatan Pacitan.
12. Jalan Candi Mendut di Kecamatan Pacitan.

13. Jalan Candi Penataran di Kecamatan Pacitan.

14. Jalan Cipto Mangunkusumo di Kecamatan Pacitan.
15. Jalan Cut Meutea di Kecamatan Pacitan.

16. Jalan Cut Nyak Din di Kecamatan Pacitan.

17. Jalan DI. Panjaitan di Kecamatan Pacitan.

18. Jalan Dr. GSSJ. Ratulangi di Kecamatan Pacitan.
19. Jalan Dr. Saharjo, SH di Kecamatan Pacitan.

20. Jalan Dr. Wahidin di Kecamatan Pacitan.

21. Jalan Flamboyan di Kecamatan Pacitan.

22. Jalan Gajah Mada di Kecamatan Pacitan.

23. Jalan Gambiranom di Kecamatan Pacitan.

24. Jalan Glatik di Kecamatan Pacitan.

25. Jalan Gunung Dieng di Kecamatan Pacitan.

26. Jalan Gunung Galunggung di Kecamatan Pacitan.
27. Jalan Gunung Kelud di Kecamatan Pacitan.

28. Jalan Gunung Krakatau di Kecamatan Pacitan.
29. Jalan Gunung Merapi di Kecamatan Pacitan.

30. Jalan Gunung Merbabu di Kecamatan Pacitan.
31. Jalan Gunung Muria di Kecamatan Pacitan.

32. Jalan Gunung Semeru di Kecamatan Pacitan.

33. Jalan H. Kusnan di Kecamatan Pacitan.

w
>

Jalan H. Rasuna Said di Kecamatan Pacitan.



35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
ol.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
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Jalan H. Saman Hudi di Kecamatan Pacitan.
Jalan H. Amin di Kecamatan Pacitan.

Jalan HOS. Cokroaminoto di Kecamatan Pacitan.
Jalan Husein Sastranegara di Kecamatan Pacitan.
Jalan IGN. Ngurah Rai di Kecamatan Pacitan.
Jalan Ikan Gurami di Kecamatan Pacitan.

Jalan Ikan Nila di Kecamatan Pacitan.

Jalan Ir. H. Juanda di Kecamatan Pacitan.
Jalan JA. Suprapto di Kecamatan Pacitan.

Jalan K. Petung di Kecamatan Pacitan.

Jalan K. Umar di Kecamatan Pacitan.

Jalan Kacer di Kecamatan Pacitan.

Jalan Kalimantan di Kecamatan Pacitan.

Jalan Kaliprogo di Kecamatan Pacitan.

Jalan Kanjeng Jimat di Kecamatan Pacitan.
Jalan Kapt. P. Tendean di Kecamatan Pacitan.
Jalan Kapten Pattimura di Kecamatan Pacitan.
Jalan Kawi di Kecamatan Pacitan.

Jalan KH. Dimyati di Kecamatan Pacitan.

Jalan Hasim Ashari di Kecamatan Pacitan.
Jalan Kol. Sugiono di Kecamatan Pacitan.

Jalan Kompak di Kecamatan Pacitan.

Jalan Kompas di Kecamatan Pacitan.

Jalan Kusuma Admaja di Kecamatan Pacitan.
Jalan Kutilang di Kecamatan Pacitan.

Jalan Letjend. S. Parman di Kecamatan Pacitan.
Jalan Mahakam di Kecamatan Pacitan.

Jalan Manggarsari di Kecamatan Pacitan.

Jalan Manggis di Kecamatan Pacitan.

Jalan Mayjend. Sungkono di Kecamatan Pacitan.
Jalan Mayjend. Sutoyo di Kecamatan Pacitan.
Jalan Mohamad Yamin di Kecamatan Pacitan.
Jalan Nakula di Kecamatan Pacitan.

Jalan Otto Iskandardinata di Kecamatan Pacitan.
Jalan P. Diponegoro di Kecamatan Pacitan.
Jalan Paseban di Kecamatan Pacitan.

Jalan Pemuda di Kecamatan Pacitan.

Jalan Perkutut di Kecamatan Pacitan.

Jalan Podang di Kecamatan Pacitan.

Jalan Pramuka di Kecamatan Pacitan.

Jalan R. Dewi Sartika di Kecamatan Pacitan.



76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

111

114
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Jalan R. Saleh di Kecamatan Pacitan.

Jalan RA. Kartini di Kecamatan Pacitan.

Jalan Raflesia di Kecamatan Pacitan.

Jalan RE. Martadinata di Kecamatan Pacitan.
Jalan Ronggowarsito di Kecamatan Pacitan.
Jalan Roro Jonggrang di Kecamatan Pacitan.
Jalan Safruddin Prawiranegara di Kecamatan Pacitan.
Jalan Sakura di Kecamatan Pacitan.

Jalan Sambi Gumelar di Kecamatan Pacitan.
Jalan Sisingamangaraja di Kecamatan Pacitan.
Jalan Slamet Riyadi di Kecamatan Pacitan.
Jalan Soewondo di Kecamatan Pacitan.

Jalan Sugiyopranoto di Kecamatan Pacitan.
Jalan Sulawesi di Kecamatan Pacitan.

Jalan Sultan Hasanudin di Kecamatan Pacitan.
Jalan Sumatera di Kecamatan Pacitan.

Jalan Sumbingkoro di Kecamatan Pacitan.
Jalan Sunan Ampel di Kecamatan Pacitan.
Jalan Sunan Bonang di Kecamatan Pacitan.
Jalan Sunan Drajat di Kecamatan Pacitan.
Jalan Sunan Gunungjati di Kecamatan Pacitan.
Jalan Sunan Kalijaga di Kecamatan Pacitan.
Jalan Sunan Kudus di Kecamatan Pacitan.
Jalan Sunan Maulana Malik Ibrahim di Kecamatan Pacitan.
Jalan Sunan Muria di Kecamatan Pacitan.
Jalan Supriyadi di Kecamatan Pacitan.

Jalan Suryo Pranoto di Kecamatan Pacitan.
Jalan T. Imam Bonjol di Kecamatan Pacitan.
Jalan Tabulapot di Kecamatan Pacitan.

Jalan Tangkuban Perahu di Kecamatan Pacitan.
Jalan Tanjung Balai di Kecamatan Pacitan.
Jalan Tanjung Batu di Kecamatan Pacitan.
Jalan Tanjung Mas di Kecamatan Pacitan.
Jalan Tanjung Perak di Kecamatan Pacitan.

Jalan Tanjung Priok di Kecamatan Pacitan.

.Jalan Tanjungkarang di Kecamatan Pacitan.
112.
113.

Jalan Tegalrejo di Kecamatan Pacitan.

Jalan Telaga Sarangan di Kecamatan Pacitan.

.Jalan Telaga Selo Rejo di Kecamatan Pacitan.
115.
116.

Jalan Teleng Ria di Kecamatan Pacitan.

Jalan Teluk Tambora di Kecamatan Pacitan.
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117.Jalan Tumenggung Jogokaryo di Kecamatan Pacitan.
118.Jalan Tumenggung Notopuro di Kecamatan Pacitan.
119.Jalan Urip Sumoharjo di Kecamatan Pacitan.
120.Jalan Veteran di Kecamatan Pacitan.

121.Jalan Walanda Maramis di Kecamatan Pacitan.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
HADI TUAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

i~

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003
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LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PACITAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI

KETERANGAN :
Thu Kot

SAMUDRA4 UINDI A4

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
HADI TUAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

i~

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PACITAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SKALA : 1100009
25

(]

KETERANGAN :
Iha Ko

SAMUDRA4 HINDI 4

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TUAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

M

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003
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LAMPIRAN IX

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PACITAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

SAMUDRA4 HINDI 4

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
HADI TUAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

M

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003
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LAMPIRAN X

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PACITAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

Provinsi Jawa Tengah

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U SKALA: 1100000
¢ 25 13

2k
— e —

- . Pioyeks Universal Trar sverse Mercator

Provinsi Jawa Timur Sistem Grid Grd Ceografis dan Cric UTH Zona 19 5
<| patm itoricontal . Datum WS 1984

+ | Dsumverkal  :Geoid ECH 2008

CIAGRAN LOKAS

Kabupaten
Ponorogo

TUR RUY
caoaeana Lol
i

Kabupatsn
Trenggalek

SAMUDRA4 HINDI 4

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TUAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003
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LAMPIRAN XI

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PACITAN

PETA RENCANA POLA RUANG

PETA RENCANA POLA RUANG

Y SR 1102000
A s w6
[ B

SAMUDRA HUINDI A

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
HADI TUAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

I~

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003
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LAMPIRAN XII

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PACITAN

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

PPETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

U SKALA: 1100000
A ¢ 25 3k
— e —

KETERANGAN :
-]

nnnnnnnn

SAMUDRA4 UINDI A4

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
HADI TUAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

I~

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003
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LAMPIRAN XIII

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

PACITAN

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN

WAKTU
MBER INSTANSI PELAKSANAAN
NO PROGRAM LOKASI SU S S
PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
1/ 2/3|4|5
A. PENYUSUNAN & LEGALISASI PERDA RTRW APBD Kab. Instansi yang membidangi
penataan ruang.
B. PERWUJUDAN STUKTUR RUANG
I Perwujudan Sistem Pusat Permukiman
Mendorong pengembangan PKW
a. Penyusunan rencana detail tata ruang Kecamatan Pacitan APBN, APBD Instansi yang membidangi

Prov., APBD Kab.

penataan ruang.

b. Peningkatan sarana dan prasarana dasar
sebagai pusat ekonomi dan sosial

Kecamatan Pacitan

APBD Kab., APB
Desa, Masyarakat

APBN, APBD Prov.

Instansi yang membidangi
sarana dan prasarana,
Masyarakat

c. Sosialisasi Rencana Tata Ruang Kecamatan Pacitan APBD Kab. Instansi yang membidangi
penataan ruang.
! Mendorong pengembangan PKL
a. Penyusunan rencana detail tata ruang Kecamatan Ngadirojo APBN, APBD Instansi yang membidangi

Prov., APBD Kab.

penataan ruang.

b. Peningkatan dan pengoptimalan sarana dan
prasarana dasar

Kecamatan Ngadirojo

APBD Kab., APB
Desa, Masyarakat

APBN, APBD Prov.

Instansi yang membidangi
sarana dan prasarana,
Masyarakat

c. Sosialisasi Rencana Tata Ruang

Kecamatan Ngadirojo

APBD Kab.

Instansi yang membidangi
penataan ruang.




{ Mendorong pengembangan PPK
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a. Penyusunan rencana detail tata ruang

e Kecamatan Punung

e Kecamatan Donorojo

e Kecamatan Pringkuku

e Kecamatan Arjosari

o Kecamatan Nawangan

e Kecamatan Bandar

e Kecamatan Sudimoro

e Kecamatan Tulakan

e Kecamatan Kebonagung
o Kecamatan Tegalombo

APBN, APBD
Prov., APBD Kab.

Instansi yang membidangi
penataan ruang.

b. Peningkatan dan pengoptimalan sarana dan
prasarana dasar

o Kecamatan Punung

e Kecamatan Donorojo

o Kecamatan Pringkuku

o Kecamatan Arjosari

o Kecamatan Nawangan

e Kecamatan Bandar

e Kecamatan Sudimoro

o Kecamatan Tulakan;

e Kecamatan Kebonagung
o Kecamatan Tegalombo

APBN, APBD Prov.

APBD Kab., APB
Desa, Masyarakat

Instansi yang membidangi
sarana dan prasarana,
Masyarakat

c. Sosialisasi rencana tata ruang

e Kecamatan Punung

o Kecamatan Donorojo

e Kecamatan Pringkuku

e Kecamatan Arjosari

o Kecamatan Nawangan

e Kecamatan Bandar

e Kecamatan Sudimoro

e Kecamatan Tulakan

e Kecamatan Kebonagung
e Kecamatan Tegalombo

APBD Kab.

Instansi yang membidangi
penataan ruang.

<« mendorong pengembangan PPL

a. penyusunan rencana detail tata ruang

e Kecamatan Arjosari
o Kecamatan Bandar

APBN, APBD
Prov., APBD Kab.

Instansi yang membidangi
penataan ruang.
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e Kecamatan Donorojo
e Kecamatan Kebonagung
e Kecamatan Nawangan

e Kecamatan Ngadirojo

e Kecamatan Pacitan

e Kecamatan Pringkuku

o Kecamatan Punung

e Kecamatan Sudimoro

e Kecamatan Tegalombo

o Kecamatan Tulakan

b. peningkatan dan pengoptimalan sarana dan

prasarana dasar

o Kecamatan Arjosari

e Kecamatan Bandar

e Kecamatan Donorojo
e Kecamatan Kebonagung
o Kecamatan Nawangan
e Kecamatan Ngadirojo
e Kecamatan Pacitan

e Kecamatan Pringkuku
o Kecamatan Punung

e Kecamatan Sudimoro
e Kecamatan Tegalombo
o Kecamatan Tulakan

APBN, APBD Prov.
APBD Kab., APB
Desa, Masyarakat

Instansi yang membidangi
sarana dan prasarana,
Masyarakat

C.

sosialisasi Rencana Tata Ruang

e Kecamatan Arjosari

e Kecamatan Bandar

o Kecamatan Donorojo
e Kecamatan Kebonagung
o Kecamatan Nawangan
e Kecamatan Ngadirojo
e Kecamatan Pacitan

e Kecamatan Pringkuku
e Kecamatan Punung

e Kecamatan Sudimoro
o Kecamatan Tegalombo
o Kecamatan Tulakan

APBD Kab.

Instansi yang membidangi
penataan ruang.
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WAKTU
NO PROGRAM LOKASI LA LI HD S N
PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
112|345
! Peningkatan interaksi antara pusat kegiatan
perdesaan dan perkotaan secara berjenjang
a. Penyusunan program pembangunan wilayah Seluruh wilayah Daerah APBD Kab. Instansi yang membidangi
terpadu rencana pembangunan
b. Penyusunan program pengembangan Seluruh wilayah Daerah APBD Kab. Instansi yang membidangi
keterkaitan kota-desa (urban-rural linkage) pengembangan wilayah
c. Peningkatan aksesibilitas antara kawasan Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Instansi yang membidangi
perkotaan dan kawasan perdesaan Prov., APBD Kab. sarana dan prasarana
d. peningkatan peran dan fungsi kawasan Seluruh wilayah Daerah APBD Kab., APB Instansi yang membidangi
perdesaan Desa, Masyarakat | kawasan perdesaan,
Masyarakat
e. Penataan permukiman perdesaan Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Kab., | Instansi yang membidangi
APB Desa, permukiman, Masyarakat
Masyarakat
f.  Mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan Seluruh wilayah Daerah APBD Kab., APB Instansi yang membidangi
Desa, Masyarakat | kawasan perdesaan,
Masyarakat
g. Pengembangan aksesibilitas menuju desa Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Kab., | Instansi yang membidangi
perbatasan APB Desa, sarana dan prasarana,
Masyarakat Masyarakat
h. Peningkatan sarana dan prasarana dasar Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Kab., | Instansi yang membidangi
kawasan perdesaan APB Desa, sarana dan prasarana,
Masyarakat Masyarakat
I Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana
2.1. | Pengembangan sistem jaringan transportasi
1. Pengembangan sistem jaringan jalan
a. Pengembangan jalan arteri primer
- Jalan Glonggong — Bts. Kota Pacitan o Kecamatan Donorojo APBN Instansi yang membidangi
e Kecamatan Punung jalan
e Kecamatan Pringkuku
e Kecamatan Pacitan
- Jalan W.R. Supratman (Pacitan) Kecamatan Pacitan APBN Instansi yang membidangi

jalan




-121-

WAKTU
NO PROGRAM LOKASI LA LI HD S N
PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
112|345
b. Pengembangan jalan kolektor primer
Jalan Gatot Subroto (Pacitan) e Kecamatan Pacitan APBN Instansi yang membidangi
jalan
Bts. Kota Pacitan — Bts. Kab. Trenggalek e Kecamatan Pacitan APBN Instansi yang membidangi
o Kecamatan Kebonagung jalan
e Kecamatan Tulakan
o Kecamatan Ngadirojo
e Kecamatan Sudimoro
Jalan Jend. Sudirman (Pacitan) e Kecamatan Pacitan APBN Instansi yang membidangi
jalan
Jalan Manggribi (Pacitan) e Kecamatan Pacitan APBN Instansi yang membidangi
jalan
Jalan Ploso — Pacitan e Kecamatan Pacitan APBN Instansi yang membidangi
e Kecamatan Kebonagung jalan
e Kecamatan Tulakan
o Kecamatan Ngadirojo
Jalan Lingkar Pacitan o Kecamatan Pacitan APBN Instansi yang membidangi
jalan
Bts. Kab. Ponorogo — Bts. Kota Pacitan o Kecamatan Pacitan APBD Prov. Instansi yang membidangi
e Kecamatan Arjosari jalan
o Kecamatan Tegalombo
Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Pacitan APBD Prov. Instansi yang membidangi
jalan
Jalan Basuki Racmad Kecamatan Pacitan APBD Prov. Instansi yang membidangi
jalan
Jalan Arjosari - Purwantoro (Bts. Prov. e Kecamatan Pacitan APBD Prov. Instansi yang membidangi
Jateng) e Kecamatan Arjosari jalan
o Kecamatan Nawangan
Jalan Wareng — Mukus (Bts. Prov. Jateng) o Kecamatan Punung APBD Prov. Instansi yang membidangi

e Kecamatan Donorojo

jalan

Jalan Ahmad Yani

o Kecamatan Pacitan

APBD Prov., APBD
Kab.

Instansi yang membidangi
jalan

Jalan Bangunsari — Ngadirejan

o Kecamatan Pacitan
o Kecamatan Pringkuku

APBD Prov., APBD
Kab.

Instansi yang membidangi
jalan
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- Jalan Kom. Yos Sudarso e Kecamatan Pacitan APBD Prov., APBD | Instansi yang membidangi
Kab. jalan
c. Pengembangan jalan kolektor sekunder
1. Jalan A.R. Hakim Kecamatan Pacitan APBD Kab. Instansi yang membidangi
2. Jalan A. Insp. Sasuit Tubun jalan
3. Jalan Buwono Keling
4. Jalan Dr. Sutomo
5. Jalan KA. Posong
6. Jalan KH. Agus Salim
7. Jalan KH. Ahmad Dahlan
8. Jalan KH. Wahid Hasyim
9. Jalan Letjend. MT. Haryono
10. Jalan Letjend. R. Suprapto
11. Jalan M.A. Sucipto
12. Jalan Marsda. Iswahyudi
13. Jalan RM. Suryo
14. Jalan S.A. Tirtoyoso
15. Jalan Sultan Agung
d. Pengembangan jalan lokal primer
1. Jalan Arjosari-Gondosari Seluruh wilayah Daerah APBD Kab. Instansi yang membidangi
2. Jalan Arjosari-Jatimalang jalan
3. Jalan Bandar-Ngagik
4. Jalan Bandar-Tugu Ngunut
5. Jalan Bandar-Watupatok
6. Jalan Bangunsari-Batas Ponorogo
7. Jalan Bangunsari-Dayakan
8. Jalan Bangunsari-Gondanglegi
9. Jalan Bangunsari-Lemahbang
10. Jalan Bangunsari-Sidoharjo
11. Jalan Bangunsari-Tumpuk
12. Jalan Bangunsari-Watupatok
13. Jalan Banyon-Sundang
14. Jalan Bawur-Pantai Daki
15. Jalan Belah-Gendaran
16. Jalan Belah-Sekar




18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Jalan Belah-Sukodono
Jalan Bolosingo-Tamanasri

Jalan Bomo-Klepu

Jalan Bomo-Sekar

Jalan Bonsiak-Sepang-Wonoanti
Jalan Bubakan-Kasihan

Jalan Bubakan-Losari-Ngumbul
Jalan Bulu-Jodok

Jalan Candi-Srau

Jalan Cangkring-Sembowo-Baosan Lor
Jalan Cemeng-Widoro

Jalan Cokrokembang-Hadiwarno
Jalan Dadapan-Watukarung-Dersono
Jalan Dersono-Kalak

Jalan Donorojo-Gedongrejo

Jalan Donorojo-Jeblogan

Jalan Donorojo-Mantren-Ploso
Jalan Donorojo-Sekar

Jalan Gawang-Gembuk

Jalan Gawang-Sidomulyo

Jalan Gayam-Bulusari

Jalan Gayuhan-Sedayu-Mlati
Jalan Gedangan-Ngile

Jalan Gegeran-Kalikuning

Jalan Gemaharjo-Binade

Jalan Gemaharjo-Pagergunung
Jalan Gemaharjo-Watupatok
Jalan Gembong-Kalikuning

Jalan Gendaran-Sukodono

Jalan Genting-Sidomulyo

Jalan Gesingan-Losari

Jalan Glinggangan-Mendolo Kidul
Jalan Glinggangan-Sambong
Jalan Glinggangan-Tamanasri
Jalan Glonggong-Cemeng

Jalan Godeg Kulon-Pantai Pidakan
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Jalan Godeg Wetan-Pantai Kowang
Jalan Gondang-Petungsinarang
Jalan Gondosari-Kebonsari-Tenggar
Jalan Gondosari-Ploso-Jeblogan
Jalan Gunungpegat-Kebonagung
Jalan Hadiluwih-Pagerejo

Jalan Hadiluwih-Sidomulyo

Jalan Hadiwarno-Pantai Taman
Jalan Hadiwarno-Wonodadi Wetan
Jalan Jatigunung-Gasang

Jalan Jatimalang-Karanggede-Purwoharjo
Jalan Jetislor-Penggung

Jalan Jelok-Tileng-Wonogondo
Jalan Jeruk-Bandar

Jalan Jetak-Worawari

Jalan Jetislor-Pakisbaru

Jalan Jetislor-Ngromo

Jalan Jlubang — Dersono

Jalan Joho-Tenggar

Jalan Kalak-Batas Jateng

Jalan Kalak-Bomo

Jalan Kalak-Pantai Piser

Jalan Kalak-Sawahan

Jalan Kalikuning-Kalitengi

Jalan Kalipelus-Pantai Pangasan
Jalan Kalipelus-Pantai Srengit
Jalan Karanganyar-Katipugal

Jalan Karanggede-Gondang

Jalan Karanggede-Purwoharjo

Jalan Karanggede-Tokawi

Jalan Karangnongko-Pantai Bakung
Jalan Karangrejo-Tinatar

Jalan Karangturi-Ngobyok

Jalan Kasihan-Kerto

Jalan Katipugal-Pantai Tawang
Jalan Kebonagung-Sanggrahan
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90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

Jalan Kebondalem-Bandar
Jalan Kebondalem-Kalikuning
Jalan Kebonsari-Ngambarsari
Jalan Kedungbendo-Jetis Kidul-Temon
Jalan Kembang-Pelabuhan

Jalan Kembang-Purwoasri

Jalan Kemuning-Ngreco

Jalan Kemuning-Tegalombo

Jalan Kendal-Gondanglegi

Jalan Kendal-Wareng

Jalan Ketanggung-Klepu

Jalan Ketanggung-Sembowo

Jalan Ketanggung-Wonodadi Wetan
Jalan Ketepung-Tambakrejo

Jalan Ketepung-Wonogondo

Jalan Ketro-Baosan Lor

Jalan Ketro-Kasihan

Jalan Ketro-Slahung

Jalan Ketrowonojoyo-Kalikuning
Jalan Ketrowonojoyo-Klepu-Jatigunung
Jalan Ketrowonojoyo-Pagutan
Jalan Ketrowonojoyo-Sidomulyo
Jalan Kledung-Gemaharjo

Jalan Kledung-Ploso

Jalan Klepu-Gedompol

Jalan Klepu-Sawahan

Jalan Klepu-Sekar

Jalan Klesem-Pantai Kaliuluh
Jalan Kluwih-Cokrokembang

Jalan Kluwih-Ngumbul

Jalan Kluwih-Padi

Jalan Komplang-Bandarangin
Jalan Krajan-Kaligoro

Jalan Krajan-Mando Gembuk
Jalan Lingkar Bandar-Panjing
Jalan Lingkar Panjing-Saput
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. Jalan Mangunharjo-Petungsinarang
126. Jalan Mantren-Gembuk

127. Jalan Mantren-Ngamban Donorojo
128. Jalan Mbawur-Pantai Daki

129. Jalan Mendolo Lor-Mendolo Kidul
130. Jalan Mentoro-Arjosari

131. Jalan Mlati-Tinatar

132. Jalan Mloko-Janti Pringkuku
133. Jalan Mujing-Sempu

134. Jalan Nalangan-Jeruk

135. Jalan Nawangan-Ngunut

136. Jalan Nawangan-Pagergunung
137. Jalan Nawangan-Petungsinarang
138. Jalan Ngadirejan-Pringkuku

139. Jalan Ngadirejan-Tamansari

140. Jalan Ngadirojo-Sudimoro

141. Jalan Ngadirojo-Wonokarto

142. Jalan Nglaran-Padi

143. Jalan Nglumpang-Pantai Kunir
144. Jalan Ngreco-Kasihan

145. Jalan Ngromo-Bugelan

146. Jalan Ngromo-Padarangin

147. Jalan Ngromo-Pakisbaru

148. Jalan Ngunut-Mujing

149. Jalan Padi-Kluwih

150. Jalan Pagah-Sebrok

151. Jalan Pagerejo-Padi

152. Jalan Pagerlor-Crabak

153. Jalan Pagerlor-Ngampo Dadapan
154. Jalan Pagerlor-Pagerkidul

155. Jalan Pagotan-Gegeran

156. Jalan Pakisbaru-Brenggolo

157. Jalan Pakisbaru-Sempu

158. Jalan Pakis-Ngumbul

159. Jalan Pakisbaru-Sobo

160. Jalan Palimo-Bero




162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.

Jalan Penggung-Hargosari
Jalan Penggung - Brenggolo
Jalan Penggung-Pakisbaru
Jalan Penggung-Sidorejo

Jalan Pentung-Ngile-Bubakan
Jalan Petung-Jetak

Jalan Petungsinarang-Kemuning
Jalan Ploso-Kebonsari

Jalan Ploso-Tahunan Baru
Jalan Plumbungan-Mercusuar
Jalan Pringkuku-Dersono

Jalan Pringkuku-Pindul-Sobo
Jalan Pringkuku-Poko

Jalan Pucangombo-Binade
Jalan Pucangombo-Kasihan
Jalan Punung-Gondosari

Jalan Punung-Jatisari-Ploso
Jalan Punung-Kalak

Jalan Punung-Kendal

Jalan Punung-Mantren

Jalan Punung-Ploso

Jalan Purwoasri-Karangnongko
Jalan Sambong-Bogoharjo

Jalan Sambong-Ponggok

Jalan Sanggrahan-Gembuk
Jalan Sanggrahan-Wonoanti
Jalan Sawahan-Widoro

Jalan Sedayu-Tamanasri

Jalan Sedayu-Tinatar

Jalan Sedeng-Glinggangan

Jalan Sedeng-Jambu Bangunsari
Jalan Sekar-Kendal

Jalan Sekar-Klepu

Jalan Sekar-Piton

Jalan Semanten-Ponggok-Tamanasri
Jalan Sembowo-Klepu
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198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.

Jalan Sembowo - Ngrayun
Jalan Sempu-Ngromo
Jalan Sempu-Jeruk
Jalan Sendang-Kalak
Jalan Sendang-Ngiroboyo
Jalan Sendang-Pantai Klayar
Jalan Sidem-Kodo

Jalan Sidoharjo-Sedeng

Jalan Sidomulyo-Jetak

Jalan Sidomulyo-Plumbungan
Jalan Sidomulyo-Wawaran
Jalan Sidomulyo-Worawari
Jalan Sirnoboyo-Plumbungan
Jalan Sirnoboyo-Sukoharjo
Jalan Soko-Kendal

Jalan Soko-Piton

Jalan Soko-Sambi

Jalan Soko-Sobo-Pringkuku
Jalan Soko-Sugihwaras

Jalan Srau-Watukarung

Jalan Sudimoro-Gunungrejo
Jalan Sudimoro-Karangmulyo
Jalan Sukodono-Kalak

Jalan Sukodono-Sekar

Jalan Sukoharjo-Buyutan
Jalan Sukorejo-Klepu

Jalan Sumberejo-Sudimoro
Jalan Tahunan Baru-Ngilo-Ilo
Jalan Tahunan-Watupatok
Jalan Tanjunglor-Ngumbul
Jalan Tegalombo-Bandar

Jalan Tegalombo-Kemuning-Bandar
Jalan Tegalombo-Ploso

Jalan Temon-Gembong

Jalan Temon-Jetiskidul

Jalan Temon-Karanggede
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233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.

Jalan Tinatar-Gading
Jalan Tokawi-Batas Jateng

Jalan Tokawi-Hargosari

Jalan Tokawi-Penggung

Jalan Tulakan-Tegalombo

Jalan Tulakan-Wonokarto

Jalan Tumpuk-Badegan

Jalan Tumpuk-Kledung

Jalan Tumpuk-Watupatok

Jalan Wareng-Sekar

Jalan Watupatok-Dayakan

Jalan Widoro-Banyu Tibo

Jalan Wiyoro-Cokrokembang

Jalan Wiyoro-Pagerejo

Jalan Wonoanti-Gembuk

Jalan Wonoanti-Ketro

Jalan Wonoanti-Krajan Jatigunung
Jalan Wonogondo-Punjung

Jalan Wonogondo-Punjung-Banjarjo
Jalan Wonokarto-Mrayan

Jalan Wonokarto-Nogosari

Jalan Wonosidi-Nogosari

Jalan Wonosidi-Tengul

Jalan Worawari-Pantai Padi Dangkal
Jalan Dadapan — Watukarung — Punung
(jalan strategis penghubung antar kawasan
Geopark Gunungsewu dan KSPN)
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€.

Pengembangan jalan lokal sekunder

NOoph WN -

. Jalan Abiyasa

. Jalan AES Nasution

. Jalan Barito

. Jalan Batu Bintang

. Jalan Batu Intan

. Jalan Batu Permata

. Jalan Brigjen Katamso

Seluruh wilayah Daerah

APBD Kab.

Instansi yang membidangi
jalan




. Jalan Bima
. Jalan Brawijaya

. Jalan Candi Borobudur

. Jalan Candi Gunung Wukir
. Jalan Candi Mendut

. Jalan Candi Penataran

. Jalan Cipto Mangunkusumo
. Jalan Cut Meutea

. Jalan Cut Nyak Din

. Jalan DI. Panjaitan

. Jalan Dr. GSSJ. Ratulangi
. Jalan Dr. Saharjo, SH

. Jalan Dr. Wahidin

. Jalan Flamboyan

. Jalan Gajah Mada

. Jalan Gambiranom

. Jalan Glatik

. Jalan Gunung Dieng

. Jalan Gunung Galunggung
. Jalan Gunung Kelud

. Jalan Gunung Krakatau

. Jalan Gunung Merapi

. Jalan Gunung Merbabu

. Jalan Gunung Muria

. Jalan Gunung Semeru

. Jalan H. Kusnan

. Jalan H. Rasuna Said

. Jalan H. Saman Hudi

. Jalan H. Amin

. Jalan HOS. Cokroaminoto
. Jalan Husein Sastranegara
. Jalan IGN. Ngurah Rai

. Jalan Ikan Gurami

. Jalan Ikan Nila

. Jalan Ir. H. Juanda

. Jalan JA. Suprapto

-130-




. Jalan K. Petung
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
. Jalan Kompas
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Jalan K. Umar
Jalan Kacer
Jalan Kalimantan
Jalan Kaliprogo

Jalan Kanjeng Jimat
Jalan Kapt. P. Tendean
Jalan Kapten Pattimura
Jalan Kawi

Jalan KH. Dimyati
Jalan Hasim Ashari
Jalan Kol. Sugiono
Jalan Kompak

Jalan Kusuma Admaja
Jalan Kutilang

Jalan Letjend. S. Parman
Jalan Mahakam

Jalan Manggarsari

Jalan Manggis

Jalan Mayjend. Sungkono
Jalan Mayjend. Sutoyo
Jalan Mohamad Yamin
Jalan Nakula

Jalan Otto Iskandardinata
Jalan P. Diponegoro
Jalan Paseban

Jalan Pemuda

Jalan Perkutut

Jalan Podang

Jalan Pramuka

Jalan R. Dewi Sartika
Jalan R. Saleh

Jalan RA. Kartini

Jalan Raflesia

Jalan RE. Martadinata
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. Jalan Ronggowarsito
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

Jalan Roro Jonggrang
Jalan Safruddin Prawiranegara
Jalan Sakura

Jalan Sambi Gumelar
Jalan Sisingamangaraja
Jalan Slamet Riyadi
Jalan Soewondo

Jalan Sugiyopranoto
Jalan Sulawesi

Jalan Sultan Hasanudin
Jalan Sumatera

Jalan Sumbingkoro
Jalan Sunan Ampel
Jalan Sunan Bonang
Jalan Sunan Drajat
Jalan Sunan Gunungjati
Jalan Sunan Kalijaga
Jalan Sunan Kudus
Jalan Sunan Maulana Malik Ibrahim
Jalan Sunan Muria
Jalan Supriyadi

Jalan Suryo Pranoto
Jalan T. Imam Bonjol
Jalan Tabulapot

Jalan Tangkuban Perahu
Jalan Tanjung Balai
Jalan Tanjung Batu
Jalan Tanjung Mas
Jalan Tanjung Perak
Jalan Tanjung Priok
Jalan Tanjungkarang
Jalan Tegalrejo

Jalan Telaga Sarangan
Jalan Telaga Selo Rejo
Jalan Teleng Ria
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116. Jalan Teluk Tambora
117. Jalan Tumenggung Jogokaryo
118. Jalan Tumenggung Notopuro
119. Jalan Urip Sumoharjo

120. Jalan Veteran

121. Jalan Walanda Maramis

f. Pengembangan jalan lingkungan sekunder Seluruh wilayah Daerah APBD Kab., APB Instansi yang membidangi
Desa jalan, desa

g. Pengembangan jalan tol

— Rencana jalan tol Yogyakarta — Pacitan — e Kecamatan Donorojo APBN Instansi yang membidangi
Trenggalek - Lumajang e Kecamatan Punung jalan

e Kecamatan Pringkuku

e Kecamatan Pacitan

e Kecamatan Kebonagung

e Kecamatan Tulakan

e Kecamatan Ngadirojo

e Kecamatan Sudimoro

- pengembangan sabuk hijau/RTH e Kecamatan Donorojo APBN, APBD Kab., | Instansi yang membidangi

o Kecamatan Punung APB Desa, jalan, desa, Masyarakat

e Kecamatan Pringkuku Masyarakat

e Kecamatan Pacitan

e Kecamatan Kebonagung

e Kecamatan Tulakan

e Kecamatan Ngadirojo

e Kecamatan Sudimoro

- pengembangan prasarana dan sarana berupa | e Kecamatan Donorojo APBN, APBD Kab., | Instansi yang membidangi
jalur penghubung antar permukiman e Kecamatan Punung APB Desa, jalan, desa, Masyarakat
e Kecamatan Pringkuku Masyarakat

o Kecamatan Pacitan

e Kecamatan Kebonagung
o Kecamatan Tulakan

e Kecamatan Ngadirojo

o Kecamatan Sudimoro




pengembangan lahan pertanian diluar
kawasan yang terdampak tol
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e Kecamatan Donorojo
e Kecamatan Punung
e Kecamatan Pringkuku

e Kecamatan Pacitan

e Kecamatan Kebonagung
e Kecamatan Tulakan

e Kecamatan Ngadirojo

o Kecamatan Sudimoro

APBD Kab., APB
Desa, Masyarakat

Instansi yang membidangi
pertanian, desa,
Masyarakat

pembangunan aksesibilitas antar Kawasan di

Seluruh wilayah Daerah

APBN, APBD Prov,

Instansi yang membidangi

Geopark Gunung Sewu dan KSPN APBD Kab. jalan
- pembangunan jalan alternatif Ponorogo-
Pacitan;
— pengembangan jalan antar PKL, PPK dan
PPL;
- pengembangan jalan lokal menuju kawasan
perbatasan, industri, pariwisata dan kawasan
lainnya.
- Pengembangan ruas jalan Kembang — Kecamatan Pacitan APBN Instansi yang membidangi
Pelabuhan (penghubung jalan lingkar ke jalan
pelabuhan pengumpan regional (Pelabuhan
Pacitan)
Pengembangan terminal penumpang
- terminal penumpang tipe A Kecamatan Pacitan APBN Instansi yang membidangi
perhubungan
- terminal penumpang tipe B Kecamatan Ngadirojo APBD Prov. Instansi yang membidangi
perhubungan
- terminal penumpang tipe C e Kecamatan Bandar APBD Kab. Instansi yang membidangi
o Kecamatan Punung perhubungan

e Kecamatan Donorojo

e Kecamatan Pringkuku

e Kecamatan Kebonagung
e Kecamatan Tulakan

e Kecamatan Sudimoro

o Kecamatan Arjosari

o Kecamatan Nawangan
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PENDANAAN PELAKSANA TAHUN KE-
112|345
e Kecamatan Tegalombo
k. Pengembangan area parkir kendaraan barang Kecamatan Pacitan APBN, APBD Kab., | Instansi yang membidangi
APB Desa, perhubungan, desa,
Masyarakat Masyarakat
. Pendukung sistem jaringan jalan
penyediaan ruang manfaat jalan, ruang milik Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Instansi yang membidangi
jalan dan ruang pengawasan jalan yang Prov., APBD Kab., | jalan, perhubungan, desa
memadai. APB Desa
peningkatan keselamatan jalan dengan Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Instansi yang membidangi
perlengkapan jalan Prov., APBD Kab., | jalan, perhubungan, desa
APB Desa
penyediaan fasilitas terminal yang memenuhi Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Instansi yang membidangi
persyaratan keselamatan dan keamanan Prov., APBD Kab. jalan, perhubungan
pengembangan dan penataan halte di setiap Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Kab., | Instansi yang membidangi
bangkitan dan tarikan lalu lintas yang APB Desa jalan, perhubungan, desa
menggunakan angkutan umum
2.1. Pengembangan sistem Jaringan Transportasi Laut

1. Pengembangan pelabuhan pengumpan regional
(Pelabuhan Pacitan)

Kecamatan Pacitan

APBN, APBD Prov.,
APBD Kab.

Instansi yang membidangi
pelabuhan

2. Pengembangan Terminal Khusus

Kecamatan Sudimoro

APBN, Masyarakat

Masyarakat

3. Pengembangan Pelabuhan Perikanan

a. Pelabuhan Perikanan Pantai Kecamatan Pacitan APBD Prov. Instansi yang membidangi
- Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan perikanan, kelautan
b. Pangkalan Pendaratan Ikan
Pangkalan Pendaratan Ikan Sumberejo Kecamatan Sudimoro APBD Kab. Instansi yang membidangi
perikanan
Pangkalan Pendaratan Ikan Tawang Kecamatan Ngadirojo APBD Prov. Instansi yang membidangi
perikanan, kelautan
Pangkalan Pendaratan Ikan Wawaran Kecamatan Kebonagung APBD Kab. Instansi yang membidangi
perikanan
Pangkalan Pendaratan Ikan Watukarung Kecamatan Pringkuku APBD Kab. Instansi yang membidangi

perikanan
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Pangkalan Pendaratan Ikan Jetak Kecamatan Tulakan APBD Kab. Instansi yang membidangi
perikanan
Pangkalan Pendaratan Ikan Klesem Kecamatan Kebonagung APBD Kab. Instansi yang membidangi
perikanan
Pangkalan Pendaratan Ikan Kalipelus Kecamatan Kebonagung APBD Kab. Instansi yang membidangi
perikanan
Pangkalan Pendaratan Ikan Katipugal Kecamatan Kebonagung APBD Kab. Instansi yang membidangi
perikanan
Pangkalan Pendaratan Ikan Karangnongko Kecamatan Kebonagung APBD Kab. Instansi yang membidangi
perikanan
Pangkalan Pendaratan Ikan Plumbungan Kecamatan Kebonagung APBD Kab. Instansi yang membidangi
perikanan
Pangkalan Pendaratan Ikan Kembang Kecamatan Pacitan APBD Kab. Instansi yang membidangi
perikanan
2.2. Pengembangan bandar udara umum dan bandar
udara khusus
Pembangunan Bandar Udara Pengumpan Kecamatan Pringkuku APBN, APBD Prov., | Instansi yang membidangi
APBD Kab., perhubungan,
Masyarakat Masyarakat
Pengembangan Bandar Udara Khusus militer Kecamatan Pacitan APBN, Masyarakat | Instansiyang membidangi
pertahanan keamanan,
Masyarakat
2.3. Pengembangan Sistem Jaringan Energi
1. Sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
a. Pengembangan Stasiun Pengangkutan dan Seluruh wilayah Daerah Masyarakat Masyarakat
Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE)
b. Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Seluruh wilayah Daerah Masyarakat Masyarakat
Umum (SPBU)
c. Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Seluruh wilayah Daerah Masyarakat Masyarakat
Elpiji (SPBE)
d. Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Seluruh wilayah Daerah Masyarakat Masyarakat

Nelayan (SPBN)

2. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan
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a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan
sarana pendukung
- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) e Kecamatan Tegalombo APBN, APBD Instansi yang membidangi
e Kecamatan Tulakan Prov., APBD Kab., | energi, Masyarakat
Masyarakat
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kecamatan Sudimoro APBN, Masyarakat | Instansi yang membidangi
energi
- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi e Kecamatan Arjosari APBN, APBD Prov. | Instansi yang membidangi
(PLTP) e Kecamatan Punung energi
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Instansi yang membidangi
Prov., APBD Kab., | energi, desa, Masyarakat
APB Desa,
Masyarakat
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Instansi yang membidangi
Prov., APBD Kab., | energi, desa, Masyarakat
APB Desa,
Masyarakat
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Instansi yang membidangi
(PLTMH) Prov., APBD Kab., energi, desa, Masyarakat
APB Desa,
Masyarakat
- Pembangkit listrik lainnya:
e Pembangkit listrik tenaga Bahan bakar Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Instansi yang membidangi
nabati (bio ethanol dan bio diesel) Prov., APBD Kab., | energi, desa, Masyarakat
APB Desa,
Masyarakat
e Pembangkit listrik tenaga bio mass Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Instansi yang membidangi
Prov., APBD Kab., energi, desa, Masyarakat
APB Desa,
Masyarakat
b. Pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga

listrik dan sarana pendukung

- Pengembangan jaringan transmisi tenaga
listrik antar sistem
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e SUTET e Kecamatan Bandar APBN, APBD Instansi yang membidangi
o Kecamatan Nawangan Prov., APBD Kab., energi, Masyarakat
o Kecamatan Tegalombo Masyarakat
e SUTT e Kecamatan Sudimoro APBN, APBD Instansi yang membidangi
e Kecamatan Ngadirojo Prov., APBD Kab., | energi, Masyarakat
e Kecamatan Tulakan Masyarakat
o Kecamatan Kebonagung
o Kecamatan Arjosari
e Kecamatan Bandar
o Kecamatan Tegalombo
e Kecamatan Punung
e Kecamatan Pringkuku
e Kecamatan Pacitan
— Pengembangan jaringan distribusi tenaga
listrik
e Pengembangan SUTM Seluruh wilayah Daerah APBN, Masyarakat | Instansi yang membidangi
energi, Masyarakat
e Pengembangan SUTR Seluruh wilayah Daerah APBN, Masyarakat | Instansi yang membidangi
energi, Masyarakat
— Pengembangan Gardu Listrik e Kecamatan Pacitan,; APBN, Masyarakat | Instansi yang membidangi
o Kecamatan Sudimoro energi, Masyarakat
2.4. Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
1. Pengembangan jaringan tetap
Pengembangan sistem kabel Seluruh wilayah Daerah APBN, Masyarakat | Instansi yang membidangi
telekomunikasi,
Masyarakat
2. Pengembangan jaringan bergerak
Pengembangan jaringan bergerak seluler Seluruh wilayah Daerah APBN, Masyarakat | Instansi yang membidangi
telekomunikasi,
Masyarakat
2.5. Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

a. Pengembangan Jaringan irigasi
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- Jaringan irigasi primer

Seluruh wilayah Daerah

APBN, APBD Kab.

Instansi yang membidangi
irigasi

- Jaringan irigasi sekunder

Seluruh wilayah Daerah

APBN, APBD Kab.

Instansi yang membidangi
irigasi

- Jaringan irigasi tersier

Seluruh wilayah Daerah

APBN, APBD Kab.

Instansi yang membidangi
irigasi

b

Pengembangan sistem pengendalian banjir

- Jaringan Pengendalian banjir

Penataan dan pengelolaan daerah aliran
sungai

Seluruh wilayah Daerah

APBN, APBD Kab.,
Masyarakat

Instansi yang membidangi
sumber daya air,
Masyarakat

Normalisasi sungai

Seluruh wilayah Daerah

APBN, APBD Kab.,
Masyarakat

Instansi yang membidangi
sumber daya air,
Masyarakat

- Bangunan pengendalian banjir

e Pembangunan Parapet dan Rehabilitasi
Pengaman Tebing Sungai Asemgandok

Sepanjang Sungai
Asemgandok

APBN, APBD Kab.,
Masyarakat

Instansi yang membidangi
sumber daya air,
Masyarakat

e Pembangunan tanggul penahan banjir

Seluruh wilayah Daerah

APBN, APBD Kab.,
Masyarakat

Instansi yang membidangi
sumber daya air,
Masyarakat

e Pembangunan groundsill dan checkdam

Seluruh wilayah Daerah

APBN, APBD Kab.,
Masyarakat

Instansi yang membidangi
sumber daya air,
Masyarakat

e Pembangunan perkuatan tebing sungai

Seluruh wilayah Daerah

APBN, APBD Kab.,
Masyarakat

Instansi yang membidangi
sumber daya air,
Masyarakat

e Pembangunan kolam pengendali banjir

Seluruh wilayah Daerah

APBN, APBD Kab.,
Masyarakat

Instansi yang membidangi
sumber daya air,
Masyarakat

e Pembangunan waduk, bendung, embung
dan bozem

Seluruh wilayah Daerah

APBN, APBD Kab.,
Masyarakat

Instansi yang membidangi
sumber daya air,
Masyarakat

C

Pengembangan Bangunan sumber daya air
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Bangunan sumber daya air Seluruh wilayah Daerah APBN, Masyarakat | Instansi yang membidangi
sumber daya air,
Masyarakat
Pengembangan Bendungan Tukul Kecamatan Arjosari APBN Instansi yang membidangi
sumber daya air
Pembangunan Bendungan Wonodadi Kecamatan Sudimoro APBN Instansi yang membidangi
sumber daya air
2.6. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)

a. Jaringan Perpipaan

- pengembangan unit air baku

Seluruh wilayah Daerah

APBN, APBD Kab.,

Instansi yang membidangi

APB Desa, air minum, desa,
Masyarakat Masyarakat

- pengembangan jaringan air baku Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Kab., | Instansi yang membidangi
APB Desa, air minum, desa,
Masyarakat Masyarakat

- pengembangan unit produksi Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Kab., | Instansi yang membidangi
APB Desa, air minum, desa,
Masyarakat Masyarakat

- pengembangan jaringan produksi Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Kab., | Instansi yang membidangi
APB Desa, air minum, desa,
Masyarakat Masyarakat

- pengembangan unit distribusi Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Kab., | Instansi yang membidangi
APB Desa, air minum, desa,
Masyarakat Masyarakat

- pengembangan unit pelayanan Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Kab., | Instansi yang membidangi
APB Desa, air minum, desa,
Masyarakat Masyarakat

b. Bukan jaringan perpipaan

- Pengembangan Bak Penampungan Air Hujan

Seluruh wilayah Daerah

APBN, APBD Kab.,
APB Desa,
Masyarakat

Instansi yang membidangi
air minum, desa,
Masyarakat
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- Pengembangan Sumur Dangkal

Seluruh wilayah Daerah

APBN, APBD Kab.,

Instansi yang membidangi

air limbah domestik

APB Desa, air minum, desa,
Masyarakat Masyarakat
- Pengembangan Sumur Pompa Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Kab., | Instansi yang membidangi
APB Desa, air minum, desa,
Masyarakat Masyarakat
- pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Kab., | Instansi yang membidangi
air tanah APB Desa, air minum, desa,
Masyarakat Masyarakat
Pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL)
a. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan
air limbah non domestik dengan pemantapan
dan pengembangan instalasi pengolahan air
limbah industri
— Pembangunan instalasi pengolahan limbah di | Seluruh wilayah Daerah APBD Kab., Instansi yang membidangi
kawasan peruntukan industri Masyarakat limbah, Masyarakat
— Pembangunan instalasi pengolahan limbah Seluruh wilayah Daerah APBD Kab., APB Instansi yang membidangi
komunal untuk kegiatan industri kecil Desa, Masyarakat | limbah, desa, Masyarakat
b. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan

— Pemantapan dan pengembangan instalasi
pengolahan limbah terpadu di kawasan
perkotaan

e Pengembangan saluran pembuangan air
limbah secara terpusat (off-site) dengan
menggunakan sistem Small Bore Sewer
(SBS)

Kecamatan Pacitan

APBD Kab., APB
Desa, Masyarakat

Instansi yang membidangi
limbah, desa, Masyarakat

e Pengembangan sistem pengolahan dan
pengangkutan limbah tinja berbasis
Masyarakat dan rumah tangga perkotaan

Seluruh kawasan
perkotaan

APBD Kab., APB
Desa, Masyarakat

Instansi yang membidangi
limbah, desa, Masyarakat

e Rencana Instalasi Pengolahan Air Limbah

Kecamatan Pacitan dan
Kecamatan Sudimoro

APBD Kab., APB
Desa, Masyarakat

Instansi yang membidangi
limbah, desa, Masyarakat

— Pemantapan dan pengembangan instalasi
pengolahan limbah terpadu di kawasan
perdesaan
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e Pengembangan saluran pembuangan air
limbah secara setempat (on-site) dengan
menggunakan metode septic tank

Seluruh kawasan
perdesaan

APBD Kab., APB
Desa, Masyarakat

Instansi yang membidangi
limbah, desa, Masyarakat

e Pengembangan sistem pengolahan limbah
kotoran hewan dan limbah rumah tangga
perdesaan dengan memanfaatkan
teknologi tepat guna

Seluruh kawasan
perdesaan

APBD Kab., APB
Desa, Masyarakat

Instansi yang membidangi
limbah, desa, Masyarakat

e Pemanfaatan hasil pengolahan limbah
kotoran hewan bagi sumber energi
alternatif dan pupuk organik

Seluruh kawasan
perdesaan

APBD Kab., APB
Desa, Masyarakat

Instansi yang membidangi
limbah, desa, Masyarakat

e Rencana sistem pengolahan komunal

o Kecamatan Donorojo
e Kecamatan Punung

e Kecamatan Pacitan

o Kecamatan Ngadirojo
e Kecamatan Arjosari

o Kecamatan Tegalombo
e Kecamatan Bandar

o Kecamatan Nawangan

APBD Kab., APB
Desa, Masyarakat

Instansi yang membidangi
limbah, desa, Masyarakat

c. Pengembangan sistem pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3)

- penyimpanan sementara limbah B3
dilakukan oleh penghasil limbah B3

Seluruh wilayah Daerah

APBD Kab., APB
Desa, Masyarakat

Instansi yang membidangi
limbah, desa, Masyarakat

— pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh
penghasil limbah B3 dan/atau pihak lain
yang memiliki izin pengelolaan limbah B3

Seluruh wilayah Daerah

APBD Kab., APB
Desa, Masyarakat

Instansi yang membidangi
limbah, desa, Masyarakat

Pengembangan sistem jaringan persampahan

a. Pengembangan

e TPS3R
e TPS
e TPST

Seluruh wilayah Daerah

APBD Kab., APB
Desa, Masyarakat

Instansi yang membidangi
persampahan

b. Pengembangan dan pembangunan TPA

- Pengembangan TPA

Kecamatan Pringkuku

APBN, APBD
Prov., APBD Kab.

Instansi yang membidangi
persampahan
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APBN, APBD Instansi yang membidangi
Prov., APBD Kab. persampahan

Pembangunan TPA Kecamatan Ngadirojo

- Pengembangan sabuk hijau/RTH pada TPA e Kecamatan Pringkuku APBD Kab., Instansi yang membidangi
o Kecamatan Ngadirojo Masyarakat persampahan
— Pengembangan dan pembangunan TPA e Kecamatan Pringkuku APBN, APBD Kab., | Instansi yang membidangi
dengan teknologi ramah lingkungan o Kecamatan Ngadirojo Masyarakat persampahan
c. pengelolaan sampah skala rumah tangga melalui | Seluruh wilayah Daerah APBD Kab., APB Instansi yang membidangi
pendekatan reduce, reuse, dan recycle Desa, Masyarakat persampahan, desa,
Masyarakat
Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana
Pengembangan jalur evakuasi bencana Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Kab., | Instansi yang membidangi
a. Arjosari - Purwantoro (Bts. Prov. Jateng) APB Desa, bencana, desa,
Bangunsari-Ngadirejan Masyarakat Masyarakat

Bts. Kota Pacitan — Bts. Kab. Trenggalek
Bts. Kab. Ponorogo - Bts. Kota Pacitan
Jalan Buwono Keling
Glonggong - Bts. Kota Pacitan
Ploso-Pacitan
Wareng — Mukus (Bts. Prov. Jateng)
Jalan A. Insp. Sasuit Tubun
Jalan A.R. Hakim
Jalan Ahmad Yani
Jalan Basuki Racmad
. Jalan Brigjen Katamso
Jalan Cut Meutea
Jalan Dr. Wahidin
Jalan Gajah Mada
Jalan HOS. Cokroaminoto
Jalan Husein Sastranegara
Jalan Gatot Subroto (Pacitan)
Jalan Jend. Sudirman (Pacitan)
Jalan Kanjeng Jimat

ECPNeTOBEI AT IR MO0 T




ii.
i-

kk.

1.

Jalan Kapt. P. Tendean
Jalan Kapten Pattimura
Jalan KH. Agus Salim
Jalan KH. Ahmad Dahlan
Jalan Manggribi (Pacitan)

. Jalan KH. Wahid Hasyim
. Jalan Kol. Sugiono

Jalan Kom. Yos Sudarso

. Jalan Letjend. MT. Haryono
. Jalan Letjend. R. Suprapto

Jalan Letjend. S. Parman

. Jalan Mahakam
. Jalan M.A. Sucipto

Jalan Marsda. Iswahyudi
Jalan R. Saleh

Jalan RE. Martadinata
Jalan S.A. Tirtoyoso

mm. Jalan Safruddin Prawiranegara

nn.

00.

pp.
qq.

rr.
ss.
tt.

uu.

Jalan Sambi Gumelar

Jalan Sultan Agung

Jalan Sultan Hasanudin

Jalan Sunan Ampel

Jalan Sunan Bonang

Jalan Sunan Kalijaga

Jalan Sunan Maulana Malik Ibrahim
Jalan T. Imam Bonjol

Jalan Tentara Pelajar

.Jalan Tumenggung Notopuro

Jalan Veteran; dan
Jalan W.R. Supratman (Pacitan)

. Jalur lain
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Pengembangan tempat evakuasi bencana Seluruh wilayah Daerah APBD Kab., APB Instansi yang membidangi
Desa, Masyarakat bencana, desa,
Masyarakat
Pemasangan tanda jalur evakuasi bencana Seluruh wilayah Daerah APBD Kab., APB Instansi yang membidangi
Desa, Masyarakat bencana, desa,
Masyarakat
Pengembangan sistem drainase
a. Pengembangan sistem jaringan drainase yang Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Kab. Instansi yang membidangi
terintegrasi dengan sistem satuan Wilayah drainase
Sungai
b. Pengembangan sistem jaringan drainase primer Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Kab. Instansi yang membidangi
drainase
c. Pengembangan sistem jaringan drainase Seluruh wilayah Daerah APBD Kab. Instansi yang membidangi
sekunder drainase
d Pengembangan sistem jaringan drainase tersier Seluruh wilayah Daerah APBD Kab., APB Instansi yang membidangi
Desa, Masyarakat drainase, desa,
Masyarakat
C. PERWUJUDAN POLA RUANG
I Perwujudan Kawasan Lindung

1. Pengembangan Badan Air

a. Pengaturan Badan Air Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Kab., | Instansi yang membidangi
Masyarakat sumber daya air

b. Penetapan pemanfaatan Badan Air Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Kab., | Instansi yang membidangi
Masyarakat sumber daya air

c. Pemeliharaan Badan Air Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Kab., | Instansi yang membidangi
Masyarakat sumber daya air

d. Konservasi dan pemanfaatan embung Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Kab., | Instansi yang membidangi
Masyarakat sumber daya air, air

minum, desa, Masyarakat

Konservasi dan pemanfaatan mata air

Seluruh wilayah Daerah

APBN, APBD Kab.,
APB Desa,
Masyarakat

Instansi yang membidangi
sumber daya air, air
minum, desa, Masyarakat
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2. Pengembangan Kawasan yang Memberikan
Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pengembangan Kawasan Hutan Lindung

a. Pemantapan batas dan pematokan Kawasan
Hutan Lindung

e Kecamatan Arjosari

e Kecamatan Bandar

e Kecamatan Kebonagung
o Kecamatan Nawangan

e Kecamatan Pacitan

o Kecamatan Pringkuku

o Kecamatan Punung

o Kecamatan Tegalombo

APBN

Instansi yang membidangi
kehutanan

b. Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian
Kawasan Hutan Lindung

e Kecamatan Arjosari

e Kecamatan Bandar

e Kecamatan Kebonagung
o Kecamatan Nawangan

e Kecamatan Pacitan

e Kecamatan Pringkuku

e Kecamatan Punung

o Kecamatan Tegalombo

APBN

Instansi yang membidangi
kehutanan

c. Pengamanan dan pengendalian lahan di
Kawasan Hutan Lindung

e Kecamatan Arjosari

e Kecamatan Bandar

e Kecamatan Kebonagung
e Kecamatan Nawangan

e Kecamatan Pacitan

e Kecamatan Pringkuku

e Kecamatan Punung

o Kecamatan Tegalombo

APBN

Instansi yang membidangi
kehutanan

d. Pelestarian keanekaragaman hayati dan
ekosistemnya

e Kecamatan Arjosari

e Kecamatan Bandar

e Kecamatan Kebonagung
o Kecamatan Nawangan

e Kecamatan Pacitan

e Kecamatan Pringkuku

e Kecamatan Punung

e Kecamatan Tegalombo

APBN

Instansi yang membidangi
kehutanan
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e. Percepatan rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung | e Kecamatan Arjosari APBN Instansi yang membidangi
dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi o Kecamatan Bandar kehutanan
lindung o Kecamatan Kebonagung
o Kecamatan Nawangan
e Kecamatan Pacitan
e Kecamatan Pringkuku
o Kecamatan Punung
o Kecamatan Tegalombo
f.  Penguatan kelembagaan dan partisipasi e Kecamatan Arjosari APBN Instansi yang membidangi
Masyarakat pemilik lahan sekitar Kawasan e Kecamatan Bandar kehutanan
Hutan Lindung o Kecamatan Kebonagung
o Kecamatan Nawangan
e Kecamatan Pacitan
e Kecamatan Pringkuku
o Kecamatan Punung
o Kecamatan Tegalombo
g. Melakukan program pembinaan, penyuluhan e Kecamatan Arjosari APBN Instansi yang membidangi
kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian e Kecamatan Bandar kehutanan
Kawasan Hutan Lindung o Kecamatan Kebonagung
o Kecamatan Nawangan
e Kecamatan Pacitan
e Kecamatan Pringkuku
o Kecamatan Punung
o Kecamatan Tegalombo
3. Pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat
a. Penertiban bangunan Diatas Kawasan Seluruh wilayah Daerah APBD Kab. Instansi yang membidangi
Perlindungan Setempat penegakan Perda
b. Penetapan pemanfaatan ruang Kawasan Seluruh wilayah Daerah APBD Kab. Instansi yang membidangi
Perlindungan Setempat penataan ruang
c. Penetapan kawasan ruang terbuka hijau Seluruh wilayah Daerah APBD Kab., APB Instansi yang membidangi
perkotaan Desa, Masyarakat | ruang terbuka hijau,
Masyarakat
d. Penanaman mangrove sepanjang pantai e Kecamatan Donorojo APBD Prov., APBD | Instansi yang membidangi

e Kecamatan Kebonagung
o Kecamatan Ngadirojo

Kab.

kawasan mangrove
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e Kecamatan Pacitan
o Kecamatan Pringkuku
e Kecamatan Sudimoro
o Kecamatan Tulakan
e. Menjaga dan melestarikan kawasan ekosistem o Kecamatan Donorojo APBD Prov., APBD | Instansi yang membidangi
mangrove e Kecamatan Kebonagung | Kab. kawasan mangrove
o Kecamatan Ngadirojo
e Kecamatan Pacitan
e Kecamatan Pringkuku
e Kecamatan Sudimoro
o Kecamatan Tulakan
4 Pengembangan Kawasan Cagar Budaya
Pelestarian bangunan, struktur, situs dan objek Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Kab., | Instansi yang membidangi
yang diduga cagar budaya APB Desa, cagar budaya
Masyarakat
II Perwujudan Kawasan Budi daya
1. Pengembangan Kawasan Hutan Produksi berupa
pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap
a. penetapan kawasan dan strategi penanganan Seluruh wilayah Daerah APBN Instansi yang membidangi
Kawasan Hutan Produksi Tetap berdasarkan kehutanan
kesesuaian lahan
b. pengaturan pola tanam dan pola tebang untuk Seluruh wilayah Daerah APBN Instansi yang membidangi
mempertahankan tutupan lahan kehutanan
c. pengembangan kerja sama pengelolaan Kawasan | Seluruh wilayah Daerah APBN Instansi yang membidangi

Hutan Produksi Tetap bersama Masyarakat

kehutanan

2. Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat
pengembangan komoditas perkebunan rakyat Seluruh wilayah Daerah APBD Kab., APB Instansi yang membidangi
Desa, Masyarakat perkebunan, kehutanan,
desa, Masyarakat
3. Pengembangan Kawasan pertanian
a. penetapan KP2B untuk mendukung program Seluruh wilayah Daerah APBD Kab., Instansi yang membidangi
ketahanan pangan nasional Masyarakat pertanian, Masyarakat
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b. Mempertahankan luas KP2B Seluruh wilayah Daerah APBD Kab., Instansi yang membidangi
Masyarakat pertanian, Masyarakat
c. Pengembangan tanaman pangan Seluruh wilayah Daerah APBD Kab., APB Instansi yang membidangi
Desa, Masyarakat pertanian, desa,
Masyarakat
d. pengembangan tanaman perkebunan e Kecamatan Arjosari APBD Kab., APB Instansi yang membidangi

o Kecamatan Bandar

e Kecamatan Donorojo

o Kecamatan Kebonagung
e Kecamatan Nawangan

e Kecamatan Ngadirojo

o Kecamatan Pacitan

e Kecamatan Pringkuku
o Kecamatan Punung

o Kecamatan Sudimoro

e Kecamatan Tulakan

Desa, Masyarakat

pertanian, desa,
Masyarakat

€.

pengembangan tanaman holtikultura

Seluruh wilayah Daerah

APBD Kab., APB
Desa, Masyarakat

Instansi yang membidangi
pertanian, desa,
Masyarakat

4. Pengembangan Kawasan Perikanan

a. Penetapan Kawasan Perikanan Tangkap Kecamatan Pacitan APBN, APBD Instansi yang membidangi
Prov., APBD Kab. perikanan

b. penetapan Kawasan Perikanan Budi Daya air e Kecamatan Sudimoro APBD Kab. Instansi yang membidangi
tawar o Kecamatan Ngadirojo perikanan

c. peningkatan produktivitas perikanan o Kecamatan Sudimoro APBD Kab., APB Instansi yang membidangi

e Kecamatan Ngadirojo Desa, Masyarakat perikanan, desa,
Masyarakat
d. peningkatan sarana dan prasarana perikanan o Kecamatan Sudimoro APBD Kab., APB Instansi yang membidangi

e Kecamatan Ngadirojo

Desa, Masyarakat

perikanan, desa,
Masyarakat

pengembangan budi daya perikanan air tawar
melalui budi daya di kolam dan sungai

o Kecamatan Sudimoro
e Kecamatan Ngadirojo

APBD Kab., APB
Desa, Masyarakat

Instansi yang membidangi
perikanan, desa,
Masyarakat
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1/ 2/3|4|5

f. pengembangan industri pengolahan perikanan Seluruh wilayah Daerah APBD Kab., APB Instansi yang membidangi
yang berkelanjutan Desa, Masyarakat | perikanan, desa,
Masyarakat
g. perbaikan pemasaran hasil perikanan Seluruh wilayah Daerah APBD Kab., APB Instansi yang membidangi

Desa, Masyarakat

perikanan, desa,
Masyarakat

5. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

a. identifikasi dampak lingkungan kegiatan Seluruh wilayah Daerah APBD Kab. Instansi yang membidangi
industri lingkungan, perindustrian
b. pengendalian dan pengawasan Kawasan Seluruh wilayah Daerah APBD Kab. Instansi yang membidangi
Peruntukan Industri lingkungan, perindustrian
c. pengembangan RTH di dalam Kawasan Seluruh wilayah Daerah APBD Kab., Instansi yang membidangi
Peruntukan Industri Masyarakat lingkungan,
perindustrian,
Masyarakat
d. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Seluruh wilayah Daerah APBD Kab., Instansi yang membidangi
Peruntukan Industri yang berkelanjutan dan Masyarakat perindustrian,
ramah lingkungan Masyarakat
6. Pengembangan Kawasan Pariwisata
a. Pengembangan Geopark Gunung Sewu Kawasan Geopark APBN Instansi yang membidangi
pariwisata
b. peningkatan promosi pariwisata Seluruh wilayah Daerah APBD Kab. Instansi yang membidangi
pariwisata
c. pengembangan dan peningkatan sarana dan Seluruh wilayah Daerah APBN, APBD Kab. Instansi yang membidangi
prasarana berstandar sesuai tingkat layanan pariwisata
destinasi wisata
d. pembinaan Masyarakat sadar wisata Seluruh wilayah Daerah APBD Kab., APB Instansi yang membidangi
Desa, Masyarakat pariwisata, desa,
Masyarakat
e. penyusunan rencana induk pengembangan Seluruh wilayah Daerah APBD Kab. Instansi yang membidangi
Kawasan Pariwisata pariwisata
f. pengoptimalan potensi budaya, alam dan Seluruh wilayah Daerah APBD Kab., APB Instansi yang membidangi

keunikan lokal sebagai potensi destinasi wisata

Desa, Masyarakat

pariwisata, desa,
Masyarakat
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g. pembentukan pola jalur wisata intra dan inter
Kabupaten

Seluruh wilayah Daerah

APBN, APBD Kab.

Instansi yang membidangi
pariwisata

h. pengembangan pusat pelayanan wisata dan
informasi wisata secara terpadu

Seluruh wilayah Daerah

APBD Kab.

Instansi yang membidangi
pariwisata

7. Pengembangan Kawasan Permukiman

a. Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan

- penyediaaan sarana dan prasarana Kawasan
Permukiman Perkotaan yang berkelanjutan
dan ramah lingkungan

Seluruh wilayah Daerah

APBN, APBD Prov,
APBD Kab., APB
Desa, Masyarakat

Instansi yang membidangi
kawasan permukiman,
desa, Masyarakat

- mengembangkan fasilitas ruang publik dan
RTH

Seluruh wilayah Daerah

APBD Kab., APB
Desa, Masyarakat

Instansi yang membidangi
kawasan permukiman,
desa, Masyarakat

— penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi
yang mampu mendorong perkembangan
Kawasan Perkotaan

Seluruh wilayah Daerah

APBD Kab., APB
Desa, Masyarakat

Instansi yang membidangi
kawasan permukiman,
desa, Masyarakat

— pengembangan Kawasan Permukiman
Perkotaan yang terpadu

Seluruh wilayah Daerah

APBD Kab.

Instansi yang membidangi
kawasan permukiman

— peningkatan kualitas permukiman dan
pencegahan kawasan kumuh

Seluruh wilayah Daerah

APBN, APBD Prov,
APBD Kab., APB
Desa

Instansi yang membidangi
kawasan permukiman,
desa

— pengendalian dan pengawasan Kawasan
Permukiman Perkotaan di kawasan rawan
bencana

Seluruh wilayah Daerah

APBN, APBD Prov,
APBD Kab.

Instansi yang membidangi
kawasan permukiman,
bencana

b. Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan

- penyediaaan sarana dan prasarana Kawasan
Permukiman Perdesaan yang berkelanjutan
dan ramah lingkungan

Seluruh wilayah Daerah

APBN, APBD Prov,
APBD Kab., APB
Desa, Masyarakat

Instansi yang membidangi
kawasan permukiman,
desa, Masyarakat

- pengembangan Kawasan Permukiman
Perdesaan yang terpadu dengan tempat
usaha pertanian

Seluruh wilayah Daerah

APBD Kab.

Instansi yang membidangi
kawasan permukiman

— penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi
yang mampu mendorong perkembangan
Kawasan Perdesaan

Seluruh wilayah Daerah

APBD Kab., APB
Desa, Masyarakat

Instansi yang membidangi
kawasan permukiman,
desa, Masyarakat




-152-

NO

PROGRAM

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

INSTANSI
PELAKSANA

WAKTU
PELAKSANAAN

TAHUN KE-

1

2

3

4

5

Peningkatan kualitas permukiman dan
pencegahan kawasan kumuh

Seluruh wilayah Daerah

APBN, APBD Prov,
APBD Kab., APB
Desa

Instansi yang membidangi
kawasan permukiman,
desa

pengendalian dan pengawasan Kawasan

Seluruh wilayah Daerah

APBN, APBD Prov,

Instansi yang membidangi

Permukiman Perdesaan di kawasan rawan APBD Kab. kawasan permukiman,
bencana bencana
8. Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan
a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan | Seluruh wilayah Daerah APBN Instansi yang membidangi
dan Keamanan darat, laut dan udara pertahanan dan
keamanan
- Komando Distrik Militer (KODIM) 0801 Kecamatan Pacitan APBN Instansi yang membidangi
pertahanan dan
keamanan
-  Komando Rayon Militer (KORAMIL) Seluruh wilayah Daerah APBN Instansi yang membidangi
pertahanan dan
keamanan
- Pos Keamanan Perikanan dan Kelautan Kecamatan Pacitan APBN Instansi yang membidangi
Terpadu (POSKAMLADU) pertahanan dan
keamanan
- Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Tipe D Kecamatan Pacitan APBN Instansi yang membidangi
pertahanan dan
keamanan
- Lapangan Udara TNI AU Pacitan Kecamatan Pacitan APBN Instansi yang membidangi
pertahanan dan
keamanan
- Lapangan Tembak Tumpang Rinjing Kecamatan Pringkuku APBN Instansi yang membidangi
pertahanan dan
keamanan
- Rahlat KOOPSAU II e Kecamatan Pringkuku APBN Instansi yang membidangi
o Kecamatan Pacitan pertahanan dan
keamanan
b. pemenuhan syarat-syarat standar kebutuhan Seluruh wilayah Daerah APBN Instansi yang membidangi

militer, pertahanan dan keamanan darat, laut

dan udara bagi permukiman penduduk di
sekitarnya

pertahanan dan
keamanan
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Komando Distrik Militer (KODIM) 0801 Kecamatan Pacitan Instansi yang membidangi
pertahanan dan
keamanan
-  Komando Rayon Militer (KORAMIL) Seluruh wilayah Daerah APBN Instansi yang membidangi
pertahanan dan
keamanan
- Pos Keamanan Perikanan dan Kelautan Kecamatan Pacitan APBN Instansi yang membidangi
Terpadu (POSKAMLADU) pertahanan dan
keamanan
- Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Tipe D Kecamatan Pacitan APBN Instansi yang membidangi
pertahanan dan
keamanan
- Lapangan Udara TNI AU Pacitan Kecamatan Pacitan APBN Instansi yang membidangi
pertahanan dan
keamanan
- Lapangan Tembak Tumpang Rinjing Kecamatan Pringkuku APBN Instansi yang membidangi
pertahanan dan
keamanan
- Rahlat KOOPSAU II e Kecamatan Pringkuku APBN Instansi yang membidangi
e Kecamatan Pacitan pertahanan dan
keamanan
c. pengembangan sarana dan prasarana Seluruh wilayah Daerah APBN Instansi yang membidangi
pertahanan dan keamanan darat, laut dan udara pertahanan dan
keamanan
- Komando Distrik Militer (KODIM) 0801 Kecamatan Pacitan APBN Instansi yang membidangi
pertahanan dan
keamanan
- Komando Rayon Militer (KORAMIL) Seluruh wilayah Daerah APBN Instansi yang membidangi
pertahanan dan
keamanan
- Pos Keamanan Perikanan dan Kelautan Kecamatan Pacitan APBN Instansi yang membidangi
Terpadu (POSKAMLADU) pertahanan dan
keamanan
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Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Tipe D Kecamatan Pacitan Instansi yang membidangi
pertahanan dan
keamanan

- Lapangan Udara TNI AU Pacitan Kecamatan Pacitan APBN Instansi yang membidangi
pertahanan dan
keamanan

- Lapangan Tembak Tumpang Rinjing Kecamatan Pringkuku APBN Instansi yang membidangi
pertahanan dan
keamanan

- Rahlat KOOPSAU II e Kecamatan Pringkuku APBN Instansi yang membidangi

e Kecamatan Pacitan pertahanan dan
keamanan
D. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
I Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut
Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
1. Pengembangan insfrastruktur penunjang Kawasan e KSPK Klayar dan APBN, APBD Kab. Instansi yang membidangi
Pariwisata sekitarnya APB Desa, pariwisata, desa,
e KSPK Watu Karung dan | Masyarakat Masyarakat
sekitarnya
e KSPK Kota dan
sekitarnya
e KSPK Taman Soge dan
sekitarnya
e KSPK Pidakan —
Dangkal — Gununglimo
dan sekitarnya
2. Pengembangan insfrastruktur penunjang kawasan e Kecamatan Bandar APBN, APBD Kab. Instansi yang membidangi
agropolitan e Kecamatan Nawangan APB Desa, pertanian, desa,
Masyarakat Masyarakat




Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut
Kepentingan Daya Dukung Lingkungan Hidup
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1. Pengembangan insfrastruktur penunjang kawasan
strategis Kawasan Bentang Alam Karst Gunungsewu

e Kecamatan Donorojo
e Kecamatan Punung
o Kecamatan Pringkuku

APBN, APBD Kab.
APB Desa,
Masyarakat

Instansi yang membidangi
infrastruktur, desa,
Masyarakat

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

M

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TUAHJANTO
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LAMPIRAN XIV

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PACITAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN

IPETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG|
KAWASAN SEMPADAN

U SKaLA. 110200
A

fwf éJM/

£
'a..x.,?»w‘/‘*»u.

SAMUDRA HINDIJ A4

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
HADI TUAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

i~

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003
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LAMPIRAN XV

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PACITAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KARST

IPETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KARST

U SKaLA: 1100000
A >

aaaaaaaa

Provinsi Jawa Tengah

Pt
"""""""""""""""""
Pacitan <

SAMUDRA HINDIJ A4

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
HADI TUAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

i~

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003
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LAMPIRAN XVI

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PACITAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA

IPETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAYWASAN RAWAN BENCANA

U sKaA: 1100000
A Sk
— e —

SAMUDRA HINDIJ A4

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
HADI TUAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

i~

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003
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LAMPIRAN XVII

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PACITAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

PETAKETENTUAN KHUSUS RENCANA POLARUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

U sk A 1080500
25

Provinsi Jawa Timur

% ontal  Dat 5 164
Datur Vetkal - Gaod EGM 2008

RIAGRAN | GKASI

Provinsi Jawa Tengah

SAMUDRA UINDI A4

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
HADI TUAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003
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LAMPIRAN XVIII

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PACITAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Provinsi Jawa Timur

Dat.
Natum Vertikal  * Geald [ Gl 2008

CIAGRAN LOKAS

Provinsi Jawa Tengah

SAMUDRA HINDI A4

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
HADI TUAHJANTO
Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003
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LAMPIRAN XIX

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PACITAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

PETAKETENTUAN KHUSUS RENCANA POLARUANG

AMATAN

aaaaaaaa

Provinsi Jawa Tengah

P KETERANGAN :
o2 L han

$SAMUDRA4 HUINDI 4

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
HADI TUAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

i~

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003




